Formulir ADM - 13
Putusan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU TENGAH

PUTUSAN
Nomor: 001/Adm/Bwslu-Malteng/Pemilu/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang  : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, telah mencatat dalam
Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu,
laporan dari :

Nama ¢ Sulaiman Opier, SH

Nomor KTP ¢ 8101140407650001

Alamat/Tempat Tinggal : Desa Liang, RT.007/RW.004,
Kecamatan  Salahutu,  Kabupaten
Maluku Tengah

Tempat, Tanggal Lahir ~ :  Liang, 04 Juli 1965

Pekerjaan/Jabatan . Wiraswasta

Dengan Laporan bertanggal 14 Mei 2019 dan dicatat dalam
penerimaan Berkas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
Nomor : 001/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019, Tertanggal
15 Mei 2019

Selanjutnya disebut PELAPOR

MELAPORKAN

1. Drs. Noh Tihurua, M.Pdl, yang beralamat di Desa Tulehu,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
Selanjutnya disebut TERLAPOR |

2. Ali Basri Tuarita, SE, yang beralamat di Desa Tial, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
Selanjutnya disebut TERLAPOR 1

3. Salim Maruapey, SH, yang beralamat di Desa Tengah-Tengah,
Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut TERLAPOR III

4. Magdalena, L, yang beralamat di Desa Waai, Kecamatan

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut TERLAPOR IV

5. Rifai Tasalisa, yang beralamat di Desa Liang Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut TERLAPOR V
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6. Luis Souissa, yang beralamat di Desa Suli, Kecamatan Salahutu,
Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut TERLAPOR VI

7. Mohtar Ohorella, yang beralamat di Desa Tulehu, Kecamatan

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut TERLAPOR VII

8. Suleman Tuarita, yang beralamat di Desa Tial, Kecamatan

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut TERLAPOR VIII---semeceomenemennsnmnonnnsennn--

Telah Membaca Laporan Pelapor----=-====-===sssssssazs-en
Telah Mendengar Keterangan Pelapor
Mendengar Jawaban Terlapor
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan hasil
sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor
a. Bahwa PPK Salahutu (Terlapor 1 s/d 5) membuka lanjutan
Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara pada tingkat
Kecamatan, dalam Rapat Pleno tersebut terdapat agenda
pembahasan rekapitulasi perhitungan suara dari desa Liang
dan desa Tulehu, pembahasan tersebut dimulai sejak
dibukanya Rapat Pleno sampai selesai sudah tengah malam
(diperkirakan pukul 0030 WIT), Bahwa terhadap
pembahasan dimaksud maka dilakukan perhitungan kembali
dengan sistim pararel;
b. Bahwa karena kondisi tengah malam tentunya sudah tidak
efektif baik bagi PPK, Panwas Kecamatan dan Saksi-saksi
karena sudah dalam kondisi stamina yang lelah, namun
proses Rekapitulasi tersebut tetap dipaksakan untuk
dijalankan oleh PPK. Alhasil, masyarakat pun turut serta
dalam melakukan kerja-kerja yang seharusnya menjadi kerja
PPK dan Panwascam sebagai pengawas;
c. Bahwa dalam pembahasan Desa Tulehu ternyata terdapat
perbedaan angka yang terdapat pada Formulir Model C1-
DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai
HANURA dengan hasil rekapitulasi pada Formulir Model
DA1-DPRD Kabupaten Kota yaitu pada TPS 022, TPS 024,
dan TPS 031, Perbedaan tersebut terjadi pada Suara Internal
Partai Hanura;
d. Bahwa dalam pembahasan Desa Liang ternyata terdapat
perbedaan angka yang terdapat pada Formulir Model C1-
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a yang dipegang oleh saksi Partai
| rekapitulasi pada Formulir Model
Kota yaitu pada TPS 008, TPS 007,
esa Liang, Perbedaan tersebut terjadi

..............
....................

ternal partai Hanura;
ada Formulir Model C1-DPRD

Formulir DA1-DPRD

DPRD Kahupaten/Kor
{JANURA dengan hasi
DA1-DPRD Kabupaten
TPS 010 dan TPS 015D
pada Suara In
e. Uraian perbedaan data p
Kabupaten/Kota dengan  data
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a) TPS 022 Desa Tulehu .
Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang

oleh Saksi Pzartni)[le}gg(al y_.ilgl R
“Suara Partai HANURA | 0
1. Sulaiman Opier, SH o _,ﬁg_,_._‘_,_,(_,,
e 0

(3 lsn1a|ﬁ51(1llessy P L S

7

e

Kota yang dipegang

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/

oleh Saksi Partai [lanurayaitu; _ _———

Suara Partai HANURA 0
0

1. Sulaiman Opier, SH
0

2. Ismail Rolobessy

5. Vera Armania Tehupelasury

[TIRA } > 4 A A 3 »
[[J Vi LAl ARA dA R 1Al

pada TPS 022 Desa Tulehu terjadi Perpindahan Suara
yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-
d DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 3 memiliki 1 Suara,
{ sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 5 Suara,
Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg
Nomor Urut 3 Memiliki 0 Suara, sedangkan Caleg Nomor

Urut 4 memiliki 6 Suara.

Terjadi penambahan 1 Suara untuk Caleg Nomor Urut
4,dan m@ﬂg@ﬂm dari Caleg Nomor Urut 3.

(Bukti Surat Terlampir - P.1)

b) TPS 024 Desa Tulehu
Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang

oleh Saksi Partai Hanura yaitu;
Suara Partai HANURA
1. Sulaiman Opier, SH

st

- r——— - . ———
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5. Vera Arnif;ﬂ;ﬁ Fehupc].nury - ) ' 0

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang

oleh. Saksi Partai llanura yaitu;

Suara Parl‘u HANUIM 7 0

0
i
¢
i |

0

Pada TPS 024 Desa Tulehu terjadi Perpindahan Suara
yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-
DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 3 memiliki 4 Suara,
sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 2 Suara
Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg
Nomor Urut 3 Memiliki 2 Suara, sedangkan Caleg Nomor

Urut 4 memiliki 4 Suara.

Terjadi penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor Urut
4, dan pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor Urut 3.

(Bukti Surat Terlampir - P.2)--

¢) TPS 031 Desa Tulehu
Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang

oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;
FSuara Partai HANURA

1. Sulaiman Opier, SH

2. Ismail Rolobessy

¥ o Bt oo

5. Vera Armania Tehupelasury

l

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang
oleh Saksi Partai Hanura yaitu;
[ Suara Partai HANURA

1. Sulaiman Opier, SH

2. Ismail Rolobessy
5. Vera Armania Tehupelasury
Pada TPS 031 Desa Tulehu terjadi Perpindahan Suara

yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-
DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 3 memiliki 2 Suara,

LB SHEN
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sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 22 Suara.
Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg
Nomor Urut 3 Memiliki 0 Sudra, sedangkan Caleg Nomor
Urut 4 memiliki 24 Suara.

Terjadi penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor Urut
4, dan pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor Urut 3.

(Bukti Surat Terlampir = P.3)es=esezeeseeensassaneonconccanocanceee

d) TPS 008 Desa Liang
Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang
oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

SuaraPartaiHANURA | 0

5 S R

1. Sulaiman Opier, SH
2. Ismail Rolobessy 0

3. Dessy Arsandi Lossen 0
4, Fawzal Aziz Tawainells l
0

5. Vera Armania Tehupelasury

]

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang
oleh Saksi Partai Hanura yaitu :
Suara Partai HANURA

2. Ismail Rolobessy
3. Dessy Arsandi Lossen

0
a3
0
0

B

5. Vera Armania Tehupelasury -q_
Pada TPS 008 Desa Liang terjadi Perpindahan Suara
yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-
DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 15 Suara,
sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 3 Suara.
Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg
Nomor Urut 1 Memiliki 13 Suara, sedangkan Caleg
Nomor Urut 4 memiliki 5 Suara.

Terjadi penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor Urut
4, dan pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.

(Bukti Surat Terlampir - P.4)

e) TPS 007 Desa Liang
Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang

oleh Saksi Partai Hanura yaitu;
Suara Partai HANURA

2. Ismail Rolobessy

0
0
3. Dessy Arsandi Lossen j’—lo_
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B Vera Armania Tehupelasury IR

s
| I ————

n data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang

Berdasarka

oleh Saksi Partai Hanura yaitu;

yleh Sakst Partd” 80 27—t 3]
['Suara Partai fe T I ARIEAE, ATI==EE 0]
i | l_

;l 2. Ismail Rolobessy JAi PRI il 4
| 3. Dessy Arsandi Lossen , 0

e Sy

"S.Vor.'t!\rnmnin 'I'uhuptel;lst-lry i -rl I, 0

.' ! 51

e

a TPS 007 Desa Liang terjadi Perpindahan Suara
akukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form CI-
Urut 1 memiliki 52 Suara,
liki 0 Suara.

Pad
sang dil
DPRD Kab/Kota Caleg Nomor
sedangkan Caleg Nomor (rut 4 memi
Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg
Nomor Urut 1 Memiliki 47 Suara, sedangkan Caleg

Nomor Urut 4 memiliki 6 Suara.

Terjadi penambahan 6 Suara untuk Caleg Nomor Urut
4, dan pengurangan 5 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.

[Bukti Strat Terlamplr =R )sssreeeemrme s

TPS 010 Desa Liang
Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang

oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;
Suara Partai HANURA

3. Dessy Arsandi Lossen

|

5. Vera Armania Tehupelasury

_REESTR

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang

oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;
Suara Partai HANURA

|

|

2. Ismail Rolobessy
3. Dessy Arsandi Lossen

5. Vera Armania Tehupelasury

CREREEN

Pada TPS 010 Desa Liang terjadi Perpindahan Suara
yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-
DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 37 Suara,
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Scanned by CamSéénner

Scanned by CamScanner



h)

miliki 1 Suara, se sdangkan Caleg

Nomor Urut 4 memiliki 0 Suara. Dirubah pada Form
pA1-DPRD I\dh/l\ul.l menjadi Caleg Nomor Urat 1
memiliki 31 Suara, Caleg Nomor Urut 2 memiliki 0

suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 9 Suara.
Terjadi D 1 untuk Caleg Nomor Urut

4, dan | 6 Suara dari Caleg Nomor Urut 1,
iara dari Caleg Nomor Urut 2.

pengurangan 6 Suara
serta pengurangan 1 suara

(Bukti Surat Terlampir - P.6)

Caleg Nomor Urut 2 me

TPS 015 Desa Liang

Berdasarkan data C1- DPRD Kab/Kota yang dipegang

oleh Saksi Partai Hanura y.ulu P
Suara Partai HANURA - ) ] I _
: nier, SH i
2. Ismail Rolohessy - 0
3. Dessy , Arsandi Lossen N 0
Aziz Tawainella, St 2
5. Vem m‘mm ’Téhupeh';ury 0
JUM LA z.fl‘ﬁ'iq":_ln"‘l m

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang
oleh Saksi Partai Hanura yaitu;
?uara Partai HANURA
Sulaiman Opicr,
2. lsmall Rolobessy

3. DessyArsandi Lossen
4. Faizal Aziz Tawainella, SE
‘5 Vera Armanla Tehupe]aqury

!'.'.-"'_' ‘_\ "1' h_‘lgﬁ".'-_z.‘. ir,- )\

Pada TPS 010 Desa Liang terjadi Perpindahan Suara
yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-
DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 58 Suara,
sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 2 Suara.
Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg
Nomor Urut 1 Memiliki 57 Suara, sedangkan Caleg

Nomor Urut 4 memiliki 3 Suara.

Terjadi penambahan 1 Suara untuk Caleg Nomor Urut
4, dan pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.

(Bukti Surat Terlampir - P.7)

Bahwa terhadap perbedaan dan atau selisih data C1-
DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 022, TPS 024, TPS 031,
Desa Tulehu dan TPS 008, TPS 007, TPS 010, TPS 015
Desa Liang yang dipegang oleh Saksi Partai HANURA,
maka Saksi Partai HANURA meminta untuk hasil
Rekapitulasi tingkat PPK diperhatikan kembali angka-
angkanya untuk menyelesalkan perbedaan data yang

Putusan Dugann Pelanggaran Admlmstratlf[’emllu { PAGE \* MERGEFORMAT }

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



Caleg Nomor Urut 2 memiliki 1 Suara, sedangkan Caleg
Nomor Urut 4 memiliki 0 Suara. Dirubah pada Form
DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg Nomor Urut 1
memiliki 31 Suara, Caleg Nomor Urut 2 memiliki 0
Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 9 Suara.
Terjadi penambahan 9 Suara untuk Caleg Nomor Urut
4, dan pengurangan 6 Suara dari Caleg Nomor Urut 1,
serta pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 2.
(Bukti Surat Terlampir - P.6)

g) TPS 015 Desa Liang

Berdasarkan data C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang
()leh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suarn Partai HANURA

. Sulaiman Opier, §
2 Ismail Rolobessy
'% DessyArsandl Lossen

B oo o B

Berdasarkan data DA-1 DPRD Kab/Kota yang dipegang
oleh Saksi Partai Hanura yaitu ;

Suara Partal HANURA |

2 Isma:l Ro]obessy
3. Dessy Arsandi Lossen

-oqo OHG

5. Vera Armania Tehupelasury

Pada TPS 010 Desa Liang terjadi Perpindahan Suara
yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form C1-
DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1 memiliki 58 Suara,
sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 2 Suara.
Dirubah pada Form DA1-DPRD Kab/Kota menjadi Caleg
Nomor Urut 1 Memiliki 57 Suara, sedangkan Caleg
Nomor Urut 4 memiliki 3 Suara.

Terjadi penambahan 1 Suara untuk Caleg Nomor Urut

4, dan pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor Urut 1.
(Bukti Surat Terlampir - P.7)

h) Bahwa terhadap perbedaan dan atau selisih data C1-

DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 022, TPS 024, TPS 031,

Desa Tulehu dan TPS 008, TPS 007, TPS 010, TPS 015

Desa Liang yang dipegang oleh Saksi Partai HANURA,

maka Saksi Partai HANURA meminta untuk hasil

Rekapitulasi tingkat PPK diperhatikan kembali angka-

angkanya untuk menyelesaikan perbedaan data yang
Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu { PAGE \* MERGEFORMAT }

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



ada, tetapi permintaan Saksi Partai HANURA ditolak oleh
PPK Kecamatan Salahutu. Kemudian Saksi Partai
HANURA  meminta  untuk  membual  pernyataan
keberatan dalam Form DA2-KPU yang ditandatangani
oleh Saksi Partai HANURA dan Ketua PPK Kecamatan
Salahutu. (Bukti Surat Terlampir - P.8);----------=seevneeneeev

i) Bahwa Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang
ditetapkan dalam Rapat Pleno Penetapan [Hasil
Perolehan Suara ditingkat Kecamatan telah dengan
sengaja dirubah oleh PPK Kecamatan Salahutu untuk
kepentingan menambahkan perolehan Suara Caleg
Partai HANURA Nomor Urut 4 atas nama FAIZAL AZIZ
TAWAINELLA, SE dan menghilangkan perolehan Suara
Caleg Nomor Urut 1 atas nama SULAIMAN OPIER, SH.
Tindak kecurangan ini bahkan sengaja dibiarkan oleh
Panwas Kecamatan Salahutu. (Bukti Surat Terlampir -
P.9);

j) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon
kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Tengah, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. BAWASLU Maluku Tengah dapat menerima Laporan
yang kami ajukan.
2. BAWASLU Maluku Tengah dapat mengeluarkan
Rekomendasi untuk mengembalikan perolehan suara
Internal Partai HANURA dari Caleg Nomor urut 3
(tiga) atas nama DESSY ARSANDI LOSEN yang
dipindahkan kepada Caleg Nomor Urut 4 (empat) atas
nama FAIZAL AZIZ TAWAINELLA,SE pada TPS 022
desa Tulehu sebanyak 1 (satu) suara, TPS 024 desa
Tulehu sebanyak 2 (dua) suara dan TPS 031 Desa
Tulehu sebanyak 2 (dua) Suara. Total perolehan suara
dipindahkan sebanyak 5 (lima) suara,------=---===-===-==
3 BAWASLU Maluku Tengah dapat mengeluarkan
Rekomendasi untuk  mengembalikan  seluruh
perolehan suara Internal Partai HANURA dari Caleg
Nomor urut 1 (satu) atas nama SULAIMAN OPIER,SH
yang dikurangi pada saat Rekapitulasi ditingkat PPK
Kecamatan Salahutu pada TPS 008 desa Liang
sebanyak 2 (dua) Suara, TPS 007 desa Liang sebanyak
5 (lima) Suara, TPS 010 desa Liang sebanyak 6
(enam) Suara, dan TPS 015 Desa Liang sebanyak 1
(satu) Suara. Total perolehan suara dikurangi
sebanyak 14 (empat belas) suara.
4. BAWASLU Maluku Tengah dapat mengeluarkan
Rekomendasi untuk membatalkan seluruh perolehan
suara Internal Partai HANURA dari Caleg Nomor urut
4 (empat) atas nama FAIZAL AZIZ TAWAINELLA,SE

—
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yang ditambahkan pada saat Rekapitulasi ditingkat
pPK Kecamatan Salahutu pada TPS 008 desa Liang
sebanyak 2 (dua) Suara, TPS 007 desa Liang sebanyak
6 (enam) Suara, TPS 010 desa Liang sebanyak 9
(sembilan) Suara, dan TPS 015 Desa Liang sebanyak 1
(satu) Suara. Total perolehan sura ditambahkan
sebanyak 18 (delapan belas) suara.
s Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melalui Sentra
Gakkumdu dapat menindak tegas Dugaan Tindak
Pidana Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan
Salahutu dan Panwas Kecamatan Salahutu, sesuai
dengan ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang
menyebutkan “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena
kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya
berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan
suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil
perhitungan perolehan suara dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta
rupiah)”.Dan/Atau; e
6. Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan
“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK dan PPS yang karena kesengajaannya
mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara
rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan
atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah)”.-------

2. Bukti-Bukti Pelapor
Untuk membuktikan dalil-dalil Laporan, Pelapor mengajukan

alat bukti surat/tulisan yang adalah sebagai berikut :

KODE BARANG
NO BUKTI KETERANGAN BARANG BUKTI

1. P-1 Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten / Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 022, Desa/Kelurahan Tulehuy,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
2. p-2 Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten / Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019,

e
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TModel €1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TS 024, Desa/Kelurahan Tulebu,
Kecamatan/Distrik Salahuty,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
5 e * l;‘:tfri.iﬁl.(:il Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tabun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 024, Desa/Kelurahan Tulehu,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Te ngah5

2 7 pa4  |[Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan  Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 008, Desa/Kelurahan Liang,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
JANKIRE] SRR Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
5. P-5 Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 007, Desa/Kelurahan Liang,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
6. P-6 Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 010, Desa/Kelurahan Liang,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
7. P-7 Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 015, Desa/Kelurahan Liang,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
8. P-8 Pernyataan Keberatan Saksi atau
Catatan Kejadian Khusus
Rekapitulasi  Hasil ~ Perhitungan
Perolehan Suara di  Tingkat
Kecamatan Pemilihan Umum 2019,
Model DA2-KPU, tertanggal 12 Mei
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2019, vyang ditandatangani oleh
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
Salahutu Drs. Noh Tihurua, M.Pd!
dan Saksi Partai Hati Nurani Rakyat
ik (HANURA) SULAIMAN OPIER, SH
9. P-9 Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah  Kabhupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model DA1-DPRD Kab/Kota,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
DAFTAR ALAT BUKTI SANDINGAN

PKB, PDI PERJUANGAN & PPP
10 P-10 PKB
Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten / Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 022, Desa/Kelurahan Tulehu,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
11 P-11 PKB
Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten / Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 024, Desa/Kelurahan Tulehu,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
12 P-12 PDIP
Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 031, Desa/Kelurahan Tulehu,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
13 P-13 PDIP
Sertifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 008, Desa/Kelurahan Liang,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5
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Sertifikat Hasil Perhitungan Swari
Calon Anggota Dewan pPerwakilan
Rukyat  Daerah Kabupaten/Kota
pemilihan  Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
™rs 007, Desa/Kelurahan Liang,
l\’m'mn:ll.'m/l)ie;irik Salahutuy,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
paerah Pemilihan Maluku Tengah 5

prr
Sortifikat Hasil Perhitungan Suara
Calon Angpota Dewan Perwakilan
Rakyat ~ Dacrah Kabupaten/Kota
pemilihan  Umum  Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
TPS 010, Desa/Kelurahan Liang,
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan M:}l_tl](l!_1feg)g_z|1|_5 :
pPPP

Sertifikat [asil Perhitungan Suara
Calon Anpgota Dewan Perwakilan
Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota

7S

\'\ '—:Fa pPemilihan  Umum Tahun 2019,
\\ . Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor
\'-‘f::___-:: Liﬂng,

15 P-15

16 P-16

TPS 015, Desa/Kelurahan
Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota Maluku Tengah,

rlggg_r_n_hﬁein_i@u_n_lylﬂluku Tengah 5

3. Keterangan Saksi Pelapor
Bahwa Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi

atas nama : 1). Adri Bin Ridwan Selan, SH; 2). Muchlis Lessy, SE;

dan 3). Zulkifli Tehupelasury, SP memberikan keterangan yaitu :

a. Saksi Adri Bin Ridwan Selan, SH memberikan keterangan

sebagai berikut:

a) Bahwa posisi Saksi pada saat rekapitulasi adalah
membantu kerja daripada Pelapor (Sulaiman Opier, SH)
yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk
menangani data-data dan ketika Pelapor (Sulaiman
Opier, SH) tidak hadir Saksi menggantikan, ketika
Pelapor (Sulaiman Opier, SH) hadir Saksi menemani,
untuk menginput data rekapitulasi di Kecamatan
Salahutu;

b) Bahwa terkait pergeseran atau migrasi data perolehan
suara dari Partai Hanura, kalau mengetahui secara
detailnya, tidak semuanya Saksi ketahui secara detail
tetapi dari hasil rekapan di penghujung penghitungan
hasil rekapitulasi PPK Salahutu, dan ternyata ada
perbedaan, dan sebagai contoh yaitu pada TPS 7 Desa
Liang, seharusnya penghitungan Model C1-KPU itu
sudah dilakukan sampai tingkat Kabupaten, lalu
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kemudian diskors karena satu dan lain hal, dan
kemudian dilanjutkan dengan TPS pada Desa Waai, tapi
kelika Waai selesai, diulang lagi dengan TPS yang sama,
tetapi sudah berubah angkanya;

¢) Bahwa pergeseran itu terjadi pada TPS 7 Desa Liang,
tetapi Saksi bingung , karena ketika awal dihitung pada
TPS 7 Desa Liang, jumlah suara itu 52, dan dipending
tetapi sudah terselesaikan sampai tindakan penghitugan,
buka kotak, kemudian berpindah pada Negeri Waai, dan
balik lagi ke TPS 7 Desa Liang, dan terjadi perubahan
menjadi 47 pada perolehan suara Pelapor (Sulaiman
Opier, $H), dan 6 suara ada pada Nomor Urut 4 (FFaizal
Aziz Tawainella, SE);

d) Bahwa menurut Saksi Data yang diinput tidak sesuai
dengan Model C1-KPU ke Model DAA1-KPU, karena pada
malamnya Saksi meminta sehagai orang yang diberikan
kepercayaan oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH) untuk
meminta hasil rekapan akhir, supaya menjadi dasar bagi
Saksi sebelum dibacakan hasil pleno kecamatan saat
itu, tetapi tidak diberikan dengan alasan adalah
menyesuaikan dan bahasa yang digunakan PPK Salahutu
adalah "sabar dulu, kita sedang menyesuaikan data
dengan Panwas”;

) Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara
untuk kecamatan Salahutu, itu dimulai dari Desa Liang
dan berakhir juga dengan Desa Liang;

f) Bahwa proses rekapitulasi untuk Desa Liang, berhenti
sampai dengan TPS 007 dan sempat tertulis di Model
DAA1-KPU yang terpampang di tembok;

g) Bahwa ada rekomendasi lisan yang dikeluarkan oleh
Panwaslu Kecamatan Salahutu kepada PPK Salahutu
untuk dilanjutkan ke TPS 008 Desa Liang;

h) Bahwa pada saat Saksi menginput data di TPS 007 Desa
Liang, telah terjadi pergeseran perolehan suara yang
dimiliki oleh Pelapor yang awalnya 52 (lima puluh dua)
Suara, menjadi 47 (empat puluh tujuh) Suara dan Nomor
Urut 4 dari 0 (nol) suara menjadi 6 (enam) Suara;

i) Bahwa pada saat rekapitulasi, Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III, terlapor IV dan Terlapor V tidak
menggunakan Formulir Model DAA1-Plano tetapi hanya
menggunakan laptop;

j) Bahwa untuk TPS 031 Desa Tulehu, pergeseran suara 2
dan Calon Nomor Ururt 4 yaitu 22 Suara menjadi 24
Suara;

k) Bahwa yang menjadi keberatan Saksi, ketika pembacaan
pada hasil akhir itu berbeda dengan apa yang diinput,
makanya Saksi menyarankan kepada Pelapor untuk tidak
menandatangani, dan mengambil Formulir Model DAZ-

KPU (keberatan);
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]) Bahwa terkait dengan hasil rekapitulasi penghit'ungan
suara, pengesahan itu disahkan per negeri, tetapi pada
satu TPS itu sempat disahkan, tapi Saksi sempat
mengkomplain untuk diundur kembali, karena hasil
rekapitulasi tidak sesuai dengan Model C1-KPU
Hologram yang Saksi punya, lalu kemudian ditinjau
kembali, dan ditetapkan kembali bahwa ada perubahan

yang signifikan dan disahkan;

b. Saksi Muchlis Lessy, SE memberikan keterangan sebagai
berikut :

a) Bahwa pada saat mengikuti rekapitulasi di tingkat PPK,
itu mulai dari negeri liang, sejujurnya bahwa Saksi pada
saat itu juga mempunyai mandat itu, sudah 1 minggu
baru masuk, tapi posisi Saksi di Partai yaitu sebagai
Rapilu sehingga hak Saksi yaitu untuk mengakomadir
dan mengatur semua Saksi yang ada di kecamatan,
sehingga Saksi juga punya kesempatan masuk ke
ruangan, walaupun tidak mempunyai hak untuk
berbicara, dan proses rekapitulasi itu Saksi ikut sampai
pada TPS 008, yang dimulai dari TPS 001 Desa Liang;

b) Bahwa banyak terjadi kesalahan administrasi, sehingga
ada rekomendasi yang dikeluarkan secara lisan yaitu
turun 2 tingkat. di TPS 007 ada rekomendasi lisan 2 kali,
tahap 1 suara masih sama dan tetap, pada proses kedua
kalinya, dan suaranya berubah.

c) Bahwa dalam proses rekapitulasi, terjadi beberapa
kejanggalan yang Saksi temukan, dan ternyata ada
pergeseran beberapa suara di TPS 022, TPS 023, dan TPS
024, TPS 025, TPS 031, dan TPS 033 pada hasil di C1-
Plano dan DAAA1-Plano itu berbeda, ini yang menjadi
pertanyaan bagi Saksi, ini disengaja ataukah tidak;

d) Bahwa di beberapa ruangan pararel pleno, tidak
menggunakan proyektor, makanya Saksi tidak bisa
melihat input data , dan menjadi kecurigaan;

e) Bahwa Saksi menjelaskan terjadi pengurangan suara
yaitu : pada TPS 022 : Suara Partai : 0,No1:0,No 2:0,
No3:1,No4:5,dan No 5: 0, terjadi pergeseran di Form
Model DAA1-KPU: No1:0,No2:0,No3:0,No 4:6,
dan No 5:0; TPS 24 : Suara Partai : 0,No1:0,No2:1,
No 3 :4,No 4 : 2, No 5: 0, terjadi pergeseran di Form
Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0,No1:0,No2:1, No
3:2,No4:4,No5:0; TPS 025 : Suara Partai : 0,No 1:
0,No2:0,No3:2,No4:3,No5:0,terjadi pergeseran
di Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0, No1:0, No
2:0,N0o3:0,No4:5 No5:0; TPS 031 : Suara Partai :
0,No1:0,No2:0,No3:2 No4:22 Nob5:O0; terjadi
pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0,
No1:0,No2:0,No3:0,No4:24 No5:0; TPS 46 :
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Suara Partai : 1,No1:0,No2:0,No3:1,No4:5 No5:
0, Terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara
Partai :0,No1:0,N0Z2:0,N03:0,No4:6,No5:0;

f) Bahwa pleno akhir, semua mengajukan keberatan,

karena hasil DA3 pada saat selesai pleno tidak ada pada
para saksi;

c. Saksi Zulkifli Tehupelasury, SP memberikan keterangan
sebagai berikut :

a) Bahwa di TPS 007 Desa Liang, Partai Berkarya yang
tadinya 21 Suara, turun menjadi 17 Suara; Partai Hanura
52 Suara menjadi 47 Suara dan nomor urut 4 dari 0
Suara menjadi 6 Suara;

b) Bahwa waktu rekapan di kecamatan, beberapa kali
interupsi tidak diberikan kesempatan oleh ketua PPK,
dan selalu menyatakan hahwa hasil rekapitulasi nanti
dicocokan dulu antara PPK dan Panwaslu Kecamatan;

c¢) Bahwa Panwaslu Kecamatan Salahutu, telah
mengeluarkan rekomendasi secara lisan untuk TPS 002,
TPS 007 dan TPS 008 Desa Liang;

d) Bahwa ada Kkejanggalan pada TPS 022 Desa Tulehu,
yaitu berdasarkan C1 Hologram dan C1-KPU, khususnya
untuk Partai Hanura yaitu : Nomor Urut:1:0,2:0,3: 1,
4:5,5:0, terjadi pergeseran suara : Nomor Urut:1:0, 2
:0,3:0,4:6,5:0, untuk TPS 024 Desa Tulehu : Nomor
Urut:1:0,2:1,3:4,4:2,5:0, terjadi pergeseran suara
menjadi: Nomor Urut:1:0,2:1,3:2,4:4,5:0; TPS
031 Desa Liang : (C1 Hologram dan C1-KPU) : Suara
Partai: 0, Nomor Urut1:0,2:0,3:2,4:22,5:0, terjadi
pergeseran suara : Suara Partai: 0, Nomor Urut1:0, 2 :
0,3:0,4:24,5:0;

4. Jawaban Terlapor

a. Bahwa terhadap Dalil Laporan Pelapor (Sulaiman Opier, SH),
Para Terlapor yang dalam hal ini Terlapor I (Drs. Noh
Tihurua, M.Pdl), Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE), Terlapor
III (Salim Maruapey, SH), Terlapor 1V (Magdalena L), dan
Terlapor V (Rifai Tasalisa), yang dalam kedudukan sebagai
Ketua dan Anggota PPK Salahutu dalam memberikan
jawaban/tanggapan terhadap laporan Pelapor pada
pokoknya sama yaitu sebagai berikut :

a) Bahwa Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh dalil
laporan Pelapor karena telah di dasarkan pada Alasan-
alasan dan Fakta Hukum yang tidak Benar dan
Cenderung Manipulatif serta bertujuan semata-mata

hanya untuk merugikan dan atau menyalahkan Para
Terlapor;

b) Bahwa yang menjadi pendasaran hingga Para Terlapor
menolak secara Tegas Seluruh Dalil yang diuraikan oleh
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Pelapor dalam dalil laporannya, ialah dikarenakan
pelapor Telah Melaporkan PPK Kecamatan Salahutu
dan Papwascam  Kecamatan  Salahulu  secara
Keseluruhan dengan dugaan Pelanggaran
Administratif/Pelanggaran Pemilu TSM, yang  mina
Kemudian Pelapor Telah menjadikan seluruh anggota
PPK dan Seluruh Anggotan Panwascam Salahutu yang
dalam dalil laporannya, Pelapor telah pula menjadikan
para terlapor dengan kedudukan yang berbeda-heda
(Telah menempatkan  mereka/para terlapor dengan
kedudukan Terlapor 1 hingga terlapor 8), yang mana
kemudian maka seharusnya Pelapor Menguraikan secara
Jelas, lengkap dan Utuh, bahwa Peran dan Kedudukan
seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor,
baik Terlapor 1 (satu) hingga terlapor 8 (delapan) dalam
melakukan  Proses  Pelanggaran Administrasi
Pemilu/Pelanggaran Pemilu TSM seperti yang telah
disampaikan oleh Pelapor dalam dugaannya (Perkara a
Quo) sehingga kami para Terlapor pun jugi hisa
mengetahui dengan Jelas dugaan pelanggaran  yang
ditujukan kepada kami para Terlapor;---====--=--szzssz=zeee
¢) Bahwa Para Terlapor menolak seluruh Dalil laporan yang
disampaikan oleh Pelapor karena laporan sebagaimana
di maksud dalam angka III, 1V, V, VI dan VII dalam
perkara ini di Anggap Kabur dan tidak jelas (Obscuur
1] 172
d) Bahwa ketidakjelasan dan atau kaburnya dalil/Laporan
Pelapor dapat dilihat pada poin/Angka I1I dan IV, dimana
Pelapor Menguraikan Peristiwa dan waktu Kejadian
serta uraian Dugaan Pelanggaran yang kemudian
dijadikan dalam Perkara a quo, yang mana pada waktu
sebagaimana dimaksud dalam dalil laporannya sama
sekali tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada,
sebab pada hari jumal lepalnya Langgal 10 Mei 2019
tidak ada lagi Jadwal Rekapitulasi Per-TPS dalam satu
Wilayah Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor,
namun pada waktu dan tanggal dimaksud adalah jadwal
atau Proses Pleno Rekapitulasi Per-Desa dalam Satu
Kecamatan sehingga dengan demikian bahwa sangat
tidak logis Waktu Rekapitulasi yang telah diumumkan
oleh PPK kepada Peserta/undangan Rekapitulasi (baik
Panwascam maupun Saksi Peserta Pemilu) bahwa pada
hari jumat tepatnya Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21.30
Wit akan diadakanya Rapat Pleno Rekapitulasi Di tingkat
Kecamatan, sehingga sangat tidak logis bahwa PPK dan
Panwascam Salahutu Telah melakukan proses dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara-cara
seperti apa yang didalilkan oleh Pelapor;------===========""""
e) Bahwa ketidaksempurnaan laporan Pelapor yang telah
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dijadikan pemeriksaan dalam perkara ini, disebabkan
karena dalil laporan pelapor yang menguraikan Pokok
sengkela (Fundamentum Petendi j saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat tidak
relevan dengan Pokok Tuntutan (Petitum), serta Para
Pihak yang dijadikan sebagai Terlapor, hal ini perlu
disampaikan sebab dalam dalil laporanya bahwa Pelapor
telah melaporkan PPK dan Panwascam Salahutu dengan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/ Pelanggaran
Pemilu TSM dengan menggunakan Pendekatan Pasal 505
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum : “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya
mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara
rekapitulasi  hasil penghitungan perolehan suara
dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan
perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);------==--==--------
Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
dan/atau PPS yang karena  kesengajaannya
mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara
rekapitulasi  hasil penghitungan perolehan suara
dan/atau sertifikat rckapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp
24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).--------------
Sehingga menyangkut kedudukan dari kedua pasal
tersebut perlu juga untuk para terlapor sampaikan bahwa
Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum
(wederrechtelitjk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu
melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum
dalum urti materil. Lamintany sebuguimunu dikutip oleh
Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum
Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5
Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut
ajaran  wederrechtelitjk  dalam  arti Sformil, suatu
perbuatan  hanya dipandang ~ sebagai  bersifat
wederrechtelitik apabila perbuatan tersebut memenuhi
semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik
menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran
wederrechtelitik dalam arti materil, apakah suatu
perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelitjk
atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai
dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga
harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari
hukum tidak tertulis”.
Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof.
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bagaimana dikutip oleh Leden
kum Pidana”

Penerbit Sinar Grafika, Jukarta, Celukan ke=5 Tahun 2008

puda halaman 45 menegaskan: “Weder rechtelitjk formil
bersandar — pada undang undang,  sedangkan
chtelitik materil bukan pada undang undang
pada asas-asas umum . yang terdupat dalam

Satochid Kartanegara: S
Marpaung, daliam “Asas-Teori-Praktik Hu

wederne
namun
fapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene
beginsel”;
f) Bahwa terkait dengan Pasal 505 dan Pasal 5
Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah digunakan
sebagal Dasar hukum oleh Pelapor dalam menguraikan
perkava ini sangatlah bertentangan dengan substansi
Pihak yang Terlapor dalam hal ini Panwascam Salahutu /
Terlapor VI, VIE dan VI, yang kemudian pasal-pasal
sebagaimana dimaksud tidak sedikitpun dapat di jadikan
sebagai sebuah sandaran hukum untuk Mempidanakan
Panwascam dalam melaksanakan Tugasnya,  hal ini
terlihat dengan jelas bahwa pasal tersebut hanya dapat
digunakan  bagi  Penyelenggara/Anggota Kpu, KPU
Proviusi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang
apabila  terbukti  dalam melakukan  Pelanggaran
sebagaimana dimaksud, sehingga dengan demikian KPU,
% ‘ KPU  Provinsi  bahwa pasal  tersebut  sangatlah
e bertentangan  dengan Tugas  dan Kewenangan

51 Undang-

Panwascam;

g) Bahwa selain mekanisme tentang pemilihan umum yang
telah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun
2017 sebagai sebuah aturan Perundang Undangan yang
penjabaranya  bukan  saja  mengacu  kepada
PERBAWASLU akan tetapi segala hal yang menyangkut
mekanisme Teknis Pemungutan Dan Perhitungan dan
atau Proses Rekapitulasi baik di Tingkat Desa maupun di
Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Tingkat
Nasional  berada pula pada Penyelenggara Teknis
Tahapan Pemilu sehingga ketika mengacu atas perkara a
quo maka seharusnya Pelapor terlebih  dahulu
memahami mekanisme yang telah diamanatkan dalam
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. Sehingga hal
ini kemudian telah dengan sangat jelas menunjukan
bahwa Uraian/Dalil Laporan yang diuraikan oleh Pelapor
sangatlah tidak jelas Cacat Formil dalam bentuk tidak
jelas dan kabur (Obscuur libel ), untuk itu, Patut
Menurut Hukum Gugatan Penggugat Harus di Tolak atau
setidak-tidaknya di kesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam
Eksepsi diatas, merupakan bagian yang menjadi satu dan
tak terpisahkan dengan seluruh dalil yang di sampaikan
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|;,|1l,| dalam Pokok Perkara inleseesemsmmsesarocacensonnonnonmons
b, Bahwa Para -Terlapor menolak secara Tegas Seluruh
dalil Taporan Pelapor Karend telah di dasarkan pada
Alasan-alasan dan Fakta Hukum yang tidak Benar dan
Cenderung Manipulatif serta bertujuan sematda-mata
hanya  untuk mengelabui - Majelis  Hakim dalam
memeriksa dan mengadili Perkara ini merugikan dan
atau menyalahkan Para Terlapor,---s-sscesssmeesocscssssmasss
¢ Bahwa setelah  membaca  dan  mencermati - secara
seksama Pokok Laporan Pelapor, yang pada intinya,
antara lain
a) Bahwa  Pelapor  mempersoalkan Pelaksanaan
Kegiatan  Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan
suara di Tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh
Terlapor 1 (satu) s/d terlapor V (lima) dengan
agenda perhitungan suara dari desa Liang dan desa
Tulehu  yang  mana  dalam dalil-nya  Pelapor
mempersoalkan waktu - pelaksanaan Pleno
Rekapitulasi dengan Sistem Pararel atas dua desa
sebagaimani dimaksud;ssessssssessessnasasasmmacomnonse
b) Bahwa Pelapor mempersoalkan waktu pelaksanaan
rekapitulasi yang sudah begitu Jarut namun tetap
dipaksakan oleh  kami Terlapor, yang mana
kemudian pelapor heralibi bahwa dengan adanya
situasi  schagaimana  dimaksud  akhirnya  maka
membuat masyarakat terlibat dalam menjalankan
tugas-tugas ~ PPK dan  Panwascam sebagai
penyelenggara dan sebagai pengawas di tingkat
Kecamatan yang seharusnya lebih bertanggung
jawab untuk tetap melaksanakan tugas dimaksud;---
¢) Bahwa Proses Rapat Pleno Rekapitulasi yang
dipersoalkan oleh Pelapor terhadap perbedaan
angka yang terdapat pada Desa Liang dan Desa

Tulehu dengan menggunakan  dasar pembuktian

pada C1 dan DAL ~esseseasommmmmne
Maka terkait dengan hal dimaksud Perlu untuk
ditanggapi oleh kami Para Terlapor, sebagai berikut :

1) Bahwa proses rekapitulasi sebgaimana dimaksud,
dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PKPU
Nomor 7 Tahun 2019, tentang Jadwal dan tahapan
penyelenggara pemilihan umum serta PKPU Nomor
4 Tahun 2019 Proses Rekapitulasi dan perhitungan
perolehan  suara  di  tingkat  KPPS,  PPK,
Kabupaten/Kota dan tingkat KPU. Dimana hal ini
mengisyaratkan agar seyogyanya semua proses
Rekapitulasi  haruslah  berjalan  sesuai dengan
mekanisme yang di atur dalam tahapan PKPU
Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud;--------

2) Bahwa proses Rekapitulasi sebagaimana dimaksud

L
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oleh Pelapor sangatlah tidak benar dan terkesan
sangat ~mengada-ada  sebab  proses Pleno
Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh
kami para terlapor telah sesuai dengan mekanisme
yang diatur oleh PKPU Nomor 4 tahun 2019, dimana
pelapor sendirilah yang dalam hal ini berkedudukan
sebagai saksi Partai dalam rapat rekapitulasi baik
pada tahap Rekapitulasi Per TPS dalam satu wilayah
desa di Tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi
perolehan suara Per Desa dalam satu Kecamatan,
Saudara Saksi jarang sekali menghadiri Proses
Rekapitulasi dimaksud, akan tetapi menugaskan
seseorang yang tak lain adalah adalah Saksi Pelapor
Nomor Urut 1 (satu) dalam perkara ini untuk

mengawal suara milik saksi;
3) Rahwa proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud
dilakukan berdasarkan hal yang telah di amanatkan
dalam PKPU Nomor 4 tahun 2019, sebagai berikut :
Pasal 18
PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:
a) Menyiapkan formulir Rekapitulasi ~ Hasil
Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam
wilayah kelurahan/desa atau scbutan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a;
b) Membuka kotak suara Presiden dan Wakil
Presiden tersegel yang berisi formulir Model C-
KPU berhologram, Model C1-PPWP
berhologram, Model C1-DPR berhologram,
Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD
Provinsi berhologram, Model C1- DPRD
Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU,
serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) hurufc;
¢) Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel
dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam
huruf b;
d) Menempelkan formulir Model DAA1.Plano-
PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model
DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD
Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD

Kab/Kota pada papan rekapitulasi  atau
menggunakan LCD projector;
) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih,
penggunaan surat suara, perolehan suara sah
dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-
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rrwr herhologram, Muoilel CL-DI'R
et hologram,  Model CLDED berhologram,
Model CLHDPRD Provinst  berholograny, an
Maodel C1-DPRD Kab/Rota hethologram;-
) Membacakan keberatan Sakst dan/atau catatan
pelakesanaan
pemingulan dan penghitungan suarda di TPS
yang tertuang dalam formulic: Model (.2-KpPu
pelapitulast i tingkat

Kejadian khuss dalim

pada waat proses
Kecamatan dan status penyelesaiannyg-ssee
p) Mencatat  hasil relapitulast  sebagatmana
dimaksud datam hurut e ke dalam formulir
Maodel DAALPLino- PIWE, Model DAALPLano-
DPR, Model  DAALPlno-  DPD,  Model
DAALPLno-DPRD — Provinsd,  dan Model
DAALPIano-DPRD Kanh/Kota;cessmesemsanssnsamsses
h) Menyalin - hasil  pencatatan pada formulir
sebagaimana dimaksud dalam huraf g ke dalam
formulic Model DAAL-PPWP, Model DAAT-DPR,
Model DAAT-DPD, Model DAAT-DPRD Provinsi,
dan Model DAAT-DPRD Kab/Koti-==sszmeesmmmm==s
i) Proses Pleno Rekapitulasi Perhitungan dan
Perolehan Suara tap desa dalam satu wilayah
Desa Pasal 18 Ayat 2.--essssnssssavemmessasasmmmmemmas
PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut :
a) Menyiapkan  formulir  Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara setiap
kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah
kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) huruf b; Model DAL.Plano-DPR,
Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD
Provinsi, dan Model DA1.Plano- DPRD Kab/Kota
pada papan Rekapitulasi [asil Penghitungan
Perolehan Suara atau  menggunakan LCD
projector;----- S —
b) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih,
penggunaan surat suara, perolehan suara sah
dan suara tidak sah dalam formulir Model
DAA1-PPWP, Model DAA1- DPR, Model DAA1-
DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model
DAA1-DPRD Kab/Kota;--==-=====s=scacsceaus
¢) Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢ ke dalam formulir
Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR,
Model DA1.Plano- DPD, Model DA1.Plano-DPRD
Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD
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Kab/Kota;----=msnsmeemmem e

d) Menyalin hasil pencatatan pada formulir
sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam
Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-

DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model
DAT-DPRD Kab/Kotay-=---==sensemmmmmmemmsramenaannns

4} Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 18 ayat 1 dan
2 sebagaimana diatas telah dengan jelas bahwa
proses untuk mendapatkan DA1 bukanlah melalui
C1 lalu kemudian disalin pada Formulir DA1 akan
letapi proses tersebut melewati beberapa tahapan
dihadapan seluruh Saksi dan Panwascam;-------------

5) Bahwa terhadap segala dalil yang telah Terlapor
jelaskan akan menjadi pertimbangan ini akan
Terlapor untuk buktikan dalam acara pembuktian
pada perkara ini nantinya, baik berupa hukti-hukti
dan atau Keterangan Saksi nantinya;-«-==---=-+=-======-

6) Bahwa Dalil laporan Pelapor yang belum dijawab
dan atau ditanggapi, tetap ditolak kecuali hal-hal
yang secara tegas dinyatakan diakui dan atau
dibenarkan oleh Terlapor.

7) Berdasarkan seluruh uraian-uraian Jawaban
Terlapor, atas dalil-dalil laporan Pelapor, mohon
perkenan Majelis yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menolak seluruh dalil laporan
Pelapor atau Majelis Hakim memiliki pendapat yang
lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

b. Bahwa terhadap Dalil Laporan Pelapor (Sulaiman Opier, SH),
Para Terlapor yang dalam hal ini, Terlapor VI (Luis Souissa),
Terlapor VII (Mohtar Oharella) dan Terlapor VIII (Suleman
Tuarita), yang adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Salahutu dalam memberikan
jawaban/tanggapan terhadap Laporan Pelapor pada
pokoknya sama yaitu sebagai berikut :

EKSEPSI

a) Bahwa Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh dalil
laporan Pelapor karena telah di dasarkan pada Alasan-
alasan dan Fakta Hukum vyang tidak Benar dan
Cenderung Manipulatif serta bertujuan semata-mata
hanya untuk merugikan dan atau menyalahkan Para
Terlapor;

b) Bahwa yang menjadi pendasaran hingga Para Terlapor
menolak secara Tegas Seluruh Dalil yang diuraikan oleh
Pelapor dalam dalil laporanya, ialah dikarenakan Pelapor
Telah Melaporkan Panwascam Salahutu secara
Keseluruhan dengan dugaan Pelanggaran
Administratif/Pelanggaran Pemilu TSM, yang mana

e T e e PP et STt e P BT et
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Kemudian Pelapor Telah menjadikan Seluruh Anggota
Panwascam Salahutu yang dalam dalil laporanya,
Pelapor telah pula menjadikan para terlapor dengan
kedudukan yang berbeda-beda (Telah menempatkan
mereka/para terlapor dengan kedudukan Terlapor VI
hingga terlapor VIII), yang mana kemudian maka
seharusnya Pelapor Menguraikan secara Jelas, lengkap
dan Utuh, bahwa Peran dan Kedudukan seperti apa yang
dilakukan oleh masing-masing Terlapor, baik Terlapor VI
(enam) hingga terlapor VIII (delapan) dalam melakukan
Proses Pelanggaran Administrasi Pemilu / Pelanggaran
Pemilu TSM seperti yang telah disampaikan oleh Pelapor
dalam dugaannya (Perkara a Quo) sehingga kami para
Terlapor pun juga bisa mengetahui dengan Jelas dugaan
pelanggaran yang ditujukan kepada kami para Terlapor.
(panwascam salahutin);------zzzz=-- e -
¢) Bahwa Para Terlapor (Panwascam Salahutu) menolak
seluruh Dalil laporan yang disampaikan oleh Pelapor
karena laporan sebagaimana di maksud dalam angka III,
1V, V, VI dan VIl dalam perkara ini di Anggap Kabur dan
tidak jelas (Obscuur Libel);
d) Bahwa Ketidakjelasan dan atau kaburnya dalil /Laporan
Pelapor dapat dilihat pada poin/Angka Ill dan IV, dimana
Pelapor Menguraikan Peristiwa dan waktu Kejadian
scrta uraian Dugaan Pelanggaran yang kemudian
dijadikan dalam Perkara a quo, yang mana Pada Waktu
sebagaimana dimaksud dalam dalil laporannya sama
sekali tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada,
sebab pada hari jumat tepatnya tanggal 10 Mei 2019
tidak ada lagi Jadwal Rekapitulasi Per-TPS dalam satu
Wilayah Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor,
namun pada waktu dan tanggal dimaksud adalah jadwal
atau Proses Pleno Rekapitulasi Per-Desa dalam Satu
Kecamatan sehingga dengan demikian bahwa sangal
tidak logis Waktu Rekapitulasi yang telah diumumkan
Oleh PPK kepada Peserta/undangan Rekapitulasi (baik
Panwascam maupun Saksi Peserta Pemilu) bahwa pada
hari jumat tepatnya Tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21.30
Wit akan diadakanya Rapat Pleno Rekapitulasi Di tingkat
Kecamatan, sehingga sangat tidak logis bahwa
Panwascam Salahutu Telah melakukan proses dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara-cara
seperti apa yang didalilkan oleh Pelapor;-------=====-=---"---
e) Bahwa jadwal rekapitulasi per-TPS dalam satu wilayah
desa dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 sampai
dengan tanggal 9 Mei 2019 dan sudah dilakukan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil
perolehan suara) dan mekanisme yang di pakai dalam
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rekapitulasi pun dipakai sistem pararel untuk proses
rekapitulasi perolehan suara Per-TPS dalam satu wilayah
desa di SAH-kan per-jenis pemililian (kotak) dalam saiu
TPS yang ada di satu desa; -

f) Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara yang
dilakukan di kecamatan salahutu sudah di SAH-kan per-
TPS dalam satu wilayah desa dan hasil perolehan suara
pada masing-masing jenis pemilihan tidak ada keberatan
dari saksi partai politik maupun saksi calon
perseorangan DPD maupun saksi pasangan calon
presiden dan wakil presiden, dan dalam rekapitulasi
perolehan suara di tingkat kecamatan salahutu ketika
ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir
dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan
terkait dengan perolehan suara maka dilakukan
mekanisme (buka kotak) turun ke formulir C1-plano
KPU untuk pencocokan dengan formulir C1-hologram
KPU yang dibacakan oleh PPS dimasing-masing desa, dan
bilamana masih  didapati ketidakcocokan maka
dilakukan perhitungan suara ulang atas rekomendasi
secara lisan yang dikeluarkan oleh panwascam salahutu,
setelah selesai proses rekapitulasi per-TPS dalam satu
wilayah desa barulah rekomendasi secara tertulis
dikeluarkan oleh panwascan salahutu;

g) Bahwa ketidak sempurnaan laporan Pelapor yang telah
di jadikan pemeriksaan dalam perkara ini, di sebabkan
karena dalil laporan pelapor yang menguraikan Pokok
sengketa (Fundamentum Petendi) Saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat tidak
relevan dengan Pokok Tuntutan (Petitum), serta Para
Pihak yang dijadikan sebagai Terlapor, hal ini perlu
disampaikan sebab dalam dalil laporanya bahwa Pelapor
telah melaporkan PPK dan Panwascam Salahutu dengan
Dugaan Pelanggaran Administratil Pemilu/Pelanggaran
Pemilu TSM dengan menggunakan Pendekatan Pasal 505
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum : “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya
mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
dan/atau  PPS  yang  karena  kesengajaannya
mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara

rekapitulasi  hasil penghitungan  perolehan  suara
b
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dan/atau  sertifikat rekapitulasi  hasil penghitungan
perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda palng banyak Rp
24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);----=---=-----
Bahwa terkait dengan Pasal 505 dan Pasal 551 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah digunakan
sebagai Dasar hukum oleh Pelapor dalam menguraikan
perkara ini sangatlah bertentangan dengan substansi
Pihak yang Terlapor dalam hal ini Panwascam Salahutu/
Terlapor VLVII dan VII, yang kemudian pasal-pasal
sebagaimana dimaksud tidak sedikitpun dapat di jadikan
sebagai sebuah sandaran hukum untuk Mempidanakan
Panwascam salahutu dalam melaksanakan Tugasnya,
hal ini terlihat dengan jelas bahwa pasal tersebut hanya
dapat digunakan bagi Penyelenggara/Anggota KPU, KPU
Pravinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang
apabila  terbukti  dalam  melakukan Pelanggaran
sebagaimana dimaksud, sehingga dengan demikian
bahwa pasal tersebut sangatlah bertentangan dengan
Tugas dan Kewenangan Panwascam;------------==-===========
Sehingga hal ini kemudian telah dengan sangat jelas
menunjukan bahwa Uraian/Dalil Laporan yang diuraikan
oleh Pelapor sangatlah tidak jelas Cacat Formil dalam

— bentuk tidak jelas dan kabur (Obscuur libel). Untuk

T O\ itu, Patut Menurut Hukum Gugatan Penggugat Harus di

{ 'f’l ) Tolak atau setidak-tidaknya di kesampingkan,---=-=--=-«---
W\ : DALAM POKOK PERKARA

\4‘.'-\:;_»,—/ 1. Bahwa segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam

Eksepsi diatas, merupakan bagian yang menjadi satu dan
tak terpisahkan dengan seluruh dalil yang di sampaikan
pada dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Para Terlapor menolak secara Tegas Seluruh dalil
laporan Pelapor karena telah di dasarkan pada Alasan-
alasan dan Faklta Hukum yang tidak Benar dan
Cenderung Manipulatif serta bertujuan semata-mata
hanya untuk mengelabui Majelis Hakim dalam
memeriksa dan mengadili Perkara ini merugikan dan
atau menyalahkan Para Terlapor;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara
seksama Pokok Laporan Pelapor, yang pada intinya,
antara lain : :

1) Bahwa Pelapor mempersoalkan Pelaksanaan Rapat
Pleno Rekapitulasi perolehan suara di Tingkat
Kecamatan dengan proses perhitungan suara dari
desa liang dan desa tulehu yang dimana desa tulehu
dibagi dalam sistem pararel menjadi dua ruangan dan
itu sudah disampaikan terlebih dahulu oleh PPK
salahutu  sebelum dilakukan pararel, untuk
penambahan saksi peserta pemilu maupun dari sisi
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pengawasan untuk proses rebapitalas) berlangsing,
yang, nana dabarn dalid tiga Velaper snestiget soninan
pelaksanaan Plono Rekapivilasi  dongan oo
Pararelibas i dosa sebiagaittiatin dignakad,

2) Bahwa Pelapor mempersoalban wakta polsbsasan
tekapitulast yang sudiahi begita Liear pamog furt sngs
Hpaksaban oleh Terlapor dalac bal ing Pg ftetlagin
<8 ), bahwa dalam sisi pengasasan katni pasmaseamn
Salahutu tidak aila keberatan soal wakta relap tolas
yang, sudab larat malam yang disanpaiban olet saksi
peserta pemilu, yang  mana kemudian  gelager
beralibi bahwa dengan adanya situasi setiagamanas
dimaksud akhirnya  malah membuat  nasyaraat
terlibat dalam  menjalankan tugastugas FP4 dan
Panwascam  sebagai - penyelenggara  dan  setaga
pengawas i tinglat Kecatnatan yang sebzaroseya
lebih bertanggung jawab untuk tetap melaksanalcan
tugas dimaksud-cccoamncans savases Sesrsssssssassisessesres .

3) Bahwa  Proses  Rapat  Pleno  Pekapitulasi  yang
dipersoalkan  oleh Pelapor  Terhadap  perbedaan
angka yang terdapat pada desa liang dan desz tulehu
dengan  mengunakan  dasar  pembulktian pada

. formulir model Cl-sertifikat KPU dan formulir model

Y DA1-KPU yang di miliki oleh pelapor eoemeeens
\ -’% Maka terkait dengan hal dimaksud Perly wntuk
\Y Y ditanggapi oleh kami para terlapor ( panwascam

salahutu), sebagai berikut.:

1) Bahwa proses Rekapitulasi sebagaimana dimakeud
oleh Pelapor sangatlah tidak benar dan terkesan
sangat  mengada-ngada  sebab  proses  Pleno
Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan sudah diawasi
oleh kami para terlapor telah sesuai dengan
mekanisme yang diatur oleh PKPU no 4 tzhun 2019
dan PERBAWASLU Nomor 2 tahun 2019 tentang
pengawasan rekapitulasi  perolehan suara dan
penetapan  hasil  perolehan, dimana pelapor
sendirilah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai
saksi Partai dalam rapat rekapitulasi baik pada tzhap
Rekapitulasi Per-TPS dalam satu wilayah desa di
Tingkat kecamatan maupun Rekapitulasi peralehzan
suara Per desa dalam satu Kecamatan, saudara
pelapor jarang sekali menghadiri Proses Rekapitulasi
dimaksud, akan tetapi menugaskan seseorang yang
tak lain adalah adalah saksi Pelapor nomor urut 1
(satu) dalam perkara ini untuk mengawal suara milik
pelapor dan tidak memiliki mandat saksi;--------—~-----

2) Bahwa pada proses rekapitulasi perolehan suara
yang terjadi pada desa tulehu sebagaimana yang

didalilkan oleh pelapor pada TPS 22, 24, dan 31
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sudah melewati mekanisme dan telah disahkan per-
jenis pemilihan (kotak) per- TPS didalam satu desa ,
dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang
hadir dalam rekapitulasi terkhusus saksi partai
hanura  (tidak  pernah  hadir  dalam  proses
FeKaPItUlasi)--aaeemmmmm el
3) Bahwa pada proses rekapitulasi perolehan suara yang

terjadi pada desa liang sebagaimana yang didalilkan
oleh pelapor pada TPS 07, 08, 10 dan 15 yang
menurut pelapor terjadi pengurangan suara pada
internal partai hanura , akan tetapi dalam proses
rekapitulasi desa liang berdasarkan hasil pengawasan
kami panwascam salahutu bukan hanya TPS 07, 08,
10, dan 15 hampir semua TPS yang ada di desa liang
bermasalah terkait perolehan suara dan data
pengguna hak pilih  sehingga di rekomendasikan
untuk perhitungan ulang, dan perolehan yang
bergeser bukan hanya ada pada partai hanura saja
akan tetapi juga terjadi pada beberapa partai politik
yang lain;

4) Bahwa terhadap segala dalil yang telah terlapor
jelaskan akan menjadi pertimbagan ini akan Terlapor
untuk Buktikan Dalam Acara Pembuktian Pada
Perkara ini Nantinya, baik berupa bukti-bukti dan
atau Keterangan Saksi nantinya,---------=s-===--ceeceueeec

4. Bahwa Dalil laporan Pelapor yang belum di jawab dan
atau di tanggapi, tetap ditolak kecuali hal-hal yang
secara tegas dinyatakan diakui dan atau di benarkan oleh
Terlapor;
5. Berdasarkan seluruh uraian-uraian Jawaban Terlapor,
atas dalil-dalil Laporan Pelapor, mohon perkenan Majelis
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menolak seluruh dalil laporan Pelapor atau Majelis
Hakim memiliki pendapal yang lain, ex aequo et bono,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

5. Bukti-Bukti Terlapor
1) Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban Para
Terlapor, Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor 11
(Ali Basri Tuarita, SE), Terlapor III (Salim Maruapey, SH),
Terlapor IV (Magdalena, L) dan Terlapor V (Rifai Tasalisa)
yang adalah Ketua Dan Anggota PPK Salahutu mengajukan
alat bukli surat/tulisan yang adalah sebagai berikut ;

TANDA
NO
BUKTI KETERANGAN BUKT!I
1. T.I-V.1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dari setiap
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''TPS di daerah Pemilihan dalam i
wilayah Kecamatan (DAA1-DPRD i
Kab/Kota Desa Liang)

2. T.1-V.2 Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dari setiap
TPS di daerah Pemilihan dalam
wilayah Kecamatan (DAA1-DPRD
Kab/Kota Desa Tulehu)

3. T.I-V.3 Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dari setiap
Desa/Kelurahan di daerah
Pemilihan dalam wilayah
Kecamatan (DA1-DPRD Kab/Kota) |
4, T.I-V4 Rekomendasi Panwaslu Kecamatan
Salahutu ~ Nomor :  08/SR/
Panwascam-Salahutu/V/2019
Tertanggal 11 Mei 2019

T.I-V.5 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
Panwaslu  Kecamatan  Salahutu
nomor : 9/LHP/PM.00.00/V/2019
(Formulir Model A Pengawasan),
Tertanggal 10 Mei 2019.

6. T.I-V.6 Data Rekapan Hasil Perolehan Suara
Caleg Dan Partai, Per TPS dalam 1
wilayah Desa milik Panwaslu
Kecamatan Salahutu

7: T.I-V.7 Data Rekapan Hasil Perolehan Suara
Caleg Dan Partai, Per Desa dalam 1
wilayah Kecamatan milik Panwaslu
Kecamatan Salahutu

8. T.I-V.8 Hasil rekapan penyebaran
perolehan Suara Caleg dan Partai,
sesuai hasil pembacaan ulang Surat
Suara atas beberapa TPS di Negeri
Liang milik Saksi Partai PPP

9. T.I-V.9 Mandat Saksi Partai 13 Milik
Pelapor

o

2) Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban Para
Terlapor, Terlapor VI (Luis Souissa), Terlapor VII (Mohtar
Ohorella), dan Terlapor VIII (Suleman Tuarita) yang adalah
Ketua Dan Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu,
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang adalah sebagai
berikut :

TANDA
NO

BUKTI KETERANGAN BUKTI
1. | TVI-VIIL1 | Sertifikat  Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat |

{PAGE \* MERGEFORMAT }

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



| Daerah Kabupaten/Kota dari setiap
TPS di daerah Pemilihan dalam
wilayah Kecamatan (DAA1-DPRD
Kab/Kota Desa Liang)
T.VI-VIL2 | Sertifikat  Rekapitulasi  Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota dari setiap

e |

TPS di daerah Pemilihan dalam
wilayah Kecamatan (DAA1-DPRD
Kab/Kota Desa Tulehu)

3. | T.VI-VIIL3 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dari setiap
Desa/Kelurahan di daerah
Pemilihan dalam wilayah
Kecamatan (DA1-DPRD Kab/Kota)
4. | T.VI-VIIL4 | Rekomendasi Panwaslu Kecamatan
Salahutu  Nomor :  08/SR/
Panwascam-Salahutu/V/2019
Tertanggal 11 Mei 2019

5. | T.VI-VIIL5 | Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
Panwaslu  Kecamatan  Salahutu
nomor : 9/LHP/PM.00.00/V/2019
(Formulir Model A Pengawasan),
Tertanggal 10 Mei 2019.

6. | T.VI-VIIL6 | Data Rekapan Hasil Perolehan Suara
Caleg Dan Partai, Per TPS dalam 1
wilayah Desa milik Panwaslu
Kecamatan Salahutu

T.VIi-Viil.7 | Data Rekapan Hasil Perolehan Suara
Caleg Dan Partai, Per Desa dalam 1
wilayah Kecamatan milik Panwaslu
Kecamatan Salahutu

8. | T.VI-VIIL8 | Hasil rekapan penyebaran
perolehan Suara Caleg dan Partai,
sesuai hasil pembacaan ulang Surat
Suara atas beberapa TPS di Negeri
Liang milik Saksi Partai PPP

9. | T.VI-VIIL9 | Mandat Saksi Partai 13 Milik
Pelapor

~1

6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum, Terlapor I (Drs. Noh Tihurua,
M.Pdl), Terlapor II (Ali Basri Tuarita, SE) dan Terlapor Il (Salim
Maruapey, SH), Terlapor IV (Magdalena L), Terlapor V (Rifai
Tasalisa), Terlapor VI (Luis Souissa), Terlapor VII (Mohtar
Ohorella) dan Terlapor VIII (Suleman Tuarita) mengajuan Saksi
dalam agenda pembuktian adalah sebagai berikut :

1) Saksi atas nama Ismail Nahumarury, SH memberikan

keterangan sebagai berikut :

e —————————— i e s e "
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rekapitulasi oleh karenma pada saat itu Saksi tidak
membawa Form Model C1-KPU untuk dipaparkan di

hadapan Majelis Pemeriksa.

3) Saksi atas nama Novel Noya memberikan keterangan sebagai
berikut :

a. Bahwa pada TPS 49 Desa Tulehu, terjadi pada internal
Partai Gerinda, yaitu terjadi pergeseran sehingga
dilakukan pembacaan surat suara ulang dengan hasil
yaitu Nomor Urut 1 Partai Gerinda : 8 Suara, pembacaan
surat suara nilai 8 pindah ke Nomor Urut 3;---------=s=-====-

b. Bahwa proses rekapitulasi di ruangan pararel, tidak ada
infocus yang digunakan dan Saksi diberikan Formulir
Model DAA1-KPU yang kosong untuk diisi.--========-=-=-===-

4) Saksi atas nama Meysly Suitela memberikan keterangan
sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi mengawal dari TPS 001 sampai dengan TPS
030 Desa Tulehu yaitu terjadi pembedahan kotak suara
pada TPS 022 sampai dengan TPS 024 Desa Tulehu;-------

b. Bahwa pada TPS 022 dan TPS 024 Desa Tulehu, tidak ada
pergeseran suara dan itu sudah disetujui oleh semua
Saksi;

c. Bahwa pada saat proses rekapitulasi itu langsung
disahkan, tidak melalui rapat pleno, tetapi disahkan pada
saat di ruang rekapitulasi pararel oleh karena ada semua
saksi sehingga langsung disahkan;

d. Bahwa pada saat akhir rekapitulasi di tingkat kecamatan,
Saksi menerima hasil rekapitulasi;

7. Keterangan Lembaga Terkait
Bahwa dalam Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum, Majelis Pemeriksa, Penemu maupun Terlapor,
tidak menghadirkan Lembaga Terkail untuk dihadirkan dalam
memberikan keterangan/kesaksian pada sidang pemeriksaan.---

8. Kesimpulan
1) Kesimpulan Pelapor (Sulaiman Opier, SH)

a. Bahwa laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
ini terjadi karena Terlapor secara sengaja telah
melakukan tindakan merugikan Pelapor. Setiap keberatan
dan penolakan Pelapor terhadap tindakan merugikan
tersebut telah diabaikan Terlapor sehingga menyebabkan
terjadi perpindahan angka-angka perolehan suara
Pelapor dari Form Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang
disalin  kedalam Form Model = DAA1-DPRD
Kabupaten/Kota yang selanjutnya direkap pada Form
Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota;

b. Adapun yang menjadi alasan Pelapor dalam Laporan

re———
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inistrasi a0 wane telah dilakukan
Pelanggaran Administrasl Pemilu yang tel i

2y Terlapor adalah : .
:;thﬁla;::all) Panitia Penyelengpard Kecamatan ['P_F’l\')
Kecamatan Salahutu telah  melakukan P’lfl“""l‘*‘
Pelanggaran Administratil — yans nurmmlmllmln
kerugian pada pelapor yang adalah y\j';u'p,n I\'lu;::nu
Republik [ndonesia  yang wajib dilindungl hak
gt e =S
Badan  Pengawasan

Peraturan

b) Bahwa sesuai
perbawaslu) Re

pemilihan Umum (
Nomor 8 Tahun
Pelanggaran Administrs
pasal 21 ayat (1) memberi ruang b
melaporkan Pelanggaran Administrati
telah dilakukan oleh Penyelenggard
c) Bahwa sesuai  Peraturan Badan Pengawasan

Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik [ndonesia

g Tahun 2018 tentang Penyelesaian
han Umum, Bab VI

publik Indonesia

2018  tentang Penyelesaian
Wit Pemilihan Umuny, Bab V
i Pelapor untuk
f Pemilu yang
pemilu di

Nomor
Pelanggaran Administratif Pemili
Pasal 25 ayat (6), dan ayat (7) maka Pelapor telah
memenuhi  syarat Formil dan Materil untuk
melaporkan ~ dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu yang telah dilakukan oleh Penyelenggara
pemilu di Kecamatan Salahutu;---=--=--=--msmemmmme
d) Bahwa Pelapor meyakini PPK Salahutu sebagai
Terlapor I s/d terlapor V, setelah membuka lanjutan

? Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara pada
dengan agenda pembahasan

tingkat Kecamatan,
rekapitulasi perhitungan suara dari desa Liang dan

- desa Tulehu, telah menerapkan sistim Paralel yang
dimulai sejak dibukanya Rapat Pleno sampai selesai
| tengah malam (diperkirakan pukul 0030 WIT).
; Bahwa karena kondisi tengah malam tentunya sudah
tidak efektif baik bagi PPK, Panwas Kecamatan dan

i

|
‘ Saksi-saksi karena sudah dalam kondisi stamina yang
. lelah, namun proses Rekapitulasi tersebut tetap
i dipaksakan untuk dijalankan oleh PPK Salahutu;-------
i €) Bahwa pada saat terjadi hitung Paralel pada Desa
b Tulehu yang dibagi menjadi 2 Panel, PPK langsung

mengesahkan hasil Hitung per TPS di masing-masing
Panel Paralel tanpa melalui Pleno pengesahan untuk
selanjutnya disalin dalam Formulir Model DAA1-
DPRD Kabupaten/Kota;
f) Bahwa Pelapor menemukan dalam pembahasan Desa
Tulehu ternyata terdapat perbedaan angka yang
terdapat pada  Formulir  Model C1-DPRD
IF('abupa.ten/Kota dengan hasil rekapitulasi pada
ormulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yaitu

utusan Dugaan Pelanggaran Administratif_l’allu
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pada TIPS 022, 'TPS 024, dan TPS 031, Perbedaan
tersebut selanjutnya dimuat dalam Formulir Model
DAT-DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Salabutu, tanpa
dilakukan  Pleno  Pengesahan  perolehan  suara
masing-masing TPS yang disalin pada Formulir Model
DAAT-DPRD Kabupaten /Kotissseseeseeeseeeeeiaemacannnn.
1l Bahwa pada saat terjadi hitung Paralel pada Desa
Liang, PPK melakukan hedah kotak suara di TPS 7
yang diulang sampai 2 kali, padahal TPS dimaksud
telah dihitung awal dan hasilnya sudah dimuat pada
Form  DAAT  Plano.  Selanjutnya  PPK  langsung
mengesahkan hasil Hitung per 1PS di Panel Paralel
tanpa melalui Pleno pengesahan untuk selanjutnya
disalin dalam  Formulir ~ Model  DAA1-DPRD
Kabupaten/Koti-«eeeesmeeeemmeeeeeeeeeee
h) Rahwa Pelapor menemukan dalam pembahasan Desa
Liang ternyata terdapat perbedaan angka yang
terdapat  pada  Formulir  Model  C1-DPRD
Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai
HANURA dengan hasil rekapitulasi pada Formulir
Model DAAT-DPRD Kabupaten Kota yaitu pada TPS
008, TPS 007, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang,
Perbedaan tersebut selanjutnya dimuat dalam
Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota oleh
PPK Salahuatun- - -cmee e
i) Bahwa Pelapor percaya perbedaan dan atau selisih
data pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota
pada TPS 022, TPS 024, TPS 031, Desa Tulehu dan
TPS 008, TPS 007, TPS 010, TPS 015 Desa Liang yang
dipegang oleh Pelapor, dengan Formulir Model
DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimuat dalam
Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota, adalah
bentuk Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh
Terlapor secara Administralif;
| j) Bahwa Pelapor telah menyampaikan, Formulir Model
| DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model
DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam
Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara
ditingkat Kecamatan Salahutu telah dengan sengaja
dirubah oleh PPK Salahutu untuk kepentingan
menambahkan perolehan Suara Caleg Partai
_ HANURA Nomor Urut 4 atas nama FAIZAL AZIZ
% TAWAINELLA, SE dan menghilangkan perolehan
!

Suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama SULAIMAN
OPIER, SH;
& k) Bahwa PPK Kecamatan Salahutu tidak pernah
j melakukan Pleno Pengesahan persebaran perolehan
suara per TPS berupa Formulir Model DAA1-DPRD
Kabupaten/Kota dan tidak pernah memberikan
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Porlic DAATDERD abmpaten/lota feopraada ks

artat Politk,
) Baliwa techadap tivdatonn vang diladakan aleh Ketua
dan Angpota PER Salahutu adalah tindalan
inprosedural farena Uik wesual dongan ketentwn

PRET Notmor 4 tadin 2019 tentang Rekapitakasd Haxil

Por litiigsan Saaca dane peaetapan Pt Pemililian
Ui Pasal 220 Ayat (4);

m) Malwa  Pelapor berasmsd - Dengan
diperhatikannya keberatan yang disampatkan oleh
Gakel Partal HANDRA, maka Pelapor secara patul
menduga wdinya Kecurangan pelanpgtaran
administeatit yang terjadi pada TS 022, TS 024,
TPS 041, Desat Taleh dan TPS 001, TS 007, TPS 010,
TS 015 Desa Llang yang mana PIR Salahutu

A

thilak

Dersamn Panwas Kecamatan Salahuti teliah hers
sama dengan sengafa moerubialh hastl perhitungan
Suara yang tertuang daliame Form Model GL-DPRD
Kabupaten/Kota yang dipegang oleh Sales Parta
HANURA untuk menambahkan perolehan Suara Caley
Nomor Urat 4 atas nama FAIZAL AZIZ TAWAINELLA,
SE dan menghilangkan perolehan Swara Caleg; Nomor
Urut 1 atas nama SULAIMAN OPIER, SIT pada Form
Model DAAT-DIPRD  Kabupaten/Kota yang dimuat
dalam Formulir Model DAT-DPRD Kabupaten/Kota;-
n) Bahwa Pelapor telah mencocokkan data sesuai Form
Model G1-DPRD Kabupaten/Kota yang  dipegang
dengan yang dimiliki oleh Partai PDI Perjuangan,
Partai PKB dan Partai Berkarya, dan ternyata data
yang kami pegang adalah sama angka-angkanya pada
TPS 022,°TPS 024,'TPS 031, Desa Tuleha dan 'TPS 008,
TPS 007, TPS 010, TPS 015 Desa Linng«s-asemsesamaemaca.
0) Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam)
; telah  memberikan  rekomendasi— lisan untuk
dilaksanakan hitung ulang surat suara turun 2 tingkat
tanpa herkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu
| (Bawaslu)  Kabupaten  Maluku  Tengah  untuk
; mendapatkan Perseiujian; ss-sssessseeeeesmmesammana.
1 p) Bahwa atas  Laporan  Pelapor, Terlapor telah
’! memberikan tanggapan dan atau jawaban tertanggal
3 21 Mei 2019, yang ditandatangani para terlapor

q) Bahwa atas laporan Pelapor, Terlapor I atas nama
seluruh terlapor (terlapor 1 s/d terlapor VIII) telah
menyampaikan  jawaban atas  Laporan  Pelapor
dengan Nomor Register 01/ADM/BWSL-
Malteng/Pemilu/V/2019, dan karena itu Pelapor
berasumsi Jawaban dan atau tanggapan tersebut
tidak dapat diterima karena tidak adanya Kuasa atau

RS R AT
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i e e
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wewenang yang diberikan kepada terlapor I untuk

mewakill para terlapor dalam suatu surat kuasa
secarad lertulissse-resesmsmromermccasanonmmmmansomassasonoes
¢ Fakta Pihak Pelapor
) Bahwa Laporan Pelapor sebagaimana diatur dalam
Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 Bab VI Pasal 25 ayat
(6), dan ayat (7) telah memenuhi syarat Formil dan
Materdl, dan karena itu pada hari Rabu tanggal 15
bulan Mei tahun 2019 Pelapor telah mendaftarkan
Laporan Pelanggaran Pemilu ke Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan
telah  diterima  dengan  Nomor  Register
01/ADM/BWSL-Malteng/Pemilu/V/2019 dan  telab
sesuai dengan tengpgang waktu  pendaftaran yang
dipersyaratkan;=s-sesesemsemeccseccscaccenammaccaasonsoosncase
h) Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam
Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dimaksud,
Pelapor telah menyertakan alasan dan bukti-bukti
yang cukup guna menguatkan dalil laporan Pelapor,
sehingga dapat dikatan bahwa dalil Pelapor bukan
bersifat asumsi atau manipulatif tetapi merupakan
fakta; -
¢) Bahwa Pelapor mempersoalkan dan meminta
== dikembalikan  sebagaimana  mestinya  selisih
perolehan suara yang berbeda antara Formulir Modc!
C1-DPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model DAA1-
DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA1-
DPRD Kabupaten Kota di DAPIL Maluku Tengah 5,
yang terjadi pada TPS 022, TPS 024 dan TPS 031 di
Desa Tulehu, yang mana perolehan suara
sesungguhnya berdasarkan Formulir Model C1-DPRD
Kabupaten Kota adalah :
<+ TPS 022, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor
Urut 3 alas nama Dessy A. Lossen sebanyak 1
(satu) suara dan Jumlah Perolehan Suara Caleg
Nomor Urut 4 atas nama Faizal A. Tawainella, SE
i sebanyak 5 (lima) suara;
“ TPS 024, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor
Urut 3 atas nama Dessy A. Lossen sebanyak 4
(empat) suara dan Jumlah Perolehan Suara Caleg
Nomor Urut 4 atas nama Faizal A. Tawainella, SE
sebanyak 2 (dua) suara;
* TPS 031, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor
Urut 3 atas nama Dessy A. Lossen sebanyak 2
(dva) suara dan Jumlah Perolehan Suara Caleg
Nomor Urut 4 atas nama Faizal A. Tawainella, SE
sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.------------------
d) Bahwa Pelapor mempersoalkan dan meminta
dikembalikan  sebagaimana mestinya  selisih

Qo Dusen Pelanggaran AdminstrattPemil g T TrE—————
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perolehan suara yang berbeda antaca Formulir Model
CEDPRD Kabupaten/Kota, Formulir Model DAAL-
DPRD Kabupaten/Kota dan Formuliv: Model DAT-
DPRD Kabupaten Kota di DAPIL Maluku Tengah 5,
yvang terjadi pada TPS 007, TPS 008, TPS 010 dan TPS
015 di Desa Liang, yang mana perolehan suara
sesungguhnya berdasarkan Formulic Model C1-DPRD
Kabupaten Kota adalah;
< TPS 007, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor
Urat 1 atas nama Sulaiman Opier, SH sebanyak 52
(lima puluh dua) suara dan Jumlah Perolehan
Suara Galep Nomor Urut 4 atas nama Faizal A,
Tawainella, SE sehanyak 0 (nol) suara;-=--=-==-ceve-
< TPS 008, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor
Urat 1 atas nama Sulaiman Opier, SH sebanyak 15
(lima belas) swara din Jumlah Perolehan Suara
Caleg Nomor Urat 4 atas nama Faizal A
Tawainella, SE sebanyak 3 (tiga) suara;----=-s===s==-
“ TPS 010, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor
Urat 1 atas nama Sulaiman Opier, SH sebanyak 37
(tiga pulub tujuh) suara dan Jumlah Perolehan
Suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Faizal A.
Tawainella, SE sebanyak 0 (nol) suarag---------=-----
« TPS 015, Jumlah Perolehan Suara Caleg Nomor
| Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH scbanyak 58
' (lima puluh delapan) suara dan Jumlah Perolehan
Suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Faizal A.
Tawainella, SE sebanyak 2 (dua) suara.-seeeemeeene
e) Bahwa untuk memperkuat Laporan dan dalil-dalil
yang dilaporkan, Pelapor telah melampirkan alat
: bukti sebagai berikut ;

1 o

¢ P-1 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 022,
Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik
Salahuty, Kabupaten/Kota  Maluku
Daerah Pemilihan Maluky Tengah 5;
“ P-2 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 024,
Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik
Salahutu, Kabupaten/Kota  Maluky Tengah,
Daerah Pemilihan Maluky Tengah 5;---creemeeeeeeee
“* P-3 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model ¢1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 031,
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Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik
Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;---=--===-==-v=--
<+ P-4 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 008,
Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik
Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;--------===-====-
% P-5 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 007,

Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik
Salahutu,  Kabupaten/Kota  Maluku  Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;--------========-

% P-6 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 010,

Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik
Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah;---------===-=------

<+ P-7 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,

Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 015,
| Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik
| Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
i Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;-----------------
‘ < P-8 : Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan
l Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan
' Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan
Umum 2019, Model DA2-KPU, tertanggal 12 Mei
2019, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan Salahutu Drs. Noh Tihurua,
M.Pdl dan Saksi Partai Hati Nurani Rakyat
(HANURA) SULAIMAN OPIER, SH;-=-==s===s=sesnnaee-
% P-9 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik
Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah,

Ry R A AU S A IR UG
>

Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5;--======---------
% P-10 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
;: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
‘ Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,

Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 022,
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Tulehu, Kecamatan/Distrik
Maluku Tengah,
5. (bukti

Desa/Kelurahan
Salahutu, Kabupaten/Kota
pemilihan  Maluku Tengah

Daerah
sanding@n)j----=s--=-===-s=""T ST o
& P-11 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon

a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 024,
Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik
Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku  Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (bukti

.................................................

Anggot

Kkat Hasil Perhitungan Suara Calon
rwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 031,
Desa/Kelurahan Tulehu, Kecamatan/Distrik
Salahutu, Kabupaten/Kota ~Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (bukti

< P-12 : Sertifi
Anggota Dewan Pe

sandingan);
& P-13 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 008,
Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik
Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (bukti
{ sandingan);
_ s P-14 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
‘ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
B Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 007,
, Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik
: Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (bukti
sandingan);
& P-15 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 010,
Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik
Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (bukti
sandingan);
% P-16 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model C1-DPRD Kab/Kota, Nomor TPS 015,
Desa/Kelurahan  Liang, = Kecamatan/Distrik

>
.
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Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku  Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (bukti
SUNAINGUN);--ermsemmrsassssnenmmsesaasasmssonmmmocmoommmmsmnes
& P-17 : Bukti Foto Form Model DAA1-DPRD Plano
saat perhitungan ulang dalam Pleno PPK
Kecamatan Salahutu pada TPS 01 s/d TPS 010
Desa/Kelurahan Liang, Kecamatan/Distrik
Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5. (bukti
tambahan); — 2 ==
& P-18 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa/Kelurahan
Liang, Kecamatan/Distrik Salahutu,
Kabupaten/Kota ~ Maluku Tengah,  Daerah
Pemilihan Maluku Tengah 5. (bukti tambahan);----
& P-19 : Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan
Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan
Umum 2019, Model DB2-KPU, tertanggal 13 Mei
2019, yang ditandatangani oleh Ketua KPU
Kabupaten Maluku Tengah ABDUSSAMAD
NINGKEULA, SH dan Saksi Partai Hati Nurani
Rakyat (HANURA) FRANGKI LOUPATTY. (bukti
tambahan); .
<+ P-20 : Pernyataan Keberatan salah satu Anggota
PPK Kecamatan Salahutu atas nama Rifai Tasalisa
terhadap penggunaan tanda tangan pada
dokumen jawaban Terlapor atas Laporan Perkara
Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan Nomor
Register : 01/ADM/BWSL-Malteng/Pemilu/V/
2019.
{) Bahwa dalam persidangan yang mulia ini, Pelapor
telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan
keterangan terkait dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu yang telah dilakukan oleh Penyelenggara
Pemilu di tingkat PPK Salahutu, antara lain :
1. Ardi Bin Ridwan Selan, SH

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai
berikut :

1) Bahwa Telah terjadi peristiwa inprosedural
yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Salahutu
dengan melakukan perhitungan surat suara
ulang pada TPS 7 Desa liang sebanyak 2 kali.
Sesuai Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota
perolehan suara Calon Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Hanura
Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH

§ Uitsan Dugaan Pelanggaran Administratif pemi]m;ﬁ
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sebanyak 52  (lima pulub dua) suara
sedangkan Nomor Urut 4 sebanyak 0 (nol)
stara, setelal ditakukan pengecekan pada Ci-
Plano perolehan suara Calon Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Hanura
Nomor Urat 1 atas nama Sulaiman Opier, SH
tetap 52 (lima puluh dua) suara sedangkan
Nomor Urut 4 tetap 0 (nol) suara, selanjutnya
dengan  rekomendasi  lisan  Panwascam
Salahutu dilakukan perhitungan ulang surat
suara. Pada perhitungan ulang surat suara
yang pertama perolehan suara Calon Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai
Hanura Nomor Urut 1 atas nama Sulaiman
Opier, SII tetap 52 (lima pulub dua) suara
sedangkan Nomor Urut 4 tetap ) (nol) swara,
hasil perhitungan ulang dimaksud telah
tercatat pada DAA1-Plano dan telah disepakati
dan disahkan dalam ruang Panel Paralel Desa
Liang. Namun tanpa alasan yang jelas TPS 7
Desa Liang yang telah dihitung ulang tersebut,
kembali dihitung lagi dan menimbulkan
perselisihan perolehan suara sebagaimana
pada perhitungan pertama, yakni Calon
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari
Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama
Sulaiman Opier, SH tersisa 47 (empat puluh
tujuh) suara sedangkan Nomor Urut 4 menjadi
6 (enam) suara;

2) Bahwa PPK Kecamatan Salahutu pada saat
melakukan perhitungan dengan Metode
Paralel pada Desa Liang dan Desa Tulehu, di
bagi dalam 3 Panel. Pada saat pembagian 3
Panel lersebut, Mandal saksi yang dimasukan
dalam rangka perhitungan Metode Paralel
tersebut justru ditolak oleh PPK Salahutu
dengan alasan tidak dapat memasukan saksi
baru selain nama sesuai mandat saksi awal.
Tindakan inprosedural ini pun dibiarkan oleh
Panwascam Kecamatan Salahutu.

3) Bahwa Panwascam Kecamatan Salahutu telah
mengeluarkan rekomendasi secara lisan
untuk melakukan perhitungan ulang surat
suara tanpa berkoordinasi dengan Bawaslu
Kabupaten Maluku Tengah. Keputusan
Panwascam Kecamatan Salahutu dalam
memberikan rekomendasi lisan dimaksud
tanpa dasar yang jelas dan terkesan mengada-

ada.
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2. Muchlis Lessy, SE

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai

berikut ;

1) Bahwa Panwascam Kecamatan Salahutu telah
mengeluarkan rekomendasi lisan untuk
dilaksanakannya perhitungan surat suara
ulang sebanyak 2 kali untuk TPS 7 Desa Liang.
Perolehan suara Calon Anggota DPRD Maluku
Tengah, terjadi pengurangan bukan saja Partai
Hanura tetapi juga Partai PPP pada saat
rekomendasi lisan hitung ulang yang kedua
dari  Panwascam  Kecamatan  Salahutu
ditindaklanjuti oleh PPK Salahutu,-------====-----
Khusus TPS 7 Desa Liang, pada saat Formulir
Model C1-DPRD Kabupaten Kota disesuaikan
dengan C1-Plano nilai perolehan suara Caleg
Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama
Sulaiman Opier, SH sesuai yakni 52 (lima
puluh dua) suara sedangkan Caleg Nomor Urut
4 memiliki 0 (nol) suara, selanjutnya disalin ke
Formulir DAA1-Plano sama  yakni Caleg
Nomor Urut 1 sebanyak 52 (lima puluh dua)
suara dan Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 0
(nol) suara, bahkan pada saat terjadi
perhitungan surat suara (tingkatan yang
paling bawah) perolehan suara kedua Caleg
tidak berubah, yakni Caleg Nomor Urut 1 tetap
memperoleh 52 (lima puluh dua) suara
sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memperoleh 0
(nol) suara.
Tetapi tanpa alasan yang jelas, Panwascam
Kecamatan Salahutu kemudian
merekomendasikan lisan perhitungan kembali
TPS 7 Desa Liang. Disaat hitung ulang ke-dua
inilah terjadi pergeseran perolehan suara
dimana Caleg Nomor Urut 1 tersisa 47 (empat
puluh tujuh) suara sedangkan Caleg Nomor
Urut 4 telah naik menjadi 6 (enam) suara.------

2) Bahwa terjadi pergeseran perolehan suara
Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tengah di Internal Partai Hanura pada TPS 22,
TPS 24 dan TPS 31 Desa Tulehu,-=-=-=--==eeseeenen
Pada TPS 22, sesuai data Formulir Model C1-
DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah C1-
Plano jumlah perolehan suara internal Partai
Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol)

; suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 1 (satu)
| { PAGE \* MERGEFORMAT }
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suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 5 (lima)

suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0
{nolj suara. Sehingga tolal perolehan suard
Partai Hanura sebanyak 6 (enam) suara.
Selanjutnya terjadi pergeseran pada Formulir
Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota dimana
perolehan suara internal Partai Hanura adalah,
suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 3 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 4 sebanyak 6 (enam) suara dan
Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara.
Sehingga total perolehan suara Partai Hanura
sebanyak 6 (enam) suara.
Pada TPS 24, sesuai data Formulir Model C1-
DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah C1-
Plano jumlah perolehan suara internal Partai
Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu)
suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat)
suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 2 (dua)
suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0
(nol) suara. Schingga total perolchan suara
Partai Hanura sebanyak 7 (tujuh) suara.
Selanjutnya terjadi pergeseran pada Formulir
Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota dimana
perolehan suara internal Partai Hanura adalah,
suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg
Nomor Urut 3 sebanyak 2 (dua) suara, Caleg
Numor Urul 4 sebanyak 4 (empal) suara dan
Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara.
Sehingga total perolehan suara Partai Hanura
sebanyak 7 (tujuh) suara.
Pada TPS 31, sesuai data Formulir Model C1-
DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah C1-
Plano jumlah perolehan suara internal Partai
Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 2 (dua)
suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 22 (dua
puluh dua) suara dan Caleg Nomor Urut 5
sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total
perolehan suara Partai Hanura sebanyak 24
(dua puluh empat) suara. Selanjutnya terjadi
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pergeseran pada Formuliy Morel DAAT-DIIED
Kabupaten  Kota dimanin - perolelinn . siara
ternal Pactal Do adalali, s partal
sebanyak 0 (nol) sunra, Caleg, Nomor Hral '
svh.m‘yulc 0 (nol) suara, Calog Nomor Uil H‘
sebanyak 0 (nol) suara, Galeg, Nomor Urat '
sebanyik 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urat 4
sebanyak 24 (dun pulul empat) swara dan
(:-llt'}"‘Ntlllllil' Urat 5 sebanyale O (nol) suwara.
Sehingga total perolohan swara Partal Thanur
sebanyak 24 (o puludy enpint) s ssesssees

) PPK Kecamatan Salahatu telah melalaan
langkah— tnprosedural — dengan— Udalk
menyediakan DAALPEno-DPRD - Kabupaten/
Kota dan LED Projector pada Panel Paralel
dibeherapa TPS Desa Tuleha don Liangs dengan
alasan  telah  habis/tidak — ad, Linplah
prosedural ini telah  menyalahiaturan
sebagaimana tertuang dalam PKPU-4 tahun
2019 Pasal 18 ayat (1) haruf d yang berbunyi
PPK melakukan Rekapitulas Hasil Perhitungan
Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) hural a dengan langkah
sebagai berikut menempelkan Formuliv Maodel
DAALPlano-PPWP, Model  DAALPlano-DPR,
Model DAALPlano-DPD, Model DAALPlano-
DPRD Provinsi dan Model DAAT.Plano-DPRD
Kab/Kota pada papan  rekapitulasi — atau
menggunakan LCD Projector,----=-s===ss==z=zzs-z=-

3. Zulkifli Tehupelasury, SP

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai

berikut :

1) Bahwa TPS 7 Desa Liang dihitung sampai
tlingkatan Perhitungan Sural Suara, setelah itu
tidak dilanjutkan lagi oleh PPK Kecamatan
Salahutu tetapi atas perintah Terlapor 3
perhitungan dilanjutkan ke PPS Desa Tengah-
Tengah, Tial, Suli dan Waai. Selanjutnya atas
perintah Terlapor 3, dilaksanakan Metode
Paralel tanpa berkoordinasi dengan saksi-saksi
Partai Politik.
Setelah perhitungan ulang PPS Tengah-Tengah,
Tial, Suli dan Waai selesai, perhitungan ulang
PPS Liang tidak dilanjutkan dan digantung
kurang lebih 2 hari baru dilanjutkan. Pada saat
PPS  Liang dilanjutkan, PPK Kecamatan
salahutu memulai perhitungan kembali dari
TPS 7 bukan dilanjutkan dengan TPS 8,
sementara sebelumnya TPS 7 sudah dihitung
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bahkan sampai ke perhitungan ulang surat
swara dan Panwascam  Salahutu  terkesan
membiarkan, Saat hitung ulang TPS 7 lagi,
perolehan suara di Internal Partai Hanura
terjadi pergeseran,----=<-ee--ceseeeocaccacmconanaeaas
Pada saat Formulir Model C1-DPRD Kabupaten
Kota  disesuaikan dengan  Cl-Plano nilai
perolehan suara Caleg Partai Hanura Nomor
Urut 1 atas nama Sulaiman Opier, SH sesuai
yakni 52 (lima puluh dua) suara sedangkan
Caleg Nomor Urut 4 memiliki 0 (nol) suara,
selanjutnya disalin ke Formulir DAA1-Plano
sama yakni Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 52
(lima puluh dua) suara dan Caleg Nomor Urut
4 sebanyak 0 (nol) suara, bahkan pada saat
terjadi- perhitungan surat suara  (tingkatan
yang paling bawah) perolehan suara kedua
Caleg tidak berubah, yakni Caleg Nomor Urut 1
tetap memperoleh 52 (lima puluh dua) suara
sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memperoleh 0
(NO]) SUAra -c-eersrecermnsanerneenam e cceanaee
Disaat hitung ulang ke-dua inilah terjadi
pergeseran perolehan suara dimana Caleg
Nomor Urut 1 tersisa 47 (empat puluh tujuh)
suara scedangkan Caleg Nomor Urut 41 telah
naik menjadi 6 (enam) suara.

2) Bahwa Panwascam Kecamatan Salahutu
merekomendasikan  secara  lisan  untuk
dilaksanakan PSU di TPS 2, TPS 7 dan TPS 8
Desa Liang.--

3) Bahwa PPK Kecamatan salahutu bersama-
sama dengan Panwascam Kecamatan Salahutu
bersepakat untuk tidak memberikan Formulir
Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota kepada
saksi Partai Politik dengan alasan sedang
dilakukan pencocokan data antara PPK dan
Panwascam.- --

4) PPK Kecamatan Salahutu telah melakukan
langkah Inprosedural dengan tidak
menyediakan DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/
Kota dan LCD Projector pada Panel Paralel
dibeberapa TPS Desa Tulehu dan Liang dengan
alasan telah habis/tidak ada. Langkah
Inprosedural ini telah menyalahi aturan
sebagaimana tertuang dalam PKPU 4 tahun
2019 Pasal 18 ayat (1) huruf d yang berbunyi
PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah
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sebapai : - ;
agai berikut menempelkan Formulir Model

DM'l.Plann—PPWP, Model DAALPlano-DPR,
Mode} DA:\].thu-[)PD, Mudel DAAL.Plano-
DPRD Provingi dan Model DAA1.Plano-DPRD
Kab/Kota pada papan  rekapitulasi  atau
menggunakan LCD Projector,

5) Bahwa terjadi pergeseran perolehan suara
Calon  Anggota  DPRD Kabupaten Maluku
Tengah di Internal Partai Hanura pada TPS 22,
TPS 24 dan TPS 31 Desa Tulehu.

6) Pada TPS 22, sesuai data Formulir Model 1-
DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah €1-
Plano jumlah perolehan suara internal Partai
Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol)
stara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 1 (satu)
suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 5 (lima)
suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0
(nol) suara. Sehingga total perolehan suara
Partai Hanura sebanyak 6 (enam) suara.
Selanjutnya terjadi pergeseran pada Formulir
Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota dimana
perolehan suara internal Partai Hanura adalah,
suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 3 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 4 sebanyak 6 (enam) suara dan
Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara.
Sehingga total perolehan suara Partai Hanura
sebanyak 6 (enam) suara.----
Pada TPS 24, sesuai data Formulir Model C1-
DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah Ci-
Plano jumlah perolehan suara internal Partai
Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol)
suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu)
suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 4 (empat)
suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 2 (dua)
suara dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0
(nol) suara. Sehingga total perolehan suara
Partai Hanura sebanyak 7 (tujuh) suara.
Selanjutnya terjadi pergeseran pada Formulir
Model DAA1-DPRD Kabupaten Kota dimana
perolehan suara internal Partai Hanura adalah,
suara partai sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg
Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg

.......................
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Nomor Urut 3 sebanyak 2 (dua) suara, Caleg

Nomor Urut 4 sebanyak 4 (empat) suara dan

Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara.
Sehingga total perolehan suara Partai Hanura
sebanyak 7 (tujuh) suara,-----===-=---===-=""—"""""

Pada TPS 31, sesuai data Formulir Model C1-

DPRD Kabupaten/Kota dan hasil bedah C1-

Plano jumlah perolehan suara internal Partai
Hanura adalah, suara partai sebanyak 0 (nol)

suara, Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol)

suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol)

suara, Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 2 (dua)

suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 22 (dua

puluh dua) suara dan Caleg Nomor Urut 5
sebanyak 0 (nol) suara. Sehingga total
perolehan suara Partai Hanura sebanyak 24

(dua puluh empat) suara. Selanjutnya terjadi
pergeseran pada Formulir Model DAA1-DPRD
Kabupaten Kota dimana perolehan suard
internal Partai Hanura adalah, suara partai
sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 1
sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 2
sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 3
sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 4
scbanyak 24 (dua puluh empat) suara dan

Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0 (nol) suara.
Sehingga total perolehan suara Partai Hanura
sebanyak 24 (dua puluh empat) suara.-----------

d. Fakta Pihak Terlapor

a) Bahwa sejak sidang Pembacaan Laporan Pelapor
pada Sabtu 18 Mei 2019, dilanjutkan dengan sidang
Mendengarkan Jawaban Terlapor pada Selasa 21 Mei
2019, hingga Sidang Pembuktian dan mendengarkan
keterangan saksi pada Kamis 23 Mei 2019, hanya
dihadiri oleh Terlapor IlI dan Terlapor VI. Para
terlapor yang lain (terlapor [, II, IV, V, VII dan VIII)
tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan

yang jelas.
b) Bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda

mendengarkan Jawaban Terlapor pada Selasa 21 Mei
2019, Terlapor III hadir dalam persidangan mewakili
para terlapor untuk membacakan Jawaban atas
Laporan Pelanggaran Administatif Pemilu dengan
Nomor  Register = Perkara  001/ADM/BWSL-
Malteng/Pemilu/V/2019 tanpa adanya kuasa atau
wewenang yang diberikan oleh para terlapor lainya
dalam suatu Surat Kuasa secara tertulis.-------====------
c) Bahwa pernyataan Terlapor Il dalam persidangan
lanjutan  dengan agenda  pembuktian  dan
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d) Bahwa dazlam penyampaizr

o}’-t/vf;"

Terlapor 11l telah menyerzhizn

I menyersn sehuzh Gukumes
dalam persidangan yang telah dlegslivir cieh instansi

berwenang namun sangst dirzgulen kezbszhannya
Hal ini disebzblan karenz padz hale
dokumen dimaksud (lembar tzndz tzngzn

tangan parz teriapor l?.:::zv-
(teriapor i, i, dan V) dengan dolumen-tokumen lzin
yang ditandatangani oleh parz terlapor tersebur

Setelah dicocokkan dengan tandatzngzn  para

terizpor lzinnya padz dokumen DAI-DPRD
Kabupaten/Kota, selznjutnvz pzdz dolumen DAZ-
KPU serta daftar surat bulz terlzpor ditemukan
perbedaan yang sangat fztzl.
Dari fakta persidangan ini, terindikasi bahwa
Terlapor [iI telzh berupaya mengelabuhi persidangan
yang mulia ini dengan melzkukan  tindzkan
manipulatif membuat dan sekaligus menzndztangani
dokumen Jawaban pihak terlapor ity sendiri diztas
meterai.
Sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP wang berbunyi
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan
surat, yang dapat menerbitkan suatu hak sesuai
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Perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan
tll;lng, Aaa yang  boleh  dipergunakan  sebagal
Relerangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud
akan menggunakan  atau menyuruh  orang  lain
Menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu
asli+ dan tidak  dipalsukan, maka kalau
memperpunakannya dapat mendatangkan sesuatu
kerugian hukum karena pemalsuan surat, dengan
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Maka
sesungguhnya Terlapor I telah melakukan tindak
pidana dalam persidangan yang mulia ini dengan
perbuatan pemalsuan tanda tangan dan Terlapor |
atas nama Drs, Noh Tihurua, M.Pdl, Terlapor IV atas
nama Magdalena L dan Terlapor V atas nama Rifai
Tasalisa, Hal ini semakin diperkuat dengan adanya
Surat Pernyataan  Keberatan dan penolakan yang
dibuat dan ditandatangani langsung oleh Terlapor V
CHALRE M BRI oo ot ssbepains s imm s
Lepas dari itu, sebagaimana pihak Pelapor harus
memenuhi syarat formil sesuai amanat
PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018, Bab VI Pasal 25
ayat (6) point d, dalam menyampaikan Laporan
Pelanggaran Administrasi Pemilu keabsahan Laporan
salah satunya adalah kesesuaian tanda tangan dalam
Formulir Laporan pelanggaran dengan kartu
identitas, maka hal yang sama juga seharusnya
berlaku bagi pihak terlapor dalam setiap dokumen
yang diserahkan dalam persidangan. Atau dengan
kata lain dokumen Jawaban Terlapor terhadap

laporan Pelapor tidak dapat diterima keabsahannya
atau cacat Formil.

........................

e) Bahwa untuk menanggapi Laporan dan dalil-dalil
yang dilaporkan, maka Terlapor telah melampirkan
alat bukti sebagai berikut ;

.‘C

* T-1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap
TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah

Kecamatan (Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa
Liang).

< T-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap
TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah
Kecamatan (Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa
Tulehu). -
< T-3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan  Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap
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l)os;l/I\'ulurnh.’m di
Wilayah Kecamat
Desa Tulehu),

Gl L, Rekomendasi  PANWASLU Kecamatan

Salahuty, Nomor 08/SR/  PANWASCAM

SALAHUTU/V/2019 tertanggal 11 Mei Tahun
U L R ——

Daerah  Pemilihan Dalam
an (Model DA1-DPRD Kab/Kota

--------------
................................

“ T8 ; Laporan  Hasil Pengawasan  Pemilu
PANWASLU Kecamatan  Salahutu, Nomor
U‘)/I.III’/PM.()().()I)/V/Z[)1‘). (Formulir Model A
Pengawasan), tertanggal 10 Mei 2019.<--eneeeeme-
T-6 : Data Rekapan Hasil Perolehan Suara Caleg
dan Partai, Per TPS dalam satu Wilayah Desa
pada Desa Liang dan Desa Tulehu Milik
PANWASCAM Salahutu,«--=-==sssssemsseecmeemeeeees-
* T-7 : Data Rekapan Hasil Perolehan Suara Caleg
dan  Partai per Desa dalam satu Wilayah
Kecamatan Milik PANWASCAM Salahutu-=-===-----
« T-8: Hasil Rekapan Penyebaran Perolehan Suara
Caleg dan Partai, Sesuai hasil Pembacaan Ulang
Surat Suara atas Beberapa TPS di Negeri Liang,
Milik Saksi Partai PPP.
% T-9:Mandat Saksi Partai 13, Milik Pelapor.--------
f) Bahwa alat bukti Terlapor (T-1 dan T-2) yang
digunakan schagai bahan pembuktian sangat
diragukan kebenarannya karena Formulir Model
DAA1-DPRD Kabupaten/kota tidak pernah disahkan
dalam Pleno Pengesahan hasil perolehan Suara per
Desa dan tidak pernah diberikan kepada Saksi Partai
Politik.
g) Bahwa alat bukti Terlapor (T-4) yang digunakan
sebagai bahan pembuktian tidak dapat diterima,
karena  tanggal  dikeluarkannya rekomendasi
PANWASCAM  Nomor :  08/SR/PANWASCAM
SALAHUTU/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019
dimaksud setelah seluruh proses Pleno Rekapitulasi
di tingkat PPK Kecamatan Salahutu telah selesai.-------
h) Bahwa dalam persidangan yang mulia ini, Terlapor
telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan
keterangan terkait dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu yang telah dilakukan oleh Penyelenggara
Pemilu di tingkat PPK Salahutu, antara lain ;
1. Ismail Nahumarury

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai

berikut ;

1) Bahwa Panwascam Kecamatan salahutu telah
memberikan Rekomendasi secara lisan untuk
melakukan perhitungan ulang sampai pada
tingkatan perhitungan surat suara ulang di PPS

S e B TR T . = -
———— et T —
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Desa Liang, khusus pada TPS 7.--ewesemmmommmm™
2) Bahwa dalam proses rekapitulasi di PPK
salahutu, saksi  lebib banyak |

e

Kecamatan
mempersoalkan selisih - pengguna hak pilih
dalam DPT,csensenseananssemssnmsssaseaanmasossanssensns
3) Bahwa PPK Kecamatan Salahutu  telah
melakukan  bedah  (hitung ulang  sampai
tingkatan perhitungan surat suara) di kurang ‘
lebih 13 TPS pada Desa Liang dengan hanya
mengpunakan rekomendasi  lisan  dari
Panwascam [Kecamatan salahutu, PPK dan
camatan Salahutu bersepakat

Panwascam Ke
dengan

untuk  melakukan  pembedahan
rekomendasi secara kolektif.---=s-=--=z=mm=zmmmmmmm
4) Bahwa PPK Kecamatan salahutu, bers
i Panwascam kecamatan salahutu
a saksi

sdma-

sama deng:
telah memberikan kepercayaan kepad
untuk membaca surat suara ulang.-----======"""=
Terhadap hal ini Pelapor berpendapat bahwa
PPK Kecamatan salahutu telah melakukan
langkah inprosedural dengan menyalahi
aturan PKPU 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (1)
huruf e yang berbunyi PPK melakukan
Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara
dengan langkah scbagai berikut meneliti dan
membaca dengan cermat dan jelas data jumlah
pemilih, pengguna hak pilih, pengguna surat
suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah
dalam Formulir Model C1-PPWP berhologram,
Model C1-DPR Berhologram, Model C1-DPRD
Provinsi Berhologram dan Model C1-DPRD
Kabupaten/Kota Berhologram. Ini berarti
bahwa tidak ada ruang bagi saksi partai politik
unluk membaca ulang surat suara dalam Pleno
Rekapitulasi di tingkat PPK.
5) Bahwa pada saat terjadi perhitungan ulang
surat suara, jarak antara saksi dan
penyelenggara yang membacakan surat suara
sejauh 5 meter.
6) Bahwa LCD Projektor kadang digunakan,
kadang tidak/mati, bahkan diruang paralel
tidak digunakan LCD Projektor.
Terhadap hal ini pelapor berpendapat bahwa
PPK Kecamatan Salahutu telah melakukan
langkah Inprosedural dengan tidak
menyediakan DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/
Kota dan LCD Projector pada Panel Paralel
dibeberapa TPS Desa Tulehu dan Liang dengan
alasan telah habis/tidak ada. Langkah

———— e e e et e e
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-"t‘hag;,im"ml ""T' elah  menyalahi  aturan
2019 L ertuang dagan, PEPU 4 tabun

8
Ppg mL‘I;ﬂiI lfl WAl (1) huruf g yang berbunyi
llkfm Rekapitulagi Hasil Perhitungan
7 "y:::'“[':"h“ﬂ-'lim;um dimaksud dalam
Sethagai beriky ) huruf , dengan langhkah
menempelkan Formulir Model

Df\M,p.

Mode) ]I')':‘;\':’:::Np‘ Model  DAA1Plano-DPR,
- O LPEno-DpD. Mode A T

DPRD Priggjyi Gog' LAl

l(“l’/l(t!l:u , 'd”” Model DAA1.PLano-DPRD
menpp _'l'"‘['l Papan - rekapitulasi  atau
B' } LL"“"k'"l l‘““ I'rt]](!(:l(,r' _______________________
M':::ml [Saksi telah - memberikan  Formulir
o DAAT-DpRp) kabupaten/Kota  kepada
Siksi partaj POLK i1t memmo
.l‘('rh:ul:l]l hal ini pe
saksi at
tel

7)

lapor herpendapat bahwa
a5 nama saudara Ismail Nahumarury
.ah memberikan  keterangan palsu  dalam
Sidang yang mulia i dengan pernyataan
kusaksi:mny;l. Sesungguhnya telah diakui oleh
PPK Salahutu dan Panwascam Salahutu bahwa
Formulir Mode DAA1-DPRD Kabupaten/Kota

tidak pernah diberikan kepada saksi Partai
Politik.-

.......

Terhadap  Fakta persidangan  ini Pelapor
berpendapat  Saksi atas nama [smail
Nahumarury telah melanggar sumpah saat
diberi kesempatan bersaksi dalam persidangan
ini dan telah melakukan tindak pidana sesuai
KUHP Pasal 242 ayat (1) yang berbunyi barang
siapa dalam hal-hal yang menurut undang-
undang menuntut sesuatu keterangan dengan
sumpah atau jika keterangan itu membawa
akibat bagi hukum dengan sengaja memberi
keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik
dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia
sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Nessy Suitela

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai

berikut;

1) Bahwa sesungguhnya tidak ada masalah yang
terjadi pada TPS 22 dan TPS 24 Desa Tulehu,
tetapi atas rekomendasi lisan Panwascam
kecamatan salahutu telah dilakukan bedah
kotak suara/molo pada ke dua TPS dimaksud.--

2) Bahwa saksi hanya berada pada TPS 22 dan
TPS 24 Desa Tulehu.

3) Bahwa saksi tidak mempunyai data untuk
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ditunjukkun
Sandingan g
1) Bahwg, pad
'PS 22 4
Pergeser;
C1-DPRp

aau  untuk  dijadikan  data
alam persidangan --------mscessenamns
4 Saal hitung ulang dilakukan pada
an TPS 24 selesai, tidak terjadi
M angka-angka sesuai dengan data
Kabupaten/Kota yang dipegang

Bahwgy PPK -
Memberikan

_ Kaby P
3. Nove

5)
Kecamatan salahutu tidak

Formulir Model DAA1-DPRD

aten/Kota kepada saksi,-----===-====-=---=-
I Noya

Dalam ke

Saksiannya menyataka Al @ i
; a menyatakan hal-hal sebagai
berikut ; d g

1) Bl:thn perhitungan ulang PPS Desa Tulehu
dimulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 12,
selanjutkan diparalelkan dalam 2 Panel, Panel
1TPS 13 sampai dengan 36 dan Panel 2 TPS 70
s/d 35,

2) Bahwa kalau tidak salah ada bedah kotak suara
pada TPS 31 Desa Tulehu di Panel Paralel.-------

3) Bahwa seluruh hasil hitung ulang pada Panel
Paralel langsung disahkan di ruang Panel
Paralel per TPS tanpa dilaksanakan Pleno
pengesahan dalam ruang utama oleh PPK
Kecamatan Salahutu.----------====ssssmmmmsssmsmmsmsos

4) Bahwa PPK Kecamatan Salahutu tidak
memberikan Formulir DAA1-DPRD
Kabupaten/Kota kepada Saksi Partai Politik.----

4. Kayum Lestaluhu

Dalam kesaksiannya menyatakan hal-hal sebagai

berikut ;

1) Bahwa telah terjadi persoalan pada TPS 7 dan
TPS 8 Desa Liang, dimana telah dilakukan
perhitungan ulang sampai pada tingkatan
Perhitungan surat suara ulang atau yang
dibahasakan sebagai “Molo”.

2) Bahwa LCD Projektor kadang digunakan,
kadang tidak/mati, bahkan diruang paralel
tidak digunakan LCD Projektor.-------------=------
Terhadap hal ini pelapor berpendapat bahwa
PPK Kecamatan Salahutu telah melakukan
langkah  Inprosedural dengan  tidak
menyediakan DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/
Kota dan LCD Projector pada Panel Paralel
dibeberapa TPS Desa Tulehu dan Liang dengan
alasan telah habis/tidak ada. Langkah
Inprosedural ini telah menyalahi aturan
sebagaimana tertuang dalam PKPU 4 tahun
2019 Pasal 18 ayat (1) huruf d yang berbunyi

———————————————————
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gz:)lf:}t:lakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Pasal ‘z;n Suara sebagaimana dimaksud dalam

S ' a.yat (1) hurul a dengan langkah

gai berikut menempelkan Formulir Model

DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR,

Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-

DPRD Provinsi dan Model DAA1.Plano-DPRD

Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau

i Bahwame':ggunakan LCD Projector.

ik erlapor VI dalam persidangan telah

an pembelaan yang tidak relevan dengan

perundang-undangan yang berlaku dalam fungsi

pengawasan Pemilihan Umum. Dimana Terlapor V

berpendapat bahwa PKPU 4 Tahun 2019 Pasal 22

butir 8 relevan dengan tindak pelanggaran

Administratif yang dilakukan dan karena itu

Panwascam mengeluarkan rekomendasi  diakhir

proses rekapitulasi PPK Salahutu,----=--==-=-==-=""=""""""

Menurut Pelapor bahwa sesungguhnya PKPU 4

Tahun 2019 Pasal 22 butir 8 ditujukan kepada

pesoalan lain karena butir 8 berhubungan erat

dengan butir 6 dan butir 4. Sehingga alibi saudara

terlapor VI tidak dapat diterima.

e. Berdasarkan alasan-alasan seperti disimpulkan diatas,

maka Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Maluku Tengah sekaligus Majelis Persidangan

yang mulia ini untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

1. Menerima seluruh materi dan alasan laporan Pelapor.

2. Mengabulkan seluruh permohonan Pelapor dalam

Petitum

3. Menyatakan Terlapor, PPK Kecamatan Salahutu telah

melakukan tindakan Pelanggaran Administratif.-------

Memerintahkan PPK  Kecamatan Salahutu,

panwascam Kecamatan Salahutu dan KPU Kabupaten

Maluku Tengah untuk melakukan perbaikan

administratif, mengubah dan atau memperbaiki hasil

perolehan cuara internal Partai Hanura sesuai

:F.

permohonan Pemohon.

lapor I (Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor II
ta, SE), Terlapor Il (Salim Maruapey, SH),
Terlapor IV (Magdalena, L) dan Terlapor V (Rifai Tasalisa)
yang dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panitia
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Salahutu yaitu :

2) Kesimpulan Ter
(Ali Basri Tuari

EKSEPSI
a. Bahwa Para Terlapor menolak secara tegas seluruh dalil
an Pelapor karena telah di dasarkan pada alasan-

lapor
yang tidak benar dan cenderung

alasan dan fakta hukum

————————————
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Manipulatif sert,

) a bertuju ;
merugikan g Juan semata-mata hanya untuk

ahwgy yu“ga:lzlt?_u lrf‘enya]ahkan Para Terlapor;------=-=--

menolak secary té‘:“ hendaauram.hingga Ffeu‘a.Terlapur

Pelapor dalarn dt,illsl seluruh dalil yf:mg dlur-alkan oleh

Pelapor telay, mela] laporannya, ialah dikarenakan

Secara  keselury aporkan PPK Kecamatan Salahutu

Administrarif/Pel e 'dugaan sk i

kemudian pely a"gzigarau ‘Per.mlu TSM, yang mana
yang dalan (IP(!J‘: tt?]dh menjadikan seluruh Anggota PPK
berbeda-beg alil laporanya, dengan kedudukan yang
i Il a (te]ah' Imenempatkan mereka/para terlapor
SEharu.;nt( udukan "T'erlapor, yang mana kemudian maka
dan Ut;llya Pelapor menguraikan secara Jelas, lengkap
‘ 1, bahwa Peran dan Kedudukan seperti apa yang
dilakukan oleh masing-masing Terlapor, baik Terlapor 1
(satu) hingga Terlapor VIII (delapan) dalam melakukan
Proses Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pelanggaran
Pemilu TSM seperti yang telah disampaikan oleh Pelapor
dalam dugaannya Perkara a quo, sehingga kami para
Terlapor pun juga bisa mengetahui dengan Jelas dugaan
pelanggaran yang ditujukan kepada kami para Terlapor;--
C. Bahwa Pelapor dalam laporannya dengan mengunakan
Bukti C1 dan DA1 telah mendalilkan yang pada intinya
terdapat selisih jumlah Perolehan Suara Caleg milik
Pelapor yang dalam hal ini Pelapor menduga Bahwa para
terlapor telah melakukan proses perubahan suara caleg
Sebagaimana dimaksud dengan mengurangi dan atau
menambahkan suara Caleg/Pelapor kepada caleg yang
lain, akan tetapi Pelapor juga tidak menjelaskan dan
menguraikan kapan, dan dimana proses perubahan suara
caleg sebagaimana dimaksud dilakukan oleh para
terlapor sebab setiap proses Rekapitulasi Per TPS
sebagaimana dimaksud dihadiri oleh seluruh saksi Partai
peserla pemilu dimana setiap Pembahasan TPS harus
disetujui oleh seluruh Saksi dan Panwascam Salahutu
baru akan disahkan oleh PPK Salahutu, hal ini akan
berjalan atas Tingkatan baik itu PPWP, DPRI, DPD, DPR
PROVINSI DPRD KAB/KOTA;
Bahwa setiap Keberatan yang diajukan pada saat Proses
Rekapitulasi Per TPS di Tingkat Kecamatan oleh setiap
Gaksi Partai Politik telah ditindaklanjuti oleh PPK atas
Persetujuan Panwascam Salahutu (Rekomendasi serta
FORM A laporan Pengawasan Panwascam Salahutu)
sehingga sangat tidak logis ketika Pleno Rekapitulasi
Perhitungan Perolehan Suara atas Setiap Desa dalam satu
kecamatan Pelapor baru mengajukan keberatan atas TPS-
TPS yang menurut pelapor sebagaimana telah didalilkan
dalam laporannya, yang menjadi sangat tidak beralasan
bahwa pelapor telah mengajukan keberatan sebagaimana

d.
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dimaks ) , T e
naksud pada akhir Pleno Rekapitnlasi di tingkat

kecamar; : .
natan, yang mana seharusnya berkaitan dengan

:;:i.lll:ill Perolehan dimaksud haruslah dipersoalkan oleh
APOr pada saat proses Rekapitulasi per TPS atau
sebelum proses Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan
""‘.’Ir“ﬂililllilll:l dimaksud agar mekanisme tersebut dapat
ditindaklanjuti dengan waktu yang tersisa untuk melihat
kembali atau minimal menunjukan proses pembuktian
atas - keberatan  tersebut, sehingga yang  menjadi
pertanyaan besar bagi kami para Terlapor, ialah apakah
kami yang telah melakukan pelanggaran Administratif
atau  pelapor yang telah  melakukan  Pelanggaran
administratif karena pelapor tidak pernah mengikuti
proses Rekapitulasi atas pPps liang dan PPS Tulehu
(Pelapor menghadiri Proses Rekapitulasi saat pembukaan
dan atas pps Liang sampai ke TPS 7 dan setelah ito
Pelapor menghilang) pelapor baru kemudian hadir pada
Saat akan dilaksanakanya Proses Pleno di tingkat
kecamatan atau saat akhir rekapitulasi yang berlangsung
pada TPS di PPS Tulehu dan Liang;- ==
e. Bahwa oleh karena hal sebagaimana dimaksud pada
angka 2 s/d 4 tersebut diatas, Laporan Pelapor yang telah
dengan nyata-nyata merupakan Laporan yang kabur,
tidak jelas dan selayaknya tidak dapat diterima oleh

Majelis Pemeriksa dalam mengadili dan memutus perkara

a quo, sebab hal tersebut menjadikan laporan a quo hanya

bersifat asumsi dari Pelapor yang telah nyata-nyata tidak

pernah menghadiri atau minimal tidak ada pada saat TPS-

TPS sebagaimana dimaksud direkap;

f. Bahwa Para Terlapor menolak Seluruh Dalil laporan yang
disampaikan oleh Pelapor karena laporan sebagaimana

di maksud dalam angka III, IV, V, VI dan VII dalam perkara

ini di Anggap Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) :

a) Bahwa ketidakjelasan dan atau kaburnya dalil
/Laporan Pelapor dapat dilihat pada poin/Angka III
dan 1V, dimana Pelapor Menguraikan Peristiwa dan
waktu Kejadian serta uraian Dugaan Pelanggaran
yang kemudian dijadikan dalam Perkara a quo, yang
mana pada waktu sebagaimana dimaksud dalam dalil
laporannya sama sekali tidak benar dan terkesan
sangat mengada-ada, sebab pada hari jumat tepatnya
tanggal 10 Mei 2019 tidak ada lagi Jadwal
Rekapitulasi Per-TPS dalam satu Wilayah Desa
sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor, namun
pada waktu dan tanggal dimaksud adalah jadwal atau
Proses Pleno Rekapitulasi Per-Desa dalam Satu
Kecamatan sehingga dengan demikian bahwa sangat
tidak logis Waktu Rekapitulasi yang telah
diumumkan oleh PPK kepada Peserta/Undangan
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Wiy Ketiyy, Jorlae
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lal tan Panwasearn
proses dugaan
A el tengan cara-cara
il i Pelapar esecssocesesses
W an atag kaburnya Lagoran

lorlibat jotas, dalam Laporanya
Hitpoy el 1o

Py
Pl
l L] iy
iy Viry 4
Citlay Milil, o
H'mm_i 14

| lith mengurang Suara
& LRI Hosmior rat Partal Hanura

el Pemiliban U /¥abupaten Kota)
ahban Guipa Caleg Nomor Urat 2 dan
m-h.‘lll.‘lhn‘.:: f'l l} 4EKds Laleg Nomor Urut 4
s ": . . b dalif Faporannya pada TPS 27, 24

PS 31, ser TPS 7,8, 10 dan 1y 15 Desa Liang,
I iy fay pobor

iy Metiiiy
Humm

. ""‘ﬂlmr , atan yang diajukan oleh

. Paainakhis Rebapitulasi  di - Tingkat
| ’ Kecamuny, dan - emudian  di tuangkan  dalam
*& - formulir na.y KPU (sebagaimana terdapat dalam
\.‘f. Eampiran Bukti mililk pe

B lapor) hanyalah ada pada
P8 22, 24 dan TPS 31 (tidak melibatkan TS 7,8, 10
han 15 pinddin Desa), sehingga hal ini menimbulkan
keticlal; konsistensing Pelapor dalam  memakaai
persoalan pelangparan atas TPS-TP

L E L T
¢} Bahwa ketidak:

5 sebagaimana

empurnaan laporan Pelapor yang
telah di jadikan pemeriksaan dalam perkara ini, di
sebablan  karena  dalil laporan  pelapor  yang
menguraikan — pokok sengketa  (Fundamentum
Petendi)  Saling bertentangan antara saty dengan
yang lainnya, bahkan sangat tidak relevan dengan
Pokok Tuntutan (Petitum), serta Para Pihak yang
dijadikan sebagai Terlapor, hal ini perlu disampaikan
siehab dalam dalil Taporanya bahwa Pelapor telah
melaporkan PPK dan Panwascam Salahutu dengan
Dugaan  Pelanggaran  Administratif — Pemilu/
Pelanggaran Pemilu TSM  dengan  menggunakan
Pendekatan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kuhupaten/l(ata,
PPK, dan  PPS  yang  karena kela"lalannya
mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara
rekapitulasi  hasil penghftun‘qr{n pf:m.'ehan’ suara
dan/atau sertifikat rekapitulusi ha.w'l Penghitungan
perolehan suara dipidana dengan p.'dana. ku;ungar’:
paling Jama 1 (satuf tahun dan denda paling banya

"

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)-------z-------

{PAGE \* MERGEFORMAT }
‘ = Aratil Pemilu
Putugan Dugaan Melanggaran Administ

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



Panal 541
Alggota KB K feavinst, Kt }.'u,'uqual.eu/h‘nm.
FEN dandaian PES vang haen Fesepgijannyd
tenigakibatkon hiling alan herubahiya heriti aeard
Pehapitidist hasil penghitungan peralehan  suari
ot sectifikar rekapitulisi hasil penghitungan
Pt suara, dipidana dengam plddana penjara
f""’“"I i 2 (ol e dan dendia painig hanyak Kp
" “"h\'\'."'. ‘:'"".”""’-““ (it pulah r'm{mr juta f’:f;:l’aflt}"- -----------
orkalt dengan Pasal H05 dan Pasal K51 Undang-
Uinilang Nomaor 7 Talw 2017, yang telal
sehagl Dasar hakoam oleh Peliipor dalam men
Perkava it sangatlah hertentangan dengan substansi
Plak yamg Tevlapor dalam hal ini Panwaseiam Salahutu/
torlapor VIVIL dan VI, yang mana kendian pasal-pasal
(ian

selvagaimana dinalsod tidak sediigpun dapit i jadil
mpidanakan

hal ini
apat

ydligunalan
puralkan

sehagai sebual sandaran hukam antale me
Panwascam  dalam melaksanakan Tugasnyi,
l‘l‘""h‘" dengan jelas hahwa pasal tersebut hanya d
digunakan  bagi  Penyelenppara/Anggota Kpt, Kpeu

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang
Pelanggaran

\
b coapabila terbukti dalam melakulkan
sebagaimana  dimaksud,  sehingga hal ini sangatlah

\
A hevtentangan dengan Tugas - dan Kewenangan

Panmwaseam; - o
h, Bahwa Pelapor dalam uralan dalil laporanya telah
melaporkan Para Terlapor dengan dugaan Pelanggaran
Administeatit Pemilu/Pelanggaran pemilu TSM, namun
dalam Pembuktiannya baik berupa dokumen serta Saksi
dibadirkan dalam Fakta Persidangan, Pelapor tidak
dapat menunjulan akan adanya sebuah Pelanggaran yang
bersifal Pelanggaran Administratif ~ Pemilu/
milu Terstruktur Sistematis dan Masif

ying

Pelanggaran e
yang dilakukan ole
telah diamanatkan dalam ketentuan Pe

Tahun 2018.
Pasal 25
Laporan duga
disertai  paling
ketentuan:
Untuk pemilihan anggola DPRD Kabupaten/Kota,
ran terjadi paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1
(satu) dacrah kabupaten/kota, atau paling sedikit
50%  (lima puluh persen)  dari jumlah
kelurahan/desa  dalam daerah pemilihan, atau
gabungan kelurahan/desa  dalam daerah
pemilihan; dan, /atau -

[ Pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana

diatur dalam hurt

I Parat Terlapor, sebagaimana apa yang
rbawaslu Nomor 8

an Pelanggaran Administratif Pemilu TSM
sedikit 2 (dua) alat bukti dengan

(38

pelangga

if a sampai dengan huruf ¢ yang

yran Administratil f'emilu {PAGE \* MERGEFORMAT }

B A —
Putusan Dugaan Pelanggi

Scanned by CamScaﬁner

Scanned by CamScanner



Secarq )
angsu

Perolehqy Il?us-irllg. mempengaruhi  hasil Pemilu dan
Dpp, P""-"""f](.m “(f““'” terbanyak calon anggota DPR,
atau calon g “alon, calon anggota DPRD Provinsi,

n 1
Pasal 27 anggota DPRD K(i’hupu[(,-n/}'(ma, ---------------

1) Mﬂjeﬁs peme
Pemily dqp
' herdasarkan
2) Alat bukei
berupq:

riksa memutus Pelanggaran Administratif
P e’f”?.‘}.flﬂr'un Administratif Pemilu TSM
{"””lg sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah.-
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Keterangan saksi;
Surat atau tulisan;
3 petunjuk;
A gokumen elektronik;
e
terangan Pelapor atau keterangan terlapor

dc i ]
E ilam sidang pemeriksaan; dan/atau
. Kketerangan ahli
Pasal 28

ﬁir ‘;Z ?lgk;r (Ilfetcmngan saksi sebagaimana dimaksud dalam
diberikon )Imht 2 ) huruf a merupakan keterangan yang
lan oleh seseorang yang melihat, mendengar secard

gsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau
peristiwa  Pelanggaran ~ Administratif ~ Pemilu dan
PEIanggaran Administra tU'Pem it TSM,-=-nnmnemmmmamnmmmon=mes
Pasal 29

1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. Dokumen hasil pengawasan Pengawds Pemilu;
dan/atau
b. Dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan
fakta
2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk salinan yang dibubuhi
materai secukupnya pada setiap dokumen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 30
Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (2) huruf ¢ merupakan perbuatan, kejadian atau
keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang
satu dengan yang Jain, maupun dengan pelanggaran itu

sendiri, menandakan ~ bahwa telah terjadi suatu
Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran
Administratif Pem ilu TSM.-===--

pasal 31

n elektronik sebagaimana dimaksud

Alat bukti dokume
dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan setiap

informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
e]ektmmugnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer
atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar,

ta, rancangan, foto atau sefenisnya, huruf; tanda, angka,

p(.’
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hireds \
e b, sl i Pt firast Vi itk Tl

U INTTE YT gt dipsdangind aloh ibanng Vi i
el

Wl wetng, Iedenisinne Veptangg PoitlTinn aine Y
fulnh At datai Uit Vindang N 7 T
2017 Sebapat sobmal st an P inedaiigt Dhndlanipgaiy Y
Benfabiaranya bl Al Pt lopada PHEIIAWARLL
Al ot gl ol Van imenyanglant aelsiaie
Tekonts Pomumgmitan Oan Poritimgan dan ata roses
Relapitatast itk i Vit Dowa oo o Tl
Kecamata, WKabnpaten, Provind baldian Tiglat Hastonl
Devada Pala pacda Poniyolonppara taloaie Talingan el
sebingg Jotiko MO s porkara o guo il
selinusnya Polapor — torlelih dahwl eniaham
mekanisme yang tlaly digmanatkan dalan PERATHIAR
KOMISE PEMILINAN (IMUIM sehinggg hal il laemndian
elah dongan wangat— folan monunjulan bahwi
Ueatan/Dalil Laporan yang diwratlan oleh Pelipin
sangatlahy tidale jolas Cacat Formil daliom hentuk Lidhinle
jelasdan kabue  (Obsewur libel ). Untale o, Patit

v Maonurut Hukum Eaporan Pelapor Haras i Tolul atin
"a setbeiketidatenya (f kenamphglonseeees P

o Bahwa Dengan demikian antara posita yang situ dengan

posite Tdonya maupun dengan Potitim - Laporan

Pelapor semakin tdal konsisten dan hertentangan dalil

satu dengan dalil Labnnya, Fakia tersobut mengakibatkan

Petitum Laporan Polapor menjadl Kahure dan tidalc jelas

(obscur libel), Nal torsebut Ganpak daliom Putusin

Mahlcimah Agung RENo.o7/K/8ip/ 1975 tangpal 13 Mei

1975 yang menegaskan sebagal bevikat : “Bahwa karena

petitum  tidak  sesual  dengan  dalil-dalil - gugatan

(posita), maka permohonan  kasast diterima  dan

putusan Pengadilan Tinggl dan Pengadilan Negeri

dibatatkan” dan telah dipertegis dalivm Patusin

Mahlkamah Agung RE Noo 28/K/5ip/1973 inppal 15

November 1975 sebagal bovikat : “karena rechtsfeiten

diajukan bertentangan dengan Petitum gugatan harus

AdHONAK" =nessnmsmeammusananunssnamnaainanssnsmiasmnssamamnanasasnennnnn
k. Berdasarkan selurah Uralan dalam Kesimpulan ind "Ter
Lapor mohon  perkenan Majells Pemeriksa yang

memertksa dan mengadili Perkava in menerving Eksepsi
Terlapor, dan selanjutnya - Patat . menurat Hukoam
menyatakan Laporan Pelapor havas di Tolak (Ontzegd)
atan setidak-tidaknya di nyatakan tidak dapat di Terima
(Niet Onvankelifk Verklaard),ssssececeenssamnenncenssnansans

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah db sampaikan dalam
Eksepsi diatas, merupalan baglan yang menjadi sata dan

tak terpisahkan dengan selurah dalll yany di sampalkan
o —

& , : ‘
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T L O T S N L
y dashi)

Wahwit Para Tedapor menolak secars Tegas Selurul
faporin Pelapor karena telah i dasinkan protedaa Al
Alasian dan Fakta Hulam ying tidal Benar dan Cenderung
Mandpulatit' sert bertujuan semata-mata hanya untuk
sematismata untule mengelabul Majelis Hakim dalam
memertlea dan mengadili Perkara ind merugikan dan atals

menyalahkan Para T OO 2meeemmerenemsmernreser= =22

v = i t wnnard eSO (H|
Ao Bahwa setelah membaca dan mencermati secard seksan

Pokok Laporan Pelapor, yang pada intinya, antard lain :

1) Bahwa  Pelapor  mempersoalkan Pelaksanaian
Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan guara
di Tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Terlapor 1
(satu)  s/d terlapor 5 (lima) dengan ngulldﬂ
perhitungan suara dari degsa liang dan desa Tulehu
yang mana dalam dalil-nya Pelapor mempersoalkan
waktu pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dengan Sist.e.m.
Pararel atas dua desa sebagaimana dimaksud, hal lnl‘
pula sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Saksi
Ke 111 (Tiga) yang diajukan oleh Pelapor yang Imana
kemudian telah mempersoalkan Sistem Perekapan
dengan mengunakan Paralel ----=----=--==s====7227777
Bahwa  Para  Terlapor  perlu untuk
mengklarifikasi  hal  sebagaimana dimaksud
sehelumnya ialah bahwa Sistem paralel schagaimana
di Persoalkan oleh Pelapor merupakan mekanisme
yang digunakan oleh PPK Kecamatan Salahutu yang
didasarkan atas apa yang telah dimanatkan dalam
PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pasal 10 ayat 2 ( Dua)
Poin E.
Dalam hal Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
suara dilakukan secara Paralel, peserta Pemilu dapat
menghadirkan saksi paling banyak 2 (dua) orang
untuk  setiup  kelompok  yuny  berlugus  secuaru
bergantian. --

2) Bahwa Pelapor Mempersoalkan Waktu Pelaksanaan
Rekapitulasi yang suda begitu larut namun tetap
dipaksakan oleh kami Terlapor, yang mana kemudian
pelapor Beralibi bahwa dengan adanya situasi
sebagaimana dimaksud akhirnya malah membuat
Masyarakat terlibat dalam menjalankan tugas-tugas
PPK dan Panwascam sebagai Penyelenggara dan
sebagai Pengawasan di tingkat Kecamatan yang
seharusnya lebih bertanggung jawab untuk tetap
melaksanakan tugas dimaksud.
Bahwa  Para  Terlapor  perlu untuk
mengklarifikasi persoalan sebagaimana dimaksud
sebelumnya oleh pelapor sangat tidak beralasan dan
terkesan mengada ada sebab tidak mungkin dan tidak

|‘|,.n . e :
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logis o '
BI% sehy), Forum e

Bty
Hl'lhtpillll.l.‘

Kapitlisd baile Reapitatis T4
Wiliyaly

§ W Perolelig
saty wiliyaly

rhopn,

dalam
desia/lolorahan— manpun

AL b setiap Dena dalai
I<m';uu.n.m
o Lkl
l(vr;unulun
dikeloly ole

pelapor

mevapalain  Forum
Munpkin 'PK - din Panwanscam
membiarkan forum tersebit
h Manyarakag sebioggea antale dta dalil

sebagaimana dhmalken :
" HITTHTTY Alesudoleh pelapor
R UL EI TR PR beralasin,eseeee...

3) Bahwy Terkai denpan o

:;-IS{;‘;'-' n}wnm-llui selisih Perolehan suara Caleg, pada
04l 24 dan 1y g desiv Tulehu sert 1S 7, 115
8 tps 10 LHITI N T
If‘t-mlullllcam bahwi PPK dan Panwaseam Kecamatan
Salahutu e merubale ataa memindahlam dan
menparangi Suarn caleg Milike Pelapor pada Nomor
wrat T Partal Hanurn (Partal 13 Pada Pemiliban
Umum Kabupaten/Kota ) erta memindahlan Suara
Caleg Nomor Urut 3 dan Nomor Urat 2 Kepada Caleg
Nomor Urat 4 sebagaimana dalam dalil laporanyis
LR P L T TTIY R R——
Bahwa 1al yang siama juga telah dijelaskan oleh para
saksi Pelapor dengan menunjukan bukti Foto DAA1
PN e

:
Salahuty

Al Taporan Pelapor perkiar
I

Desac Liang. Dimana Pelapor

1)

Bahwa Para Terlapor perlu  mengklarifilasi
persoalan sebagaimana dimaksud sebagai Berikut:

a)  Bahwa Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK
Kecamatan  Salabutu Selama Proses  Rekapitulasi
berlangsung dilakukan berdasarkan apa yang telah
diamanatkan dalam PKPU nomor 4 tahun 2019 Pasal
18 ayat 1 (satu) maupun ayat 2 (dua), dihadapan
semua Saksi dan Panwascam Kecamatan Salahutu
yang mana semua saksi partai peserta Pemilu juga
memiliki data Rekapan Per=TPS alas setiap Desa,
sehingga sangat tidak logis bahwa PPK  serta
panwascam Kecamatan Salahutu telah melakukan
kejahatan administratif sebagaimana telah didalilkan
oleh oleh Pelapor.sesessessansemmscnsacmnsomessonsseontonnnnse

b) Bahwa yang dimaksud penyesuaian data oleh PPK
Kecamatan Salahutu dengan Panwascam Kecamatan
Salahutu yang di latar belakangi oleh sistem Paralel,
sehingga setiap data Perolehan Suara yang ada pada
setiap Ruangan Paralel harus di gabungkan oleh
setiap Operator sehingga  data  dimaksud  akan
terhimpun dalam satu kesatuan perdesa yang mana
kemudian untuk memantapkan data tersebut PPK
Kecamatan Salahutu meminta Panwascam
Kecamatan Salahutu untuk menyesuaikan data yang
dimiliki oleh PPK dan Panwascam Salahutu dengan

S —

. . { PAGL \* MLRGLFORMAT )
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Mengunakan Formul

Penyalinan ¢
akan i

i DAAT Plano sebagai sandaran

i i

ll\ln Perolehan Suara yang nantinya akan

dUdK p ' .
4 pada forum  Pleno rekapitulasi

Perole
1N suara pada seti
¢ ada setiap desa dalam s: e
I a dalam satu wilayah
kecamatan oo 4 y

) Bahwa mekani
Wa mekanisme Pemb

i acaan hasil perolehan suara
Pada Rekapitulasi se

S tiap Desa dalam satu Wilayah
dmatan oleh PPK Kecamatan Salahutu Kemudian
yang mana Kemudian pPpK menanyakan Langsung
persetujuan saksi dan apabila terdapat selisih suara
perolehan yang dimiliki oleh saksi dengan data yang
telah dibacakan atau terdapat dalam formulir DA
Plano maka akan di tindak lanjuti oleh PPK dengan
membetulkan  jumlah  selisih dimaksud, namun
sampai selesai pembacaan perolehan suara dimaksud
tidak ada sedkitpun keberatan dari para saksi
maupun Pelapor sekalipun sehingga sangat tidak
logis ketika hampir selesai proses Rekapitulasi
pelapor kemudian mengajukan keberatan atas TPS
22,24 dan TPS 31 pada desa Tulehu.
d) Bahwa bukti DAA1 Plano yang dikemukakan oleh
Pelapor maupun Para Saksi Pelapor sangat tidak
beralasan hukum sebab foto bukti Plano yang
dituntukan oleh para saksi tidak ada satupun yang
dapat menunjukan substansi dari kebenaran foto
DAA1 plano sebagaimana dimaksud, sebab selama
proses Rekapitulasi atas setiap TPS selalu didahului
dengan dibacakan perolehan suara pada Formulir C1
Holongram yang mana kemudian perolehan
sebagaimana terdapat dalam C1 Hologram akan
diisi/disalin pada formulir DAA1 Plano namun
apabila saat pembacaan terjadi selisih dan
mekanisme perbaikan dilakukan maka dengan
sendirinya jumlah perolahan suara baik ilu pada
setiap partai maupun setiap suara caleg akan
mengalami perubahan ( Sebagai data Pembanding
terdapat pada Bukti T.8 Milik terlapor).-----====seucu-o-
Bahwa Proses Pengesahan per TPS dilakukan atas
setiap TPS yang ketika telah selesai di bahas namun
para saksi tidak dijinkan oleh PPK untuk mengambil
atau membubuhkan tanda tanganya sampai
s ps dalam satu wilayah desa telah selesai
dibahas baru para saksi diijinkan untuk mengambil
dan membubuhkan tanda tanganya pada
= DAA1 sebagaimana dimaksud, hal ini
F?mklijl;;n untuk mengikhtiarkan apabila ada para
dila : idak dapat/sempat hadir pada saat proses
saks! yangtll bagaimana dimaksud berlangsung
rekapitalast S kepada PPK atas jumlah
mengajukan keberatan €p 9 J

semud T

_—

u pemilu
Wsan Dugaan l"e.langgar'ﬂﬂ Administrauﬂ’eml

R

anl
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ier'('le}'“" yang terdapat pada Fomulir DAA1 Plano.
"Tlnya bahwa PPK Kecamatan Salahutu memberikan
'“'d“.g demokrasi yang sebesar-besarnya bagi seliap
SakSll Partai politik untuk menjaga suara yang
menjadi hak setiap caleg dan Partai, namun sampai
S‘eleszli Pembahasan rekapitulasi Per-TPS atas desa
liang dan desa Tulehu tidak ada sedikitpun keberatan
df“'i Pelapor, bahwa apabila keberatan sebagaimana
dimaksud diajukan pada saat proses rekapan itu
berjalan maka PPK Kecamatan salahutu akan
menindak lanjutinya dengan pendekatan bukti yang
ada.
f) Bahwa proses Rekapitulasi yang dilakukan atas
setiap TPS di desa liang bukan saja terpusat pada TPS
7,8, 10 dan TPS 15 namun pembedahan surat suara
juga terjadi pada TPS 27, 28, 32, 33 Desa liang,
sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kami para
Terlapor ialah kenapa pelapor tidak memasukan TPS-
TPS dimaksud Dalam dalil laporanya hal ini
dikarenakan bahwa setiap pembedahan atas TPS
yang ada di desa liang maka hasil yang didapatkan
akan memiliki jumlah perolahan yang tidak sama
dengan jumlah dan Perolehan Suara yang terdapat
dalam C1 Hologram.
Bahwa terkait dengan perpindahan perolehan suara
setalah dibedahnya setiap kotak suara yang dianggap
bermasalah oleh setiap Para Saksi dan Panwascam
Kecamatan Salahutu sangatlah berbeda jauh dengan
apa yang terdapat dalam C1 hologram milik PPS
(terdapat pada Bukti T.8).
h) Bahwa pembacaan surat suara yang dilakukan oleh
para terlapor dilakukan dihadapan seluruh para saksi
serta dibantu oleh PPS sehingga apa yang didalilkan
oleh pelapor dengan menuduh bahwa Para Terlapor
telah menggelembungkan suara atau telah
memindahkan suara milik Pelapor ke partai dan
Caleg yang lain melalui pembacaan ulang surat suara,
Adalah dalil yang terkesan terlalu mengada-ada.-------
Bahwa terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh
seluruh atau Para saksi Pelapor Terkait dengan waktu
saat rekapitulasi untuk PPS liang ialah bahwa proses
rekapitulasi dilakukan pada hari minggu tanggal 21 april
2019 sampai hari senin tanggal 22 april 2019 dan
terdapat masalah pada TPS 2, 7, dan 8 yang dimana
terdapat selisih antara perolehaan suara dengan data
pengguna hak pilih dan di peqding untuk menghadirkan
KPPS untuk mempertanggung jawabkan hasil kerjanya di

TPS tempatnya bertugas, dan mengenai persoalan
g efektifnya sistem Pararel saat proses Rekapitulasi

8)

tentan
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it ey
“Fial
p. Jalan Mk feor
Al “4mi para T

SCam Salal erlapor Vi s/d terlapor VI

cleki W meno-

5 uf Karep, dit “NgAnggap bahwa hal itu sangat

CCamatay alahut:‘él Seliud komisioner  panwas

Parare) Untyk meng untulk masing-masing ruangan
: awasi r ¢

desa yan, Seme Rawasi rekapitulasi di masing-masing

rek Hentara di plenokan. juga  masalah

Apitulasi |

! : nty "ne

tangpal 27 april 50'1!",5‘ 7 saat rekapitulasi hari senin
selisih antarg ) masalah yang ditemukan adalah

lenvebar-
peng Penyebaran  perolehan suara dengan

Buna syr:
SUNA surat syarg dan dil

dengan ¢ akukan pembacaan sesuai
ngan (1 O an pembacaan sesual

Pemilihan ppp.g danp:::-j: 'hadr'i 'i.lu .han)'!é s;.'lmp.;li pudg
melakukan koordinasi de TI At panwascm S

maluky tengah unty l‘-fl e bendnvae S

diinstruksikan o ||, Ll!‘nasa]fih yang ada pada TPS 7 dan

vl m"mrwn'm:j dipending dan mi.ntakaﬁ KPPS TPS 7

it T‘-‘rl-'l]lm" v'[ (-J.“l”".gylw.whkan hasil kerjanya setelah

PO sy "’/d ‘lf-'!‘lilp.ur VIl Panwascam Salahutu

L ad “’ 7 (.11 pending dan hadirkan KPPS TPS 7

1k mengklarifikasi hasil kerjanya yang ada pada TPS 7

setelah itu lanjut ke TPS 8 dan ditemukan masalah yang

sama dan dilakukan hal juga yang sama yaitu di pending

N dan hadirkan KPPS TPS 8 untuk mengklarifikasi hasil
f ] lfﬁrianya. Dan pada hari selasa tanggal 23 april 2019 PPS
a liang tidak hadir dengan KPPS TPS 2, 7 dan 8 dengan
" alasan bahwa scbagian besar KPPS dan juga PPS sendiri
adalah guru yang sedang mengawasi ujian nasional, maka

dilanjutkan dengan PPS Tengah-Tengah, PPS Tial Pr5

Suli, dan PPS Waai . setelah selesai barulah dilanjutkan

dengan PPS Tulehu dan PPS Liang , dan kami Panwaslu

Kecamatan Salahutu meminta agar TPS 2, 7 dan 8 agar

hadirkan KPPS untuk mengklarifikasi hasil kerjanya

tetapi KPPS tidak hadir maka direkomendasikan oleh

panwaslu Kecamatan Salahutu untuk perhitungan ulang

untuk 3 TPS tersebut yang hinmastlaliceess—=Ssarm

5. Bahwa segala sesuatu/sebagian yang berlangsung saat
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud berjalan terlampir

dalam dokumentasi Foto dan Video dalam kesimpulan ini

dan merupakan satu kesatuan dengan uraian kesimpulan

ini, hal ini terlapor sampaikan untuk mengklarifikasi

maksud laporan yang diajukan oleh Pelapor yang mana

pelapor telah mencurlgal'para te.rlapor saat mengawal

ses rekapitulasi sebagaimana dimaksud belj]-angsung.-

pro palil laporan Pelapor yang belum dijawab dan

4 BahV\;m:ggapi‘ tetap ditolak kecuali hal-hal yang secara

;::Z:S Idinyamkan diakui dan atau dibenarkan oleh

7 ;Z:Z]:Sc;:kﬂ" seluruh uraian-uraian kesimpulan Terlapor,

dalil dalil Laporan pelapor, mohon perkenan Majelis
atas g

meriksa dan mengadili perkara ini berkenan
me i

.............................

yang
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Menolg) se

Mmemili1.. 1 ;
milikj endg a;”ihl'lapuran Pelapor A

l’]“luﬁun a t—lul . ‘l. l k,
Yanp ¢ . ain, au majelis hakim
3) Kes;j head”‘ud“”h o €quo et bono, mohon
Sim e
oh Pulap T‘frlapo
Orella) dan FVI (Lujg So

kedudukan ®rlapor VI (S B Terlapor viI (Mohtar
PEmilihan U::]@ ]agai Ketua da~nll1eman Tuarita) yang dalam
EKSEpg; um Kecamatan gﬂ'ﬁnggota Panitia Pengawas
a. B Pdldahutu yajry ;

a Tegas Seluruh dalil
asarkan pada Alasan-
Benar dun Cenderung
an semata-mata hanya untuk

. n_]enyalahkan PE]I'.'] Ter]apor. ___________
adi Pendas

serty :t:;ﬂy ang lidak
, Ju
b. ta
) aran hingga Para Terlapor
Pehpor dal: Seluruh Daj] yang diuraikan oleh
Pelapor Telah Mg laporannya, jalah dikarenakan
Salahuty secar; aporkan  Panwascam Kecamatan
Pelanggaray, Mg 'KeSLTluruhan dengan  dugaan
Yang mana Kemudia:litrlduflp.e,]anggaran Fenilu- TS,
Anggota Panwase élapor Telah menjadikan Seluruh
laporanya, s ke?]md Salahutu yang dalam dalil
menempatkan merek udukan yang berbeda-beda (Telah
Terlapor VI hinge a/}')ara terlapor dengan kedudulfan
maka seharusp g°a;erldpor VIII), yang mana kemudian
lengk ya Pelapor Menguraikan secara Jelas,
gkap dan Utuh, bahwa Peran dan Kedudukan seperti
apa yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor, baik
Te,i]a]fo]](. VI (enam) hingga terlapor VIII (delapan) dalam
melakukan Proses Pelanggaran Administrasi
Pemilu/Pelanggaran Pemilu TSM seperti yang telah
disampaikan oleh Pelapor dalam dugaannya Perkara a
quo, sehingga kami para Terlapor pun juga bisa
mengetahui dengan Jelas dugaan pelanggaran yang
ditujukan kepada kami para Terlapor.
c. Bahwa Pelapor dalam laporannya dengan mengunakan
Bukti Formulir Model C1-Sertifikat KPU dan Formulir
Model DA1-KPU telah mendalilkan yang pada intinya
terdapat selisih jumlah Perolehan Suara Caleg milik
Pelapor akan tetapi pada proses Rekapitulasi Per TPS
sebagaimana dimaksud dihadiri oleh seluruh saksi Partai
dimana setiap Pembahasan per kotak
harus disetujui oleh seluruh Saksi dan
kami panwascam salahutu dan setelah itu disahkan , hal
ini dilakukan per-ruangan pararel yang a‘?a dalam
itulasi perolehan suara., hal ini akan berjalan atas
e  itu PPWP, DPR, DPD, DPRD
semua Tingkatan baik itU '

PROVINSI dan DPRD KAB/KOTA.". da saat Proses

d. Bahwa setiap Keberatan yang diajukan pada sa

e
P pm———— e {PAGE \* MERGEFORMAT }
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Rukupilnlusl Perp

S dalam Sitlu

T W“£ v T L \H at
Setiap iyah desa di Tingka

amj I"““::iltl:ii”pm..“n Politik n?;llupun
CSalahuy, ( l“;k" hnll.lhllllf telah l!lllllllilk
ENgawagay i “flluml‘nsn serta H)RMI’\
menpajukan ‘IT:.T".‘.. p—— ,I.mlfwjl

A akhir Ployg R(Ik.ll-.u,ufnl\n .h(!hd'[;«lll.lhtllljl
_ *Kapitulasi perolehan suara

' - lm”;l;:l;;u.m’; lmr]ungsung pada (;mgg;ll. 1.()
erolehan g; aksud Ll . '.‘””-““Yil berkaitan dengan selisih
Pada saq Proses AR¢| ; h!“m]"_h dipersoalkan oleh Pelapor
desa yang l,(.rl.m,(.dp”"]"“' per TPS dalam satu wilayah
Sampai (Iunu:n.] lt) Il\‘/lh“-n.g pada tanggal 19 April 2019
Rek:lllilulu-‘ii di Ti ,L‘,l 2019 atau sebelum proses Pleno
hanya lllcngi]ml-m.l’kdl Il(ucznn;n:m, oleh karena terlapor
Sampai TpS 7 clhlc"("l’ltuln'si di PPS desa liang hanya
barulah lmnmdi-llnn ls-“h-!l."h AR Sl G r.mn EGIET
rapat pleno ); “h"’lll pada saat akan tha‘ksa?nk(’fn
kecamatan...... | m‘_‘.‘t“l’dn perolehan suara di tingkat

€. Bahwa oleh g

arena hal sebagaimana dimaksud pada
angka 2 s/d 4 tersebut diatas, Laporan Pelapor yang telah
d'engan nyata-nyata merupakan Laporan yang kabur,
tidak jelas dan selayaknya tidak dapat diterima oleh
Majelis pemeriksa dalam mengadili dan memutus perkara
@ quo, sehab hal tersebut menjadikan laporan a quo hanya
bersifat asumsi dari Pelapor yang telah nyata-nyata tidak
pernah menghadiri atau minimal tidak ada pada saat TPS-
TPS sebagaimana dimaksud direkap.
f. Bahwa Para Terlapor menolak Seluruh Dalil laporan yang
disampaikan oleh Pelapor karena laporan sebagaimana
di maksud dalam angka III, 1V, V, VI dan VII dalam perkara
ini di Anggap Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel}.------
g. Bahwa Ketidak Jelasan dan atau kaburnya dalil /Laporan
Pelapor dapat dilibat pada poin/Angka Il dan IV, dimana
Pelapor Menguraikan Peristiwa dan waktu Kejadian serta
uraian Dugaan Pelanggaran yang kemudian dijadikan
dalam Perkara a quo, yang mana Pada Waktu
sebagaimana dimaksud dalam dalil laporannyaya sama
sekali tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada,
sebab pada hari jumat tepatnya tanggal 10 Mei 2019
tidak ada lagi Jadwal Rekapitulasi Per-TPS dalam satu
Wilayah Desa sebagaimana yang didalilkan oleh P(.e]apor,
namun pada waktu dan tanggal dimaksud adalah jadwal
atau Proses Pleno Rekapitulasi Pfar.-Desa dalam Satu
Kecamatan sehingga dengan demikian bah\.va sangat
tidak logis Waktu Rekapitulasi yang telah .dlum.umkz!n
oleh PPK kepada Peserta/undangan Rekapitulasi (baik

i Pemilu) bahwa pada
m maupun Saksi Peserta ‘
i ya Tanggal 10 Mei 2019,Pukul 21.30.Wit
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10 Rekapitulasi Di tingkat
ak logis bahwa kami
kan proses dugaan
dengan cara-cara

akan diadakanya Rapat Pler
sehingga sangat tid
alahutu Telah melaku
Administratif Pemilu

seperti apa yang didalilkan oleh Pelapor.
h. Bahwa Ketidak Jelasan dan atau kaburnya Laporan
rlihat jelas dalam Laporanya bahwa
lah mengurangi Suara caleg Milik
pelapor pada Nomor urut 1 Partai Hanura (Partai 13
pada  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota) dan
Memindahkan Suara Caleg Nomor Urut 3 dan Nomor Urut
2 Kepada Caleg Nomor Urut 4 sebagaimana dalam dalil
laporanya pada TPS 22, 24 dan TPS 31, serta TPS 7,8,10
dan TPS 15 desa liang, namun disisi yang lain Keberatan
yang diajukan oleh Pelapor pada akhir Rekapitulasi di
Tingkat Kecamatan dan kemudian di tuangkan dalam
formulir DA-2 KPU (sebagaimana terdapat dalam
lampiran Bukti milik Pelapor) hanyalah ada pada TPS
22, 24 dan TPS 31 (tidak melibatkan TPS 7, 8, 10 dan 15
Pada Desa liang ), Sehingga hal ini menimbulkan Ketidak
Konsistensinya Pelapor dalam Memaknai Persoalan

s TPS-TPS sebagaimana dimaksud.
uara yang

Kecamatan,
Panwascam S
Pelanggaran

Pelapor tersebut te
para Terlapor diduga te

Pelanggaran ata
i. Bahwa pada proses rekapitulasi perolehan s
terjadi pada desa tulehu sebagaimana yang didalilkan

olch pelapor pada TPS 22, 24, dan 31 sudah melewati

mekanisme dan telah disahkan per-jenis pemilihan
(kotak) per- TPS didalam satu desa, dan tidak ada
keberatan dari saksi partai politik yang hadir dalam
rekapitulasi terkhusus saksi Partai Hanura (tidak pernah
hadir dalam proses rekapitulasi).
j. Bahwa pada proses rekapitulasi perolehan suara yang
terjadi pada Desa Liang sebagaimana yang didalilkan oleh
pelapor pada TPS 07, 08, 10 dan 15 yang menurut
pelapor lerjadi pengurangan suara pada internal partai
hanura , akan tetapi dalam proses rekapitulasi desa liang
berdasarkan hasil pengawasan kami panwascam salahutu
bukan hanya TPS 07, 08, 10, dan 15 hampir semua TPS
vang ada di desa liang bermasalah terkait perolehan
suara dengan data pengguna hak pilih sehingga di
rekomendasikan untuk perhitungan ulang, dan perolehan
yang bergeser bukan hanya ada pada partai hanura saja
akan tetapi juga terjadi pada beberapa partai politik yang
lain.
k. Fahwa ketidak sempurnaan laporan Pelapor yang telah di
jadikan pemeriksaan dalam perkara ini, di sebabkan
karena dalil laporan pelapor yang menguraikan Pokok
sengketa (Fundamentum Petendi) Saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat tidak
relevan dengan Pokok Tuntutan (Petitum), serta Para
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Pihak yang dijadikan sebagai Terlapor, hal ini perlu
alam dalil laporanya bahwa Pelapor

telall melaporkan kami Panwascam Salahutu  dengan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran

Pemilu TSM dengan menggunakan Pendekatan Pasal 505
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

disampaikan sebab d

Umum :

“Anggota KPU, KPU Provinsi,
dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang
berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan/atau  sertifikat
rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta

KPU Kabupaten/Kota, PPK,

atau  berubahnya

rupiah)”.
Pasal 551
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,

dan/atau  PPS  yang  karena kesengajaannya
mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara
rekapitulasi  hasil penghitungan perolehan  suara
dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp
24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).-------=-==----
I. Bahwa terkait dengan Pasal 505 dan Pasal 551 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah digunakan
sebagai Dasar hukum oleh Pelapor dalam menguraikan
perkara ini sangatlah bertentangan dengan substansi
Pihak yang Terlapor dalam hal ini Panwascam
Salahutu/Terlapor VI, VII dan VIII, yang kemudian pasal-
pasal sebagaimana dimaksud tidak sedikitpun dapat di
jadikan sebagai sebuah sandaran hukum untuk
Mempidanakan Panwascam salahutu dalam
melaksanakan Tugasnya, hal ini terlibat dengan jelas
bahwa pasal tersebut hanya dapat digunakan bagi
Penyelenggara/Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang apabila
terbukti dalam melakukan Pelanggaran sebagaimana
dimaksud.
m. Bahwa Pelapor dalam uraian Dalil laporanya telah
melaporkan Para terlapor dengan dugaan Pelanggaran
Adminitratif Pemilu/Pelanggaran Pemilu TSM, namun
dalam Pembuktiannya baik berupa Dokumen serta Saksi
yang dihadirkan dalam Fakta Persidangan Pelapor tidak
dapat menunjukan akan adanya sebuah Pelanggaran yang
bersifat  Pelanggaran ~ Administratif ~ Pemilu/
Pelanggaran Pemilu Terstruktur Sistematis dan Masif
z’ :l:ﬁ (cli'll:r:l;';?:k(::al:]:i: ]t((;rrlapor, sebagaimana apa yang
é a entuan Perbawaslu Nomor 8
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tahun 2018.

Pasal 25

Laporan dugaan Pelanggaran Administratil Pemilu TSM
disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan
ketentuan:

g. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota,
pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1
(satu) daerah kabupaten/kota, atau paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari jumlah
kelurahan/desa dalam daerah pemilihan, atau
gabungan  kelurahan/desa  dalam  daerah
pemilihan; dan/atau

h.  Pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana
diatur dalam huruf a sampai dengan huruf ¢ yang
secara langsung mempengaruhi  hasil Pemilu  dan
perolehan hasil suara terbanyak calon anggota DPR,
DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi,
atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 27

3) Majelis pemeriksa memutus Pelanggaran
Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat
bukti yang sah.

4) Alat bukti scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

g. Keterangan saksi;

h. suratatau tulisan;

i. petunjuk;

j. dokumen elektronik;

k. keterangan Pelapor atau keterangan terlapor
dalam sidang pemeriksaan; dan/atau

. keterangan ahli.

Pasal 28

Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan keterangan

yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar
secara langsung dan/atau mengalami terjadinya
perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administratif

Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Pasal 29

3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu;
dan/atau

b. Dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan
fakta.

4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk salinan yang dibubuhi
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materai secukupnya pada  setiap dokumen  sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasai 30

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 avat (2) huruf ¢ merupakan perbuatan, kejodian atau
keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang
sutu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu
sendiri. menandakan  bahwa  telah terjadi  suatu
Pelanggaran  Administratif Pemilu atau  Pelanggaran
Administratif Pemilu TSM.

Pasal 31

Alat bukti dokumen elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupukan setiap
informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam hentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer
atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suard, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yany mampu

memahaminya.
n. Bahwa selain mekanisme Tentang Pemilihan umum yang

telah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun
2017 Sebagai sebuah aturan Perundang Undangan yang
penjabaranya bukan saja mengacu kepada PERBAWASLU
akan tetapi segala hal yang menyangkut mekanisme
Teknis Pemungutan Dan Perhitungan dan atau Proses
Rekapitulasi baik di Tingkat Desa maupun di Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Tingkat Nasional
berada Pula pada Penyelenggara teknis Tahapan Pemilu
sehingga ketika mengacu atas perkara a Quo maka
seharusnya  Pelapor terlebih dahulu  memahami
mekanisme yang telah diamanatkan dalam PERATURAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Sehingga hal ini kemudian
sangat jelas menunjukan  bahwa

telah  dengan
Uraian/Dalil Laporan yang diuraikan oleh Pelapor
sangatlah tidak jelas Cacat Formil dalam bentuk tidak
jelas dan kabur (Obscuur libel ). Untuk itu, Patut
Menurut Hukum laporan Pelapor Harus di Tolak atau
setidak-tidaknya di kesampingkan.
Bahwa Dengan demikian antara posita yang satu dengan
posita lainnya maupun dengan Petitum Laporan
Pelapor semakin tidak konsisten dan bertentangan dalil
satu dengan dalil lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan
Petitum Laporan Pelapor menjadi kabur dan tidak jelas
(obscur libel). Hal tersebut tampak dalam Putusan
Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei
1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena

0.
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petitum  tidah  &eaiin thossigeins  tlishif phashif fifpgreteipe
(posita),  miha pevmiohitigsy  bisarivi Mberimmes  diis

putusun Pengodilionn: Tingagi ity Feouyoililns Moot

dibatallon”  dan telali  liprosetespiny  chaboiis  ¥iperen

Mabkamah Apging 10 i IRIK S/ 17y tahigal 15

Novembier 1975 wliigai berikie — “kor o H-(!!H;IIJ-HFH

diafubkan bertentoangun tengon Petitin tioiggintun ‘lmm-r
ditolak”,.. .

P Herdasarkan

selaraly Vemian Aabar Kacivegrdian

mehon perkennn Majelio Femerivos i
metmeribsa dan tongadill Perbara ing foner i Fhangin

Torlapor,  dan  wobatjutnya Pt

thiy

"
Fotlapin

trischingr et blvabeegter
menyatalom Laporan Pelapor hars 00 Tk (Onfsegi)

At setidaletidaknya (h nyataban tdabk dagat diterimas
(Niet Onvankelijl Verkduurd),

9. Pertimbangan Majelis Pemeorikan
e Tkt Faletn Yang Torunghap Dalam Sidang Pemeriksan

a) Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000, Pelaptr atas sains
Sulaiman Opier,  SH, telab menyampaiban Lapeotan
kepada tdan Pengawas Pemilibian Ui Kabmgpaten
Maluban Tengah dian telah diregister pada tanggal 15 M)
2009, terkait dengan Dugaan Pelanggaran Adiminiateatif
Pemiliban Umame dalam Penyelenggaraat Perailibian
Umum Anpgota DR, DIfD, DFRO Provinst Dan D
Kabupaten/Kota serta Pemiliban Umn Presiden Dan
Wakil Presiden, yang diduga dilakakan oleh Panitia
Pemilihan - Kecamatan  (PPK) Salahuta dan Panitis
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Salahot, -

b) Bahwa sebagaimana dalil Pelapor dalam Laporan Diggnm
pelanggaran Administratil. Pemilihan Umain,  Pelapor
(Sulaiman  Opier,  SH)  mendalilkan baliwa  pada
Rekapitulast Hastl Perolehan Swara Pemiliban Umasn
untuk Desa Tulehu, ternyata terdapat perhedaan angha
yang  terdapat  pada Formulir - Model  C1-DPRD
Kabupaten/Kota yang dipegang oleh Sakei Partai Hanoara
dengan hasil rekapitalasi pada Formulie Madel DAAT-
DPRD Kabupaten/Kota yaita pada TPS 022, TP5 024, dan
TPS 031, dan perbedaan tersebut terjadi pada Perolehian
Suara Internal Partai Hanura yang divincikan sebagal
berikut ¢
1. TIPS 22 Desa Tulehu

pada ‘TPS 022 Desa Tulehu terjadi Perpindihin
Suara yang dilakulkan ditinglat PPK, dimiana sesiil
Form Model CL-DPRD Kab/Kota, Caleg, Nomor Hrut
3 memiliki 1 Suara, sedanglan Caleg, Nomor Urat 4
memiliki & Suara, dan terjadi perubahan pada Form
Model DAAL-DIRD Kah/Kota yaltu Caleg Nomor

vyt A ——aard
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Urut 3 Memiliki 0 Suara, sedangkan Caleg Nomor
Urut 4 memiliki 6 Suara,

(Terjadi Penambahan 1 Suara untuk Cale % Nomor
Urut 4, dan Pengurangan 1 Suara dari leg Nomor

4 ) R S
2. 'TPS 24 Desa Tulehu

Pada TPS 024 Desa Tulehu terjadi Perpindahan
Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai
Form Model C1-DPRD Kab/Kota, Caleg Nomor Urut
3 memiliki 4 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4
memiliki 2 Suara, dan terjadi perubahan pada Form
Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor
Urut 3 Memiliki 2 Suara, sedangkan Caleg Nomor
Urut 4 memiliki 4 Suara.

Terjadi Penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor

Urut 4, dan | ’Pugumngv'ln 2 Suara dari Caleg Nomor
Urut 3. -

3. TPS 031 Desa Tulehu

Pada TPS 031 Desa Tulehu, terjadi Perpindahan
Suara yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai
Form Model C1-DPRD Kab/Kota, Caleg Nomor Urut
3 memiliki 2 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4
memiliki 22 Suara, dan terjadi perubahan pada Form
Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor
Urut 3 Memiliki 0 Suara, sedangkan Caleg Nomor
Urut 4 memiliki 24 Suara.

Terjadi Penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor

Urut 4, dan Pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor
Urut 3.

c) Bahwa untuk Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
Pemilihan Umum pada Desa Liang, ternyata terdapat
perbedaan angka pada Formulir Model C1-DPRD
Kabupaten/Kota yang dipegang olch saksi Partai Hanura
dengan hasil Rekapitulasi pada Formulir Model DAA1-
DPRD Kabupaten/Kota yaitu pada TPS 007, TPS 008, TPS
010 dan TPS 015 Desa Liang, dan perbedaan tersebut
terjadi pada Suara Internal Partai Hanura, yang
dirincikan sebagai berikut :

1. TPS 007 Desa Liang

Pada TPS 007 Desa Liang, terjadi Perpindahan Suara
yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form
Model C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1
memiliki 52 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4
memiliki 0 Suara. dan terjadi perubahan pada Form
Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor
Urut 1 Memiliki 47 Suara, sedangkan Caleg Nomor
Urut 4 memiliki 6 Suara.

Terjadi Penambahan 6 Suara untuk Caleg Nomor
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Urut 4, dan Pengurangan 5 Suara dari Caleg Nomor
Urut 1.-

2. TPS 008 Desa Liang

Pada TPS 008 Desa Liang, terjadi Perpindahan Suara
yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form
Model C1-DPRD Kab/Kota, Caleg Nomor Urut 1
memiliki 15 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4
memiliki 3 Suara, dan terjadi perubahan pada Form
Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor
Urut 1 Memiliki 13 Suara, sedangkan Caleg Nomor
Urut 4 memiliki 5 Suara.

Terjadi Penambahan 2 Suara untuk Caleg Nomor
Urut 4, dan Pengurangan 2 Suara dari Caleg Nomor
Urut 1.

3. TPS 010 Desa Liang

Pada TPS 010 Desa Liang, terjadi Perpindahan Suara
yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form
Model C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1
memiliki 37 Suara, Caleg Nomor Urut 2 memiliki 1
Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 0
Suara, dan terjadi perubahan pada Form Model
DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor Urut 1
memiliki 31 Suara, Caleg Nomor Urut 2 memiliki 0
Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 memiliki 9
Suara.

Terjadi Penambahan 9 Suara untuk Caleg Nomor
Urut 4, dan Pengurangan 6 Suara dari Caleg Nomor
Urut 1, serta Pengurangan 1 Suara dari Caleg
Nomor Urut 2.

4, TPS 015 Desa Liang

Pada TPS 010 Desa Liang, terjadi Perpindahan Suara
yang dilakukan ditingkat PPK, dimana sesuai Form
Model C1-DPRD Kab/Kota Caleg Nomor Urut 1
memiliki 58 Suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4
memiliki 2 Suara, dan terjadi perubahan pada Form
Model DAA1-DPRD Kab/Kota yaitu Caleg Nomor
Urut 1 Memiliki 57 Suara, sedangkan Caleg Nomor
Urut 4 memiliki 3 Suara.

Terjadi Penambahan 1 Suara untuk Caleg Nomor

Urut 4, dan Pengurangan 1 Suara dari Caleg Nomor
Urut 1.

d) Bahwa selain permasalahan  penambahan dan
pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten
Maluku pada internal Partai [anura, Pelapor (Sulaiman
Opier, SH) juga mendalilkan yaitu perbedaan dan atau
selisih data C1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 022, TPS
024, TPS 031 Desa Tulehu dan TPS 008, TPS 007, TPS
010, TPS 015 Desa Liang yang dipegang oleh Saksi Partai

e
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Hanura, maka Sakst Partal Hanara memina urituk hastl
Rekapitalasi di tingkat PPK diperhatikan kembal angha-
angkanya untuk menyelesailan perbedaan data yang aila,
akan tetapi permintaan Saksi Partai Hanura ditolak oleh
PPK Kecamatan Salahutu, Kemudian Saksi Partai Hanura
meminta untuk membuat pernyataan keberatan dalam
Form Model DA2-KPU vang ditandatangani oleh Saksi
Partai Hanura dan Ketua PPK Kecamatan Salahutu

¢) Bahwa  sebagaimana  yang  didalilkan  oleh Pelapor

(Sulaiman Opier, SH), Para Terlapor yang dalam hal

Retua dan Angpota PPK Kecamatan  Salahutu yailu

Terlapor 1 (Drs. Noh Tihurua, M.Pdl), Terlapor 11 (Al

Basri Tuarita, SE), Terlapor [ (Salim Maruapey, SH),

Terlapor IV (Magdalena L), dan Terlapor V (Rifai

Tasalisa) memberikan jawaban atau menjawab  vaitu

proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 7

Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019

dan Proses Rekapitulasi dan Perhitungan Perolehan

; Suara di tingkat KPPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Tingkat
) KPU, mengisyaratkan agar seyogyanya semua proses
Q‘ Rekapitulasi haruslah berjalan sesuai dengan mekanisme

yang di atur dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan
L LR T

f) Bahwa selain jawaban/tanggapan yang disampaikan oleh
Para Terlapor yaitu Terlapor | (Drs. Noh Tihurua, M.Pdl),
Terlapor [l (Ali Basri Tuarita, SE), Terlapor Il (Salim
Maruapey, SH), Terlapor IV (Magdalena L), dan Terlapor
V (Rifai Tasalisa), sebagaimana tersebut diatas, Para
Terlapor juga menyampaikan bahwa proses Rekapitulasi
sebagaimana dimaksud oleh Pelapor, sangatlah tidak
benar dan terkesan sangat mengada-ngada sebab proses
Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh
Para Terlapor telah sesuai dengan mekanisme yang
diatur oleh PKPU 4 tahun 2019, dimana Pelapor
sendirinlah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai
Saksi Partai dalam rapat rekapitulasi baik pada tahap
Rekapitulasi Per TPS dalam satu wilayah desa di Tingkat
Kecamatan maupun Rekapitulasi perolehan suara Per
Desa dalam satu Kecamatan, dan Saksi jarang sekali
menghadiri Proses Rekapitulasi dimaksud, akan tetapi
menugaskan seseorang yang tak lain adalah adalah Saksi
Pelapor Nomor Urut 1 (satu) dalam perkara ini untuk
mengawal suara milik saksi;

g) Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor (Sulaiman Opier, SH),
Para Terlapor yang dalam hal Ketua dan Anggota

Putusan Dugaan-l"él;nggaran_)\_d ministratif Pemilu {PAGE \* MERGEFORMAT }

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



Panwaslu Kecamatan Salahuty yaitu Terl

Souissa), Terlapor VIl (Mohtar Ohorella
VIIl  (Suleman Tuarita)

apor VI (Luis
) dan Terlapor
menyampaikan  jawaban
tanggapan yaitu bahwa proses Rekapitulasi seb

dimaksud oleh Pelapor, sangatlah tidak benar dan
terkesan sangat mengada-ngada, dan Pelapor sendirilah
yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Saksi Partaj
Hanura dalam rapat rekapitulasi baik pada tahap
Rekapitulasi Per-TPS dalam satu wilayah desa di Tingkat
Kecamatan maupun Rekapitulasi perolehan suara Per
Desa dalam satu Kecamatan, tetapi Pelapor jarang sekali
menghadiri Proses Rekapitulasi dimaksud, dan hanya
menugaskan seseorang yang tak lain adalah adalah Saksi
Pelapor Nomor Urut 1 (satu) dalam perkara ini untuk

mengawal suara milik Pelapor dan tidak memiliki
mandat saksi;

agaimana

h) Bahwa terkait dengan permasalahan pengurangan dan

penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tengah pada internal Partai Hanura sebagaimana
yang didalilkan oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH), Para
Terlapor yang dalam hal Ketua dan Anggota Panwaslu
Kecamatan Salahutu yaitu Terlapor VI (Luis Souissa),
Terlapor VII (Mohtar Ohorella) dan Terlapor VI
(Suleman Tuarita) menjawab yaitu bahwa pada proses
rekapitulasi perolehan suara yang terjadi pada Desa
Tulehu untuk TPS 22, TPS 24, dan TPS 31, sudah
melewati mekanisme dan telah disahkan Per Jenis
Pemilihan (kotak) Per TPS didalam satu desa, dan tidak
ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir dalam
proses rekapitulasi, terkhususnya Saksi Partai Hanura
(tidak pernah hadir dalam proses rekapitulasi), dan juga
terhadap proses rekapitulasi perolehan suara yang
terjadi pada Desa Liang untuk TPS 07, TPS 08, TPS 10
dan TPS 15, dan hampir semua TPS yang ada di Desa
Liang, terjadi permasalahan terkait perolehan suara dan
data pengguna hak pilih, sehingga hal demikian
direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Salahutu
untuk dilakukannya penghitungan ulang, sehingga
perolehan suara menjadi bergeser, dan bukan hanya ada

pada Partai Hanura saja, akan tetapi juga terjadi pada
beberapa Partai Politik yang lain;

i) Bahwa sebagaimana fakta terungkap berdasarkan

keterangan Saksi Pelapor atas nama (Adri Bin Ridwan
Selan, SH) yang disampaikan dalam proses sidang
pemeriksaan  Dugaan  Pelanggaran  Administratif
Pemilihan Umum menerangkan yaitu :

1. Bahwa posisi Saksi pada saat rekapiitulasi adalah

Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu { PAGE \* MERGEFORMAT }

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



membantu kerja daripada Pela
SH) yang memberikan kepe
uniuk menangani

por (Sulaiman Opier,
reayaan kepada saya

; dla-dala  dan  Kketika
(Sulaiman Opier, SH) tid

ketika Pelapor (Sulai

Pelapor
ak hadir Saksi menggantikan,

: man  Opier, SH) hadir Saksi

menemami, untuk menginput data rekapitulasi di
Kecamatan Salahutu.

2. Bahwa terkait pergeseran atau

migrasi  data
perolehan  suara  dari

Partai  Hanura, kalau
mengetahui secara detailnya, tidak semuanya Saksi

ketahui secara detail tetapi dari hasil rekapan di
penghujung penghitungan hasil rekapitulasi  PpK
Salahutu, dan ternyata ada perbedaan, dan sebagai
contoh yaitu pada TPS 7 Desa Liang, seharusnya
penghitungan  Model C1-KPU itu sudah dilakukan
sampai tingkat Kabupaten, lalu kemudian diskors
karena satu dan lain hal, dan kemudian dilanjutkan
dengan TPS pada Desa Waai, tapi ketika Waai selesai,
diulang lagi dengan TPS yang sama, tetapi sudah
berubah angkanya;

. Bahwa pergeseran itu terjadi pada TPS 7 Desa Liang,

tetapi Saksi bingung , karena ketika awal dihitung

pada TPS 7 Desa Liang, jumlah suara itu 52, dan
dipending tetapi sudah terselesaikan sampai tindakan
penghitungan , buka kotak, kemudian berpindah
pada Negeri Waai, dan balik lagi ke TPS 7 Desa Liang,
dan terjadi perubahan menjadi 47 pada perolehan
suara Pelapor (Sulaimaan Opier, SH), dan 6 suara ada
pada Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE)
Bahwa menurut Saksi Data yang diinput tidak sesuai
dengan Model C1-KPU ke Model DAA1-KPU, karena
pada malamnya Saksi meminta sebagai orang yang
diberikan kepercayaan oleh Pelapor (Sulaimaan
Opier, SH) untuk meminta hasil rekapan akhir, supaya
menjadi dasar bagi Saksi sebelum dibacakan hasil
pleno kecamatan saat itu, tetapi tidak diberikan
dengan alasan adalah menyesuaikan dan bahasa yang
digunakan PPK Salahutu adalah "sabar dulu, kita
sedang menyesuaikan data dengan Panwas”

5. Bahwa proses rekapitulasi untuk Desa Liang, berhenti
sampai dengan TPS 007 dan sempat tertulis di Model
DAA1-KPU yang terpampang di tembok;

6. Bahwa ada rekomendasi lisan yang dikeluarkan oleh
Panwaslu Kecamatan Salahutu kepada PPK Salahutu
untuk dilanjutkan ke TPS 008 Desa Liang;

7. Bahwa pada saat Saksi menginput data pada TPS 007
Desa Liang, telah terjadi pergeseran perolehan suara
yang dimiliki oleh Pelapor yang awalnya 52 [l.ima
puluh dua) Suara, menjadi 47 (empat puluh tujuh)
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Suara dan Nomor Urut 4 darj o (nol) suara menjadi 6
(enam) Suara;

Bahwa untuk TPS 031 Desa Tulehy, pe

: ' rgeseran suara
2 dan Calon Nomor Ururt 4 yaitu 22 Suara menjadi
24 Suara;

i) Bahwa fakta yang terungkap dal

am sidang pemeriksaan
sebagaimana ke

terangan yang disampaikan oleh Saksi

Pelapor atas nama Muchlis Lessy, SE menerangkan yaitu :

1. Bahwa banyak terjadi  kesalahan administrasi,
sehingga ada rekomendasi yang dikeluarkan se
lisan  yailu  turun 2 lingkal. di TPS 007 ada
rekomendasi lisan 2 kali, tahap 1 suara masih sama

dan tetap, pada proses kedua kalinya, dan suaranya
berubah,

cara

2. Bahwa dalam proses rekapitulasi, terjadi beberapa
kejanggalan yang Saksi temukan, dan ternyata ada
pergeseran beberapa suara di TPS 022, TPS 023, dan
TPS 024, TPS 025, TPS 031, dan TPS 033 pada hasil di
C1-Plano dan DAAA1-Plano itu berbeda, ini yang
menjadi pertanyaan bagi Saksi, ini disengaja ataukah
tidak;

3. Bahwa Saksi menjelaskan terjadi pengurangan suara
yaitu : pada TPS 022 : Suara Partai : 0,No 1:0, No 2

:0,No3:1,No4:5 danNo5:0, terjadi pergeseran

di Form Model DAA1-KPU : No 1 : 0,No2:0,No3:0,

No4:6,dan No5:0; TPS 24 : Suara Partai : 0,No1:

0,N02:1,N03:4,N04:2,N05:0,terjadi

pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara Partaj :

D,Nol:0,N02:1,N03:2,N04:4,N05:0;TPS

025: SuaraPartai :0,No1:0,No2:0,No3:2, No4

:3,No 5: 0, terjadi pergeseran di Form Model DAA1-

KPU : Suara Partai : 0,No1:0,No 2: o,No3:0,No4

:5,No5:0; TPS 031 : Suara Partai : 0,No1:0,No2:

0,No 3:2,No4:22 No5:0; terjadi pergeseran di

Form Model DAA1-KPU : Suara Partai : 0, No 1: 0, No

2:0,No3:0,No4:24 No5:0; TPS 46 ; Suara

Partai : 1,No1:0,No2:0,No3:1,No4:5 No5:0,

Terjadi pergeseran di Form Model DAA1-KPU : Suara

Partai :0,No1:0,No2:0,No3:0,No4:6,No5:0;

Bahwa pleno akhir, semua mengajukan keberatan,

karena hasil DA1-KPU pada saat selesai pleno tidak

ada pada para saksi;

k) Bahwa sebagaimana fakta terungkap berdasarkan.
keterangan Saksi Pelapor atas nama (Zulkifli
Tehupelasury, SP) menerangkan yaitu :

1. Bahwa di TPS 007 Desa Liang, Partai Berkarya yang
tadinya 21 Suara, turun menjadi 17 Suara; Partai
Hanura 52 Suara menjadi 47 Suara dan Nomor Urut 4
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dari 0 Suara menjadi 6 Suarg;
Bahwa waktu rekapan di kecamatan, beberapa kali
interupsi tidak diberikan kesempatan vleh ketua PPK,
dan selalu menyatakan bahwa hasil rekapitulasi nanti
dicocokan dulu antara PPK dan Panwaslu Kecamatan;
3. Bahwa panwaslu  Kecamatan Salahutu, telah
mengeluarkan rekomendasi secara lisan untuk TPS
002, TPS 007 dan TPS 008 Desa Liang;
Bahwa ada kejanggalan pada TPS 022 Desa Tulehu,
yaitu berdasarkan C1 Hologram dan C1-KPU,
Khususnya untuk Partai Hanura yaitu : Nomor Urut: 1
:0,2:0,3:1,4:5,5: 0, terjadi pergeseran suara :
Nomor Urut:1:0,2:0,3:0,4:6,5:0, untuk TPS
024 Desa Tulehu: Nomor Urut:1:0,2:13:4,4:2,5
: 0, terjadi pergeseran suara menjadi : Nomor Urut: 1
:0,2:1,3:2,4:4,5:0; TPS 031 Desa Liang : (C1
Hologram dan C1-KPU) : Suara Partai : 0, Nomor Urut
1:0,2:0,3:2,4:22,5:0, terjadi pergeseran suara:
Suara Partai: 0, Nomor Urut1:0,2:0,3:0,4:24,5:
0;
I) Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap berdasarkan
keterangan Saksi Terlapor atas nama Ismail Nahumarury,
SH yaitu :
1. Bahwa tidak ada keberatan tentang rekapitulasi, oleh

karena semua keputusan dilakukan secara bersama-
sama;

2. Bahwa pada TPS 007 desa Liang, adalah TPS yang

bermasalah karena pada kenyataannya, tidak
memiliki C7-KPU dan kemudian ditunda dengan
tenggang waktu yang cukup lama, oleh karena KPPS
TPS 007 tidak sempat hadir, dan semua saksi minta
kesepakatan bersama untuk dilanjutkan ke desa lain,
dan akhirnya lanjut ke Desa Tengah-Tengah dan
Desa Tial, dan kemudian lanjul ke Desa Suli, dan
semua sepakat untuk berlangsung secara Pararel;-----
Bahwa penyelesaian permasalahan pada TPS 007
Desa Liang yaitu dilakukan hingga proses
perhitungan surat suara berdasarkan rekomendasi
Panwaslu Kecamatan Salahutu secara lisan;-------------
Bahwa pada TPS 008 Desa Liang, Partai Hanura :
Nomor Urut 1 : 15 Suara, setelah di hitung ulang
menjadi : 13 Suara, Nomor Urut 2 : 0 Suara, setelah di
hitung ulang menjadi : 1 Suara, Nomor Urut 4 : 3
Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 5 Suara, : TPS
010 Desa Liang : Partai Hanura : Nomor Urut 1 : 37
Suara, setelah di hitung ulang menjadi : 31 Suara,
Nomor Urut 2 : 7 Suara, setelah di hitung ulang
menjadi : 0 Suara, Nomor Urut 4 : 0 Suara, setelah di
hitung ulang menjadi : 9 Suara;
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M) Bahwa Saksi Terlapor atas nama Kayum Lestalubiv, §i1
M memberikan keterangan yaitu Bahwa C1-gpi) titkik

sima dengan Cl-Plang, makanya  ditsabko
untuk mengeluarkan rekomendasi untuk dibedaly kotak
Suara pada TIPS 022 dan TIPS 024, pada saat ity
persetujuan Saksi semua, dan Saksi sendiri juga langsurg
melihat pembacaan pembedaan surat suars it dan Saksi
tidak fokus mendokumentasikan proses rekapitulasi oleh

Karena pada saat ity Saksi tidak membawa Form Model

CLKPU - untuk  dipaparkan— di hadapan  Majelis
PeMErTRS ;e nee e

n)

Bahwa pada s 001 sampai dengan ‘I'PS 030 Desa
Tulehu, sebagaimana fakta berdasarkan keterangan Saksi
Teelapor  atas nama Meysly  Suitela  memberikan
keterangan yaitu pada TPS 022 sampai dengan TPS 024
Desa Tulehn terpdi - pembedaban kotak  suara dan
terhadap  hasil pembedahan Kota  Suara, tidak ada
pergeseran suara dan itu sudah disetujui oleh semua
Sakgigenn--nx

b. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa
Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas
Laporan Pelapor (Sulaiman Opier, $11), Jawaban Terlapor |
(Drs. Noh Tihurua, M.PdI), Terlapor Il (Ali Basri Tuarita, SE),
Terlapor [ (Salim Marvapey, SH), Terlapor 1V (Magdalena
L), Terlapor V (Rifai Tasalisa), Terlapor VI (Luis Souissa),
Terlapor VIl (Mohtar Ohorella) dan Terlapor VII (Suleman
Tuarita), Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Para
Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor
Dan Para Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a) Penilaian Terhadap Kewenangan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah

1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum menyatakan : Bawaslu, Bawaslu

Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  menerima,

memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administratif Pemilu;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 8 ‘Tahun 2018 Tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan
Umum menyatakan : Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu  Kabupaten/Kota, dan  Panwaslu LN
menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutts
dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu  sesuai

e gmpm—
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b) Penilag

...............

an Terhyg
1. Mcnimhum;
Und

ap Kedudyk
bahwa kete

;nuv_-llml;mg Nomor 7
o

Pemilihay Umum me
Pemily me

Indone

an Hukum Pelapor
ntuan Pasal 454 ayat (3)
Tahun 2017 Tentang

hyatakan : Laporan pelunggaran
upakan luporan jyn

y gsung Warga Negara
S1a yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemily,
dan Pemantay p

oo milu kepada Bawaslu, Bawaslu
rovinsi, - Bawgqgly

p Kubunaten/ Kota, Panwasly
Ecamatan, Panwqgy Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan/atay Pengawqs

TPS  pada setiap tahapan

)
I enyelenggargan Pemily;-----..

2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1)
Peraturan  Bagan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan
Umum menyatakan : Pelapor dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM yaitu : a). Warga Negara Indonesia yang

mempunyai hak pilih; b). Peserta Pemilu; dan/atau c).
Pemantau Pemilu;

Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal
454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
juncto Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2018, maka Saudara Sulaiman Opier, SH yang adalah
Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki kedudukan
hukum untuk menyampaikan Laporan kepada Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
Tengah;

¢) Penilaian Terhadap Tenggang Waktu Laporan .
1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 25 Ayat (5)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang
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Pe ai
enyelesajan Pelanggaran Admi

kan

i nistratif Pemilihan
Administragif Pemiiu.d “Pf;rf;n dugaan Pelanggaran
Pemil ; . un-relanggaran Administrati
a ,u TS” sebagaimang dimaksud pad il
yat [2) dlsampu,‘kan Pada ayat (1) dan

» ,t.mli.ng lama 7 (tujuh) hari kerja
terjadinya  dugaan Pelanggaran
lu dan Pelanggaran Administratif

..............

sejak  diketqhy;
Administruu"f Pemi
Pemily TSM;

2. Menim ;
bang  bahwa peristiwa  terkait Dugaan

l;::fa]:ﬁg;r;;a :t:;ninistratif Pfen?i]ihgn .Umum yang
; ggal 10 Mei 2019 di Kecamatan
&-alahu.tu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Pﬁnghltungan Suara Tingkat Kecamatan yang
dijadikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada tanggal
15 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam Formulir
ADM-2 (Laporan Dugaan Pelanggaran
ADM/ADM.Pemilu) serta telah diregister dengan
Nomor : 001/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019;--

3. Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal
25 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018
Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum, yang dikaitkan dengan waktu
terjadinya Dugaan Pelanggaran serta waktu
dilaporkannya Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Tengah, maka Laporan
yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sulaiman
Opier, SH, masih dalam tenggang waktu pengajuan
laporan;

d) Menimbang bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Badan
Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah telah
menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum dari Pelapor (Sulaiman Opier, SH)
dengan menggunakan Formulir ADM-2 Laporan Dugaan
Pelanggaran ADM/ADM.Pemilu dengan Nomor Register
001/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019  yang pada
pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh : Terlapor
(Drs. Noh Tihurua, M.PdI) sebagai Ketua PPK Kecamatan
Salahutu, Terlapor Il (Ali Basri Tuarita, SE) sebagai
Anggota PPK Kecamatan Salahutu, Terlapor III (Salim
Maruapey, SH) sebagai Anggota PPK Kecamatan Salahutu,
Terlapor IV (Magdalena L) sebagai Anggota PPK
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g : Si) sebagal
1l.u|lu' Por VI (Luis
s b u I\t-cumnl.m Salahaty,

Salahuty gy v N sebagay Anggota Panwagy
POEVIL (Suleman Tuarita)

TL nle og

i i Camatay h;llnhuln. berupa
; ‘t an- yang mul:lmruur tata cary

Nekanig ; ; : aan
isme - yang berkaitan dengan

L.
----------
.....................

Prosedyy,

atag
Adminjggy

51 pemilihy, Umuny;
€) Meniml,
Pemilij,
atas

ang bahwy Dug;
an Umup yang di
nama Dy,
Kecamatay Sal

an- Pelanggaran Administrati(
duga dilakukan oleh e
Noh Tihurua, M.pqy
e ahutu), Terlapor 11 w
Tuarita, s (Anggota ppK Kecamat
U atas hama  Salim
Kecamatan $y)

L (Anggota p

tlapor |
(Ketua  ppg
as nama All Bagrd
an Salahutu), Terlapor
Maruapey, S (Angpota PPK
ahutu), Terlapor 1V atas nama Magdalena,
PK Kecamatan Salahutu), Terlapor V atas
nama Rifai Tasalisa (Anggota PPK Ke
Terlapor vy

Kecamat

camatan Salahutu),
atas nama Luis Souissa (Ketua Panwaslu
an Salahutu), Terlapor VII atas nama Mohtar
Ohorella (Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu)dan

Terlapor VIl atas nama Suleman Tuarita (Anggota
Panwaslu Kecamatan Salahutu) yaitu berkaitan dengan
perbedaan angka yang terdapat pada Formulir Model C1-
DPRD Kabupaten /Kota yang dipegang oleh Saksi Partai
Hanura dengan hasil rekapitulasi pada Formulir Model
DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yaitu pada TPS 022, TPS
024, dan TPS 031 Desa Tulehu serta pada TPS 008, TPS
007, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang, yang terjadi pada
Suara Internal Partai Hanura;

f) Bahwa peristiwa Penambahan dan Pengurangan Suara
Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada
internal Partai Hanura yang terjadi pada saat Rapat Pleno
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di tingkat
Kecamatan Salahutu pada Formulir Model C1-DPRD
KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) dan
Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat D.'.]tltl'ilh
Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan
Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Um.um Tahun
2019), yang mana berimplikasi terhadap hasil peroleh;;
suara yang termuat dalam Formulir M?del DAi..-DP'
KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
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) Memmh;mg bahw

Formuliy Mod] q ‘3t‘l‘ti;lsait'k;1|1 fakta Data Dokumen
Rekapitulagi nll-] " IDPRD - kaw/koTa (Sertifikat

A Hasil Penghitunean ¢ . ' '
B enghitungan Suara Calon Anggota

Perwakil:
Soeid vakilan Rakyat
emilihan Umum -

DAAL-DPRD KAR

, Daerah - Kabupaten/Kota
?nvhun 2019) dan Formulir Model
Parghmenn \‘u.l;:\ﬂ ‘l'.'\ (Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Rakyat [)nm-‘h‘l'.‘[d Calon 'ﬂ\llugmxl Dewan Perwakilan
S um“k. .I‘P:\':}:p.i‘lvn/l\nm Pemilihan Umum Tahun

I S 22, TPS 024 dan 'TPS 031 Desa Tulehu
yang dijadikan Bukti olel Pelapor (Sulaiman Opier, SH)
dalam  Sidang  Pemeriksaan Dugaan  Pelanggaran
Administratit Pemilihan Umum sesuai tabel dibawah ini
sebagai berikut ;

1 : ModelC1- | Model

No| Desa | 7Tps | NO DPRD | DAA1-DPRD
| Ym | gab/Kota | Kab/Kota
Lo p Talehw | 022 | Parti| 0 0
: ) EN T 0
N — I T o
—— 3 | 1 0

S| | — 4 5] 6
8 o O o s e e
2. | Tulehu | 024 |Partai | 0p 0
B R O 1O M 0

i I T .

" T3 |4 B

) ' 2 4

= nl-__ 0

JUMLAH A A

3. | Tulehu | 031 jPavtai | O 0
L 0 0

T g 7 oy 0
3 i 2 0

1 | T4 1 2] @ 24
N S (OO A AR (——
JUMLAM o e L ey

4 | Liang | 007 [Patai 0, 0O
,,,,, ; 1 52 | A7
2 o0

I E- 0 D | —
1 0y 6]

5 0 0

JUMLAH 52 53

S Liang | 006 | Partai N — 0
1 15 13

— 3 :
3 | o0l 0

i 4 3] .3

T —— . ET——

Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu {PAGE \* MERGEFORMAT}

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



5 1T
————_JUMLAR “‘"““—OJWH—WH
G_E_xg]jm“‘“&*—-ﬁﬁl
i i s —2l 3
\_“*:\ i e RN §
-~ _‘HTE‘“I‘%*L
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. Llanp, Ol'i_iarlai N 0 43
e sy AL 58 57
o, R AT i 0 :
N : 2 3

JUMLAH 60 ol

h) Menimbang bahwa berdasarkan data Formulir Model C1-

DPRD  KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun

2019) dan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA

(Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan

Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun

2019) sebagaimana tabel tersebut diatas, telah terjadi

Pengurangan dan Penambahan yaitu :

1. Pada TPS 22 Desa Tulehu terjadi pengurangan pada
suara Calon Nomor Urut 3 (Dessy Arsandi Lossen)
sebanyak 1 (satu) Suara dan terjadi penambahan
pada Calon Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE)

sebanyak 1 (satu) Suara sehingga menjadi 6 (enam)
Suara;

2. Pada TPS 24 Desa Tulehu terjadi pengurangan pada
suara Calon Nomor Urut 3 (Dessy Arsandi Lossen)
sebanyak 2 (dua) Suara dan terjadi penambahan pada
Calon Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE)
sebanyak 2 (dua) Suara schingga menjadi 4 (empat)
Suara;

3. Pada TPS 31 Desa Tulehu terjadi pengurangan pada
suara Calon Nomor Urut 3 (Dessy Arsandi Lossen)
sebanyak 2 (dua) Suara dan terjadi penambahan pada
Calon Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE)
sebanyak 2 (dua) Suara sehingga menjadi 24 (dua
puluh empat) Suara;

i) Menimbang bahwa berdasarkan fakta keterangan yang
terungkap  dalam  Sidang Pemeriksaan  Dugaan
Pelangggaran Administrasi Pemilihan Umum
sebagaimana keterangan Saksi Terlapor atas nama
Saudari Meysly Suitela menerangkan bahwa Saksi
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MR Calon Anggota DD

alon Nom a4 (Desay Avsand)

‘_ Calon Notot Urui d(Fateal Asis Fiwainella,
SEY paia interpal 1o

Pl nk At Hanug g Yangs dibaathan dengan

¥ Hurangan dan frenambabian bordasaikan data
Fotmuli Madel  Cr-perrn KAN/KOTA  (Sertitiboa
Rekapitulast 1w Fenghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat  Daeraly
Pemilihan Ui |

Penambahan

' h'llhul,ll\
h.\lmp.m-

AR g
Lossen) ke

Kabupaten/Kota
abone 2009) dan Formulie Moyl
DAAT-DIRD KAI/KOTA (Sertifikat Redapitulast Hasil

I‘vm:hiumu.m Petolehan Suara Calon Amgrota Dewan

Perwakilan Rakyat Daeral Kihupaten/Kota Dari Setiap

PN DE Dastah Pemiliban Dalam Wilayah Kecamatan

Pemilihan Umnm Tahun 2009) yang dikaitkan dengan

: Lakta Keterangan Saksi (Meysly Suitela), yang menyatakan

.; bahwa PAda TPS 022 dan TPS 024 Desa Tulehn, tidak ada
\ﬂ Pergeseran suata dan it sadah disetuji oleh semua
‘ Saksd, maka dengan demilian terhadap pengakuan Saksi
dimaksud secara tidak langsung Sakst mengakui bahwa

perolehan Suara pada TPS 022 dan TPS 24 desa Tulehu

berdasarkan Formulic Model C1-DPRD KAB/KOTA tidak

mengalami perubahan sampai pada Formulir: Moilel

DAAL-DPRD - KAB/KOTA,  sehingga  terhadap  fakta

dimaksud,  Majelis  Pemeriksa Dugaan - Pelanggaran

Administratit Pemilihan Umum berpendapat bahwa telah

terjadi Pelanggaran  Administrasi Pemilihan - Umum

betupa: penambahan dan peagurangan tedhadap Suara

Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari

Calon Nomor Urut 3 (Dessy Arsandi Lossen) ke Calon

Nomor Urut 4 (Faizal Aziz Tawainella, SE)jeeeeeeemcemeemenen.

k) Menimbang babwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (10)
Peraturan Komisi Pemilihan Unmum Nomor 4 Tahun 2019
Tentang  Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan
Penctapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan : “PPK
wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi
pada formulir Model DAZ2-KPU"j-wvesseeeseiinsiecneanannnanns

1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (11)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019
Tentang  Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan : “PPK

S —
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memberi kesempatan kepada Saksi, Panwasly Kecamatan,

pemantau Pemilu untuk — mendokumentasikan — hasil
7)1

m) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (12)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Rekapitulasi - Hasil Penghitungan Suara Dan
Penetapan 1agil  Pemilihan  Umum  menyatakan
“Dokumentasi- sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
dapat herupa foro atau videoj---e-essessssvmsearessasessascazess

n) Kecamatan Salahutu), Terlapor 11l atas nama Salim
Maruapey, S (Anggota PPK - Kecamatan Salahutu),
Terlapor Menimbang hahwa sebagaimana fakta yang
terungkap dalam sidang pemeriksaan terkait pembuktian,
terhadap permasalahan yang terjadi pada TPS 22, TPS 24
dan 'TPS 31 Desa Tulehu, Terlapor | atas nama Drs. Noh
Tihuraa, M.PdI - (Ketua PPK  Kecamatan Salahutu),
Terlapor Il atas nama Ali Basri Tuarita, SE (Anggota PPK
IV atas nama Magdalena, L (Anggota PPK Kecamatan
Salahutu), Terlapor V atas nama Rifai Tasalisa {Anggtli‘x‘l
PPK Kecamatan Salahutu), Terlapor VI atas nama Luis
Souissa (Ketua Panwaslu Kecamatan Salahutu), Terlapor
VIl atas nama Mohtar Ohorella (Anggota Panwaslu
Kecamatan Salahutu) Terlapor VIII atas nama Suleman
Tuarita (Anggota Panwaslu Kecamatan Salahutu), tidak
dapat membuktikan terkait hasil perbaikan/koreksi pada
Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, baik dalam
bentuk Data Dokumen maupun Dokumentasi Foto dan
Video sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal
22 Ayat (10), Ayat (11) dan Ayat (12) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan
Hasil Pemilihan Umum;

0) Menimbang bahwa terhadap alat Bukti Dokumen yang
dijukan oleh Terlapor berupa : 1). Data Rekapan Hasil
Perolehan Suara Caleg Dan Partai, Per TPS dalam 1
wilayah Desa milik Panwaslu Kecamatan Salahutu; 2).
Data Rekapan Hasil Perolehan Suara Caleg Dan Partai, Per
Desa dalam 1 wilayah Kecamatan milik Panwaslu
Kecamatan Salahuty; dan 3). Hasil rekapan penyebaran
perolehan Suara Caleg dan Partai, sesuai hasil pembacaan
ulang Surat Suara atas beberapa TPS di Negeri Liang milik
Saksi Partai PPP, tidak dapat dijadikan bukti outentik oleh
karena alat bukti dimaksud bukan merupakan bukti
outentik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, sehingga
dengan demikian terhadap bukti dimaksud, tidak dapat
dijadikan pertimbangan dan patut dikesampingkan;--------

——

& : - - SRRl ol —— = TR O SRR PR
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Rakyit Do

akibat  dak apat

dalam
Floto dan vigon ““‘“‘\\‘!nu\nl i
han suarg v, vleh Para Tertapor,

A benar pada TS 22, TS
f‘“ .“”"h" allalah data sesuai Formulic
VARZROTA (Sertifikat Rekapitulast Hasil
At tadon Amgrota: Dewan: Porwakilan

valy K, i
TN Ratbupaten/Rota Bomlibay Umum Talun
¢ \"'&lli\‘\ N\\lhl!"_“ by Pkt

|'l‘h\|us|<

TS 22 brsa TULENY

Nomoy
Uy Nama ‘ Porolohan |
rut i Calon ]
Partai } .\II(;:I‘.'l
|' Sulivimam Opler, SH i 0
8 Ismail llululnvssy I 0
4 Dessy Avsandi Lossen l 1
". |\’,‘-l|“f x\! Neln ll‘i\\‘\"“h\l’"ﬂ, S E 5
: et Aviania Fehupolasury | 0
Iumtah Suava Partai | O
- TPS 24 DESA TULENHU
i Nowmor . | Perolehan |
‘ Urat Nama Calon I Suara |
F | Pantai | \ [
" 1 Suladman Opier, SH | 0 ‘
P Ismail Rolobessy { 1 ;
4 Dessy Arsandi Lossen ' 1 |
1 Faizal Aziz Tawainella, SE | 2 i
h Vera Avmania Tehupelasury | 0 }
Jumlah Suarva Partai | 7 }
TPS 31 DESA TULEHU
Nomor Nt Col : Perolehan 1
Urat | Suara |
Partai | 0 ‘
1 Sulaiman Opier, SH 1 [\ |
i Ismail Rolobessy | 0 g
R} Dessy Avsandi Lossen ‘ 2 }
1 Fatzal Aziz Tawainella, SE | 22 |
S | Vera Armania Tehupelasury | 0 E
Jumlah Suava Pavtai | 24 .

q) Menimbang balwa berdasackan Kesimpulan - Pelapor
(Sulaiman Opier, SH) vang disampaikan dalam Sidang
Pemeriksaan yaitu pada saat tevjadi hitung Pavalel pada
Desa Liang, PPR melakukan bedah kotak swava di TPS 7
Desa Liang vany dinlang sampai 2 (dua) Kali, padahal TPS
dirnaksud telal dilitung awal dan hasiloya sudah dimuat
pada Form DAAL-Plano, Selanjutnya PPR langsung
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dalan, Formliy M Muntuk g Pa

njutnyy disalin

. ‘ bupaten/Kotg....
r) Menunlmng bahwy (i
(hulaimam Opier SH)

kotak suapa
tak suarq di Tps

terhag; i
hadap kesimpulan

; terkait el dilakuk
7 yang diy|
At deng;
58y, SE) y
asi, sehing
a lisan yainy
rekomuny
tetap, pad

Pelapor
annya bedal
ang sebanyak » (dua) kali
m Keterangan Sitksi l’ul:npmT
aitu bahwg banyak terjadi kesalahan
Btada rekomon s yang dikeluarkan

tiran 2 tingkat, di rps
g abodi TPS 007 ad:
asi lisan 2 Kali, | ‘ el

aproses kedug k

hal mana diperky
(Muchlig |
adminigyy
secar

abap 1 swara masil, st dan
alinya, dan suaranya berubak;-
S} Menimbang bt
[Mum]:;“l‘isl’;h:;l) Hl.tl'hultln[) keterangan Saksi Pelapor
Gt si) tww; l ) (:l‘ll (u.slnun'ﬂ:m Pelapor (Sulaiman,
bedsh ot , t J‘Hl tlll.l.l‘élh' terkait dengan dilakukannya
Ny :n swara di Tps 7 yang diulang sebanyak 2
: a) kali, dan pada pokoknya sesuai fakta bukan
dilakukan edal kotak suara di TIPS 7 vang diulang
SORIBMT ™ T Tall. e s Bt e
SAyak 2 (dua) kali, akan tetapi pada TPS 007 Desa
Liang, adalah 7pg yang bermasalah  karena pada
kl'"w‘“““""yﬂ. tidak memiliki C7-KPU dan kemudian
ditunda dengan tenggang waktu yang cukup lama, oleh
karena KKPS TPS (07 tidak sempat hadir, dan semua
saksi minta kesepakatan bersama untuk dilanjutkan ke
desa lain, sebagaimana keterangan yang disampaikan
oleh Saksi Terlapor atas nama Ismail Nahumarury, SH,
dan terhadap keterangan  Saksi  Terlapor (Ismail
Nahumarury, SH), dan sebagai akibat keadaan hukum
yang terjadi, maka Panwaslu Kecamatan Salahutu
mengeluarkan rekomendasi lisan untuk dilanjutkan ke
TPS 008 Desa Liang sebagaimana fakta keterangan yang
disampaikan oleh Saksi Pelapor (Adri Bin Ridwan Selan,
SH) yaitu bahwa proses rekapitulasi untuk Desa Liang,
berhenti sampai dengan TPS 007 dan sempat tertulis di
Model DAA1-KPU yamg terpampang di tembok dan
selanjutnya ada rekomendasi lisan yang dikeluarkan oleh
Panwaslu Kecamatan Salahutu kepada PPK Salahutu
untuk dilanjutkan ke TPS 008 Desa Liang, sehingga
dengan demikian terhadap dalil Pelapor terkait dengan
dikeluarkannya Rekomendasi sebanyak 2 (dua) kali
untuk dilakukannya bedah kotak suara adalah dalil yang
tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan, oleh
karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu
Kecamatan Salahutu untuk dilakukannya bedah kotak
pada TPS 007 Desa Liang adalah hanya dikeluarkan
sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan rekomendasi lisan
lainnya yaitu berkaitan dengan dilanjutkannya proses

T e
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rekapitulasi ke TPS 008 Desa Liang sebagai akibat ada
permasalahan yang terjadi pada TPS 007 Desa Liang;-----

) Menimbang  bahwa  sesuai  fakta  dalam  sidang
pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan
Umum  yaitu terjadinga perbaikan/koreksi  terhadap
perolehan Suara Calon dan Suara Partai Hanura di TPS
007, TPS 008, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang pada
Formulir - Model DAA1-DPRD  KAB/KOTA (Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon
Angpota — Dewan  Perwakilan — Rakyat Daeriah
Kabupaten/Kota Dari Setiap ‘TPS Di Daerah Pemilihan
Dalam Wilayah Kecamatan  Pemilihan Umum Tahun
2019), adalah  sebagai  akibat  dikeluarkannya
rekomendasi lisan oleh Panwasli Kecamatan Salahutu
dan ditindaklanjuti oleh PPK Keeamatan Salahutu untuk

u) Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen berupa
Model DA2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi Atau
Catataan  Kejadian ~ Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan
Pemilihan Umum 2019) yang diajukan oleh Pelapor
(Sulaiman Opier, SH) tertanggal 11 Mei 2019 yang
ditanda tangani oleh Saksi atas nama Sulaiman Opier
(Pelapor) dan Ketua PPK kecamatan Salahutu atas nama
Drs. Noh Tihurua menerangkan bahwa pada Rekapitulasi
di Desa Tulehu terjadi pergeseran suara dari Caleg Nomor
Urut 3 ke Caleg Nomor Urut 4 pada TPS 022 sebanyak 1
Suara, TPS 024 sebanyak 2 Suara dan TPS 31 sebanyak 2
Suara. Selain iti pada Desa Waai terjadi pergeseran suara
dari Caleg Nomor Urut 2 ke Caleg Nomor Urut 4 sebanyak
3 Suara, Caleg Nomor Urut 4 dari 28 menjadi 31 Suara.
Dari persoalan  pergescran  suara  ini sangat
mempengaruhi perolehan suara pada Calon di internal

Partai Hanura;

v) Menimbang bahwa terhadap  keberatan  Saksi
sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA2-KPU
(Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catataan Kejadian
Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019), terhadap
permasalahan yang terjadi pada TPS 022, TPS 024 dan
TPS 031 Desa Tulehu, maka secara tidak langsung
Pelapor (Sulaiman Opier, SH) telah mengakui bahwa
permasalahan pengurangan dan penambahan perolehan
suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terjadi
pada TPS 007, TPS 008, TPS 010 dan TPS 015 Desa Liang,
dapat diterima, oleh karena tidak adanya keberatan yang

——— et s
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disampaik

an/ditu;

KPu “U!'had;‘p ]Iu‘uu;kun dalam Formulir Model DA

DRL0 s ype 0;:1gunsnluhun pada ‘TIPS 017 ‘l'i";( :m”l)-?f;

2 Desa Liang selyap; b y THE

oleh Pelapor (¢ 18 sebagaimana v, VE

L l 5 a1 " v diid an ] l i H

Pl!langgn[-) [Suldln'!mn Opier, $11) dalam l,i u:..‘ ":;hm -

aran Administyas; PmnilihmllnmnI B i
t 1

w) Menimhung bahwa
(4 L

: sehavai  aldhat 1

dibuktikanny: : sebagai  akibat  tdak  dap:

lan”',lk‘.mny.\ dalil-dali) Pelapor — dalam j.‘w.(ﬂ:.im
Biapan, lmsimpulz,m, hukti ' fvatany

dokumen oleh  Para
T permasalahan  pengurangan  dan
ahan- perolehan  swara pada internal  Partai

Hanura di TPS 022 TPS 074, s THE (12 %
sebagaimana yamf;' :lli(:..l::fl:;lddl: .111’5) el ”"’f‘,‘ T
Opier), maka lml'u‘luh;m' ‘%ll'lll": "’IL" Il-d-"l-“'”‘ l'-"“lil““il"'
Sormillle Mot (‘l-l-w;u-) y‘;;kHILHJj.‘“hdd?l S(l'sium
, , JKOTA  (Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anpgota
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019), oleh karena telah terjadi
pengurangan terhadap perolehan suara Calon Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 3 dari
Partai Hanura atas nama Dessy Arsandi Lossen dengan
total pengurangan sebanyak 5 (lima) suara dan kenailan
perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tengah Nomor Urut 4 dari Partai [anura atas nama
Faizal Aziz Tawainella, SII dengan total kenailin
sebanyak 5 (lima) Suarij---------s-sn-ssssensseasmrense=me s

Ferlapor  terkait

¢. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, terhadap hasil
pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud huraf b, mengambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah
herwenang menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umumny; cemmecmessmmessmssesmensssmmmnsns
Pelapor (Sulaiman Opicr, SH) memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk menyampaikan  Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-=--=en=rmn=ssssmas=s
3. Laporan yang diajukan oleh Pelapor (Sulaiman Opier, SH)

masih dalam tenggang waktu pengajuan Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umuny;------==s====ss======-
4. Terlapor | (Drs. Noh Tihurua, M.Pdl) yang dalam kedudukan
hukum sebagai Ketua PPK Kecamatan Salahutu, terbukti
bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang

s

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada
Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat PPK Salahutu;- -
5. Terlapor I (Ali Basri Tuarita, SE) yang dalam kedudukan
hukum sebagai Anggota PPK Kecamatan Salahutu, terbukti
bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada

e ———
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10. Terlapor VII (Mohtar Ohorella) yang dalam kedudukan hukum

sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sn]ahutu.. terlnfku'
bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekun:.‘-;me ydnlg,
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemlh‘l—p.ud\i
Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

ingkat PPK Salahutu;-- .
I‘?r?apor VIII' (Suleman Tuarita) yan% dalanf keg\;ﬂ;:ll:.ln:
hukum  sebagai Anggola Panwaslu  Kecamatan d.d ““;
terbukti bersalah melanggar tata c:{rfn. prf)se]ult;.w";q.m
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanas

Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat PPK Salahutu.
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Dan Penetapan Hasil

MENGADIL

: Mengabulkan Laporan Pelapor atag i \
AL ama Sulaimang Opivr, SH untuk sebagian

, Menyatakan  Terlapoy s T
2 s “".l.ﬂ“ln.." I (Drs, Noh Filmewa, ML, torbuktl secarn sab dan
‘ i . Bz . D [} b ‘
b iy K l‘ perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedu
ale PSS Yvang len by ’ i q g ki i ¢
yang bevkaitan dengan administeast pelaksanian Pemilug

3, Menyatakan Terlapor 11 (Al Basri Tuarita N
melakukan perbuatan atau tindakan ¥
mekanisme yang herkaitan denpan \

E), terbukti secara sah dan meyakinkan
my melanpgar tata cara, prosedur, atau
administeasi pelaksanann Pemily;

4. Menyatakan Terlapor sali
1 "“.l.':};“k l;‘ i .‘ll por HE(Salim Marnapey, SH), terbukti secara sah dan meyakinkan
‘ H whuatan atan 4 '
4.;' 5 perbuatan atan tindakan yang melanggar tata eara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan denpan administrasi pelaksanaan Pemihy;

L

Menyatakan Terlapor apdki i
fenyatakan Terlapor 1V (Magdalena, 1), terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;

ey
6. Menyatalg
melakuk
mekanisme

wlapor Vo (Rifai Tasalisa), terbukti secara sah dan meyakinkan
buatan atan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau
ng berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;

~1

Menyatakan Terlapor Vi (Luis Souissa), terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;

8. Menyatakan Terlapor VI (Mohtar Ohorella), terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;

9. Menyatakan Terlapor VI (Suleman Tuarita), terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cava, prosedur, atan
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;

10. Memerintahkan kepada Terlapor I (Drs. Noh Tihurua, M.Pd1), Terlapor 11 (Ali Basri
Tuarita, SE), Terlapor 111 (Salim Maruape , SH), Terlapor 1V (Magdalena, L), Terlapor
V (Rifai Tasalisa), yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Ketua Dan Anggota PPK
Kecamatan Salahutu, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara,
prosedur, dan mekanisme pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu
Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan Salahutw, terkait
permasalahan pengurangan dan penambahan perolehan suara pada internal Partai
Hanura, dengan melakukan pencatatan perolehan suara berdasarkan Formulir Model
C1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon

Putusnrrlqli_ug:ia-ﬁ l‘crlm-lggnr..’ni Administratif Pemilu {PAGE \* MERGEFORMAT }

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



AngEots De“-,fm.Pe.rwak““" Rakyat Daeral 1(:1l1uhun~n/ Kota p.
2019) pada TP§ 022, ppg 024, dan rpg 031 Desg 'i'mu ‘
pAA1-DPRD KAB/KoTA (Sertifika Rekapitulagi
calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat p
paerah Pemilihan D

emilihan Umym, Tahun
hu kedalan Formulir Moge|
: asil Peuglliluuguu Perolehan Suarg
aerah Kabupatep Kota Darj Setj; )y TPS Di
alam Wilayah Kecamatan Pumilihmll Uml{m Tahun ?.()]l :Jl)[. l:‘ir‘su:));:
pengurangan perolehan s, gota DPRD Kab/Kota dari Parta
Nomor Urut 4 atas namg inella, S pada Tps 022 se
suara, TPS 024 sebanyak 7 an TPS 031 sebanyak 2 (
total pengurangan sebany ara, serta mel
Suara Calon Anggot a dari Partaj |1

ara Calon Ang
dizal Aziy, Tawa
(dua) suara g
ak 5 (lima) sy

a DPRD Kab/Kot
Dessy Arsandi Lossen pada TPS ()

(dua) suara dan ‘I'ps (31 sebany
5 (lima) suara,

ai Hanura
banyak 1 (satu)
dua) suara dengan
akukan penambahan perolehan
anura Nomor Urut 3 atas nama
22 sebanyak 1 (satu) suara, TPS 024 sebanyak 2
ak 2 (dua) suara dengan total pengurangan sebanyak

pemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Peme
gapat Pleno Bawaslu Kabupaten M

sebagai Ketua Bawaslu K

riksa dalam forum
aluku Tengah oleh 1). M. Risal Sahupala, S.IP. M.1.Pol

abupaten Maluku Tengah, 2). Everd Nixon Alfons, $.Sos sebagai
Anggota Bawaslu Kabupaten Maluky Tengah, 3)

3). Abdul Sukur Amahoru, Sii sebagai
Anggota Bawaslu Kabupaten Maluky Ten

gah, dan dibacakan dihadapan para pihak serta
terbuka untuk umum oleh :

1). M. Risal Sahupala, S.IP. M.LPol, 2). Everd Nixon Alfons,
5.50s, 3). Abdul Sukur Amahoru, $H pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019,
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M. RISAL SAHUPALA, SIP. M1.Pol

ANGGOTA ANGGOTA
d Ttd
Tt
AMAHORU, SH
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